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1.1

BAB
PENDAHULUAN

Latnr Belaliang Penschitian

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara lodonesia
adalah negara yang beedasarkan hukum {rechisaas), tduk berdasarkan
atas kekvasaan belaka (mochisaa. Hal wrsebur mennandung ot babiwa
Negara [ndonesia adalsh aegars hukoem vaog demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1343, dan menjunjuag tinggl hak
asast m@nusia.

Sebagal megara hwkum cirl wiamanya >ase adanya persanmaan
kedudukas i muka hokem bagl seliap warga negara.  Perssmaan
kedudukan di mueka hukom bagi seliap warza negara tanpa membedakan
sukin apama, warna kulit status sosial, dan scbagainya teloh tercanmm
dalam  Undang-Undang Dasar 1943 Pasal 27 ayat 1 wang menyaiakan
bahiwa sceala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajih mesjunjung hukum dan pemerintzhan i dengany
tidak ada kecualinya, Pemegakan keadilan berdasarken hukum harus
dilaksanakanp oleh setiap warga negara, setiap penvelengaara negara, setiap
lembaga kenegaraan dan setizp iembaga kemasyarakatan.

Pasal tersebut mempunyal arti sangat penting bagi Nepara
Indonesiy yang pluralis, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dengan
adat istiadat dan corak yang berlainan, dimana pada akhiraya hukem akan
menjadi perekat. Adanva persamean dalam hukum serta pemeriniahan
terselt menunjukkan bahwa hukum beriaku bagi siapapun, pejabat
maupun rakyat biasa, suke dan agama apapun, profesi apapun, termasuk
seorang anggota militer sékaii;wzz,, dan apabila mereka melanggar hukem

akan diproses sesuai prosedur hukum yang ada, Kenyataan di atas berlaku
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untuk scliap warga masyarakat, dinuna borlaky “rde of T dan tdak
scorang wargapun bakat “kebal hukany™

Dalamn Penjelassa Undang-Undang Nomor 3] Tahua 1997 entang
Peradilan Miler dischutkan bahvwa upaya pembangunan bakup aasionad
adalah haging yvang udak lerpisabkan dart upaya mewnjudlan masyaraka
adid din makimur herdisarkan Paicastla dan Undang-Undang Dasar 945,
Dakin rangka menduking upaya pembangunan nasional erschut, hukum
mitiler  sehagat  subsistem dart huhum pasionat perle dibinae dan
dibembungkian sesuai dengan Kepentingan penyvelenggaraan periabanan
Kaesisstnaty nepara.

Dalmy ilmu bukum pdana, hoken Militer adalah Zoex Specialis
karvena pelaks maepun objek perbuatannys Rhuses ditujukan kepada vang
herstalus milier. Oleh karens o datan pelaksanzannya  terdapat Kitab
Undang-tndang Hukom Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Mitier,
[Disamping ity ada kekhususan lain yaitu adanya Hukom Disiplin Militer,
adanya kepentingan hukom yang hendak dilindungl sciain kepentingan
hukum vang vang wedapal dalam WUHP jeza kepentingan miliker Hu
sendirl. sertd adanys Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya
discbut Ankum, yaile Am@san yang oleh atan atas dasar Undang-Undang
diberi kewenangan memgatahkan bukuman disiplin kepada setiap prajuriz
THNi yang berada ¢ hawah wewenaag komandonya

Tugas khusus yang diemban oleh TN adalzh menjaga dari
ancaman dan bahaya ferhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI Maka
mrajurit periu dibina secara Rhusus, termasuk hukamnya juga diperiakukan
secara Khusus yaity Peradilan Miulier. Peryataan #u dilontarkan seorang
nerwira T dalam Rapat Dengar Pendapat Umam (RDPL) Panses DPR-
Rl tentang Peradilan Militer pada tangeal 20 September 2006, Setiap saat

kita bisa menemukan kendarzan bermotor yang secara emencolok

* Mardjons Heksodiputro, Bemge Rampal Permazalahan Dalom  Sisiem
Peradifan Pidana, Kumgulan karongan Brku Kelima, {Jokarta: Pasat Pelayanan Keadilan
dan Pengabdian Hukum (d/h. LE-UL, 2007), ki3,

* tndonesia, Undang-Undang Hukum Disiphin Prajurit, UU No.26 Tahun 1997,
LN No. 74 Tahun 1997, TLN No.3703, ps. 1
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mencmpelkan di keca mobilaya stcker bertuliskan 'Keluarga  Besar
kKopassuy” oty "Keluarga Besar Kostrad', dan sejenisnya. Padshal belwn
enty pengendara kendaraan bermoter tersebat anggota TN Di selurub
pelosok Indonesia Wota juga bisa wemul warga sipl vang berligak sopery

PRI deogan badan kekar, rambut cepak. cclana loreng dan baju ket

wart gelap, Pengpunaan simbolsimbol militer sermacam iu masih efekif

Ji negort ing Karona deagan simbol-simbo! tersebut. mercka akan dimkut
oleh warga sip lsinnya, termasub polisi, Fenomena di aras merupakan
reprostuksi konghod aas gagoson bahwa angpota TN adalsh wargs negars
khusus di Indosesia. Sesuale vang schenamya ditolak bahkan olels para
pendivi TN) seadin, Dact awal kelahieannya, TNI merupakae bagian dari
rakvar TNI lahir dart rakyat, oleh rakyar dan untuk rakyat. Banyak upava
dilskukan  untuk  memperkuat  kemanunsgalan TNE dengan  rakyval.
misalbva dengan program TMD (Tentara Masuk Desa).

Namup aanpaknya usaha untuk menumbuhkan anggapan bahwa
TN juga warga negara biasa sia-sta. Bagi sebagian besar masyarakar,
angrota TN {elap moerapakan warga negara khusus, Bukan semata karena
mereka punys wewenang menggunakan kekerasan dan memegang senjala.
Mercka juga ditakuti Karcna secara hukum mereka memiliki posisi vang
besbeda dengan warga negara lain. Salah satu contoh sederhananya adalah,
mercka berada di luar jangkauan hukum polisi’

Bag: prajurit Tentarg Nasional indonesia {TNI) sendirl, sebagai
warga negars beclaku semus ketentusa perundang-undanpan vang ade
kecuali ketentuan perundang-undangan mengatur lain. Selain tidak diatur
dalam ketemtuan perpndang-undangan secarz Khusus, maka kelentuan
apapun yang berlaku bagl warga negara berlake pula bagi prajurit TNL
termasuk hak dan kewajiban sebagai warga nepara’

' A, Afandi, “Pandangan Musyarakat Terhadap Kasus Militer,” (Makalah
disampaikan pada Penstaran Perkembangan Hukum Nasional Dan Internusional Bagl
Personil TN D1 Lingkungan Peradilan Militer, Makasar, 23-30 Maret 2007), hal, 2

! Ihid

* Mulyanto, Asas-Asas Hukum Pidana J2karta : PT. Bina Aksara, 1987, hal. 20,
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Mrosedur hakwm vang haros dijalani oleh mitiier yang melakukan
pelanggaran hukum alae tindak pidana berbeda dengan rakyat sipil pada
umumnya, Karena anggota miier tundok pads peradiken millier dan
ssarakal s (siplly tendub pads peraddan wmum.”

Peraditan: Miditor socrupakan institesi peradilas di dalamm wbuh
mitier vang moemliK) legas berat, Selain memastikan adaays proses
hukwn vang adil bugl anggola milier juga menegakkan disiphn anggoty
mitier. Peradilan Mither jiga harus menfamin babwa mckanisme hukom
iersebwr jugs meiindung: hak-hak sipil anggota mitiwr,

Peradiian miditer di Indonesia saal s mergpakan penjchuaan dari
Umdang-Undang Dasar 1945 dengas Usndlang-Undaag Nomor 4 hun
2004 fentang Kekuasasn Rehakiman . pada pasal 10 ayat {2) hurot b
mengator adanya empal lingkungan peradifan vang terdini dar peradifan
urmm, peradilan agama. pecadilan astiter dan peradifan sata usaha negara.
Penyelenggarann peradilioy militer teescbut diatur dalam Undang-Undang
Nomor 31 Taban 1997 wntang Peradilan Militer vang memiliki wewenang
mengadill tindak pidana vang dilskukan oleh sescorang vany pada wakty
melakukan tindak pidana adulah seoramg prajunit, vang burdasarkan
wndang-undang dipersainakan dengan prajurit. anggota suaty golongan
atau jawalan atzu badan atau yang dipersamakans ataw dianggap sebagai
prajurit berdasarkan sndang-undang dan seseorapg vang tidak termasuk
datan ketiga polongan tersebnt tetapi atas Keputusan Panglima dengan
persetujsan Monieri Kehakiman harus diadili oleh suaiu pengadilan dalam
lingkungan peradifan wmiliter.”

Posisi hukum angzgota TN vang berbeda deagan warga negara
[ainnya serta ketidakadilan sigtera hukum vang disugubkan terus mencrus
kepada publik ini melahirkan masyarakat yang lehih percays penggusaan
kekerasan daripada pengponaan  instrwmen hukum, Ketidakpercayaan

masyarakat kepada hukum ini sangat berbahaya bagi kehidupan dan masa

€ thid
* Yodonesia, Undamg-Undang Peradilen Mier, U No31 Tabun 1997, LN
No.84 Tahun 1997, TEN No.37(3
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depan demokrasi Indonesia. Ancaman ini lebih dari cukop untuk menjadi
alasan dasar kenaspa UU Nomor 31 tabun 1997 eniang Peradilan Militer
harus diubah, ULE ini telah mendassri sebual sistem hukam di mana segala
bentak  pelanggaran pidona vang difakukan odeh apggota INT harus
disclesaikan &1 peraditant militer. Dengan Ut in seorang angpots TN}
vang melskukan tindak pidana umum tdak biss dipidana di peradilan
U HIEN

Asas hak indsiani! Dewan Peewvakdan Rakoval (DPR), saat i sedang
dibabas Konsep Rancangan  lindang-Undang tentang Perubahan atas
Uindung-Lindang Peradifan Militer. Hal vang sangy mendasar dengan
aduma perubahan dalam konsep RULU Peradilan Milller | yadiu dengan
keluarnya  Ketesapan  Majelis  Permusvawaratan Rakyat  Nomor
VI/MPR/Z2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Pasal 3 ayat (4)
yang berbusivi ¢

a. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradifan militer dalam
hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk puda
kekuasaan pecadilan umum dalam hal pelangparan hukom
pidans pmwn,

b. Apabils kekuasaan peradilan umuom sebagaimana dimaksud
pada ayat {4a) tidak berfimgsi maka Prajurit T tunduk
dibawah kekuasaan peradilan vang dlatur Undang-Undang,

Kemudian keteniuan ini ditkot oleh Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasions! Indongsia pasal 65 ayat (2) dan (3},
vang berbunyi scbagai berikuf

{4 Prajurit twnduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam
hal pelanggaran hukum pidana mililer den tunduk pada
kekuasaan peradilan urmum dalam hal pelanggacan hakum
pidana umun. .

{3}  Apabila kekoasaun peradilan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} tidak berfungsi; maka prajurit tunduk dibawah
kekuasaan peradtian yang diatur dengan unduag-undang.

Sampal saat inl. prajurit TN vang melakukan tindak pidand, batk

tindak pidana Lmum yang tercantum dalam KUHP, findak pidana militer
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yang tercantum dalam KUHPM. maupun tindak pidana kun di Juar KUHP,
seperii korupsi, lalu lintas. kekerasan dslam rumal wogea, narkotika.
psikotropika  dan ain<dabvna masih diadif dalam poradilan militer.
Keecuali unluk perkara-perkacs sang dilakokan secora bersama-sama oleh
dus crang aau lebih yang maskp-masing wnduk pada justisiabel
peradilan vang berbeda, vaito dilakuhan oleh orang Sipi dunduk pada
justisigbel peradilan wvsin} daw milier fiunduk pada justigishel peradilan
mititer) atau vasg dikenal dengan pedam boneksitas, nwka welah
diteotukan apabila kepentingan miliier vang kebih baovak dirugikan, ahan
diadili olch penpadilan mililer. tetapt apubile kepentingan sipil lebib
banvak dirugikan. maka akan diadili oleh Pengmiilon Unue,”

Di Indonesia, peradilan miltter distur dalam UU No. 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU terscbut, diatur beberaps hal
mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organicasi dan fungsi
peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acars koneksitas,
serta hukum tatz usaha militer. Otoritarianisme Orde Baru yang ditopang
oleh kekuasaan militer, selain melahirkan pelanggaran hak asasi manysia,
juga menciptakan scbuah sistem hukum yang membeniengi  tindak
kejahatan dan penyalabgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh angsota
militer. Akibatmya, meskipun Qrde Baru sudah runtuh namun upaya untuk
membawa prajurit militer yang melakukan tindak pidana, khususnya
tindak pidana pelanggaran HAM dan korupsi, selale berhentt di tengah
jalan. Di sisi lain, dalam sistem peradilan militer tidak ada kejelasan
mengenai jaminan terhadap hak-hak sipil bagi anggota militer ketika
mercka berurusan dengen peradilan militer. Hek untuk dudamping:
pengacara, hak unfuk mengetahui alasan penangkapan danatau dakwaan,
hak untuk tidak ditrimidasi dan disiksa, hak univk menghubungi dan

_ Y M. Yahye Marhap, Pembahasan Permadlaban dan Pererapan Kb
Undamg-iindang Hukum Acara Pidana Pemeriksoun Sidany Pengadilor, Bonding,
Kasasi dan Peninjgucn Kembali £4.2 {Jakaris; Sinar Grafika, 2002} hal3!
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berternu keluarga, dan lain-lain, sama sekah tidak diatur dalam sistem
peradilan militer kita, Prajurit atau anggota militer bagaimanapun juga
merupakan warga negara {citizens in uniform). Dengan demikian, mercka
juga memiliki hak yang sama ¢i muka hukum dengan warga negara yang

lain, di mana negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.”

Retentuan mongenal vurdikst Peraditan Militer vang ada
hubunganove  dengan golongan teneontw atau subyek tindak pidana
rercantum dalamy pasal 9 avat (1) Undang-Undang Peradifan Milher
dimana pada avat {1} huruf o disebatkan bahwa pengadilan dalam
Baskungan pecadilsn militer berwenang mengadili tindak pidana yang
subycknya adalah praj urit

Saat im. sudah cukup lama Panitin Khusus (Paosus) DPR-RI
tentang Pcradilan Miltler membahas RUU Peradilan Militer. Namun
dalamn waktu sekian lama, belum ada tanda-tanda bahwa upaya untuk
membawa prajurit ENI vang melakukan thdak prdana umune ke peradilan
wnwn, dapat tercapal. Meskipun DPR sudab secara bulat setuju wentang
hal i, namun dari Pemcrintal nusih berishan untuk tetap mombawa
prajurit TN vang melakukan tindak pidana umum ke peradilan milifer,
Tawaran jalan tengah yang diberikan oleh DPR berupa pemberian masa
transist selama 2-3 fahun agar ada wakiy untuk berbenah, juga belum
memperoleh sinyal hijau dari Pemerintah. Pada titik ini terlihat bahwa
Permerintah belum memiliki keinginan politik untuk sccara konsisten
menjalankan reformasi peradilan militer khususnya, dan reformasi sektor-
sektor pertahanan dan keamanan pada umumnya, '

Nampaknyz problem hubungan sipil-militer masih jauh dari
penyelesaian. Rurtulinya rejim otoriter yang ditopang oleh mifiter serta
berjalannya proses demokratisast di Indonesia temyata tidak dengan seria
merta mengubah hubungan sipil-militer di Indonesia. Kesediaan militer
untuk mundur dart kancah politik dengan dibapuskannya Fraksi TNIPold

* A. Afandi, op. cit, hal 4

% UU Nomer 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Psi 9.
" A Afandi, op. cit., hal 7
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di DPR. tidak diikuti dengan perubahan vang signifikan di dalam doktrin.
stcuktur dan kultur militer, baik yang berkaitan dergan persoalan
pertahanan, keamanan dan  sosial-politik  di Indonesia. Argumentasi-
argumentasi  vang  disampaikan  tentang Peraditun Milier juga
menunjukkan keinginan antuk (etap ditempatkan schagar wargu aegara
'khusus'. Sementara supremasi sipil. ebagai scbuah konsep modern
mengenai hubungan siptl-mitner, seringkali dipabami secary salah sebhagan
kontrol kaum sipil {yang non-mmliter) terhadap kaum militer.  Dalam
konsep supremasi sipil. yang dimaksud dengan 'sipst' di sini adalab repina
vang ierpilib/dipilih melalul pemilihan emum yang demokratis, Aninya.
semua warga negara. baik vang berprofesi sebagal mahasiswa. aktivis
LSM. anggota TN!L. pedagang kaki lima. pelani, dan lain-lain. semuanya
memiliky hak dan kewajiban vang sama sebagal warga negara. Termasuk
di dalamnya kewajiban bela nepara bila negara Republik Indonesia
terancam bahava. Di situlah sebenarnya csensi dari cila-cila pejuang
kemerdekaan negeri ini ketika melahirkan Tentara Nasional Indonesia
pada tanggal 5 Oktober 1945,

Tidak ada yang pernah berharap bahwa cita-cila luhur dan mulia
tersebut dicederai oleh kepentingan kekuasaan dan pragmatisme. Dalam
ulang tahunnya yang ke 63. sudah selayaknya kita memperkuat kembali
reformasi di tubuh TNI. khususnya dengan melakukan perubahan terhadap
sistem peradilan militer dan mengembalikan anggota TN! scjajar dengan
warga negara yang lain di muka hukum.

Prajurit TNI ataw anggota militer di negara manapun merupakan
warga negara yang mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan
warga sipil, dan perbedaan tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang
yang dimiliki dalam rangka membela, menjaga dan mempertahankan

negara.” Pada hakekatnya prajurit itu berdinas 24 jam. oleh karcnanya

2 Heru Cahyono, Reformasi Bidang Pertahanan Dan Hukum,” (Makalah
disampaikan pada Penataran Perkembangan Hukum Nasienal Dan ukum Internasional
Bagi Personil TNI Di Lingkungan Peradilan Militer, Makasar, 25-30 Maret 2007), hal. 3.

13 Soegiri, dkk, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik
Indonesia, Cet.l, (Jakarta: Indra Jaya, 1976} hal.6
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sctiap  prajwrit  Remanapun  perel  dan dimanupun berada harus
sepengetabuan don seizin masan. Projurit vang meninggalkan saluan
karcna dipangeil sebagal wrsangka maupun sebagul sakst harus seizin
Awsamya, Porizinan dart Awsan torsebut dupat secara san atau tertulis
sesusd dengan prosedur yang berlaku &1 linghungan kesawan.

Selain hal wrscbut. perbedann atsy kekbususan lain yvang melckat
pada anggota militer vaite adanya hak membunch musuh, Sehagaimans
dinvatakan oleh Jearn Pictet dalam asas huRkom humaniter vang terdapat
dalam Ronvens Jenewe anggal 1949 emane Perlindungan werbadap
korban perang. dijelaskan bahwa hanya unggeta anskatan bersenjatalah
vang berhok menyerang dan menashan musuh Oleh korena jw selake
warga negara vang memiliki tugas dan weweming khusus berlaku hukum
vany bersifat khusus. vaite Hokom Pidana Militer yang hanya berlaka bagh
niliter saju atau vang dipersamakan.

Seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana
militer dan tindak pidana umum maka yang bersangloutan selain harus
menjalani hukuman kurungan juga diberikan sanksi tambahan antara lain
tidak boleh mengikuti pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat serta
tidak mendapatkan jsbatan dan promosi jabatan dalam periode yang
ditentukan.

Jadi, sebenamyva sanksi yang diberikan delam pengadilan militer
lehih berat dibandingkan pengadilan wmum mengingat ada sacksi
tambahan yang dijatuhkan kepada prajurit yang melanggar tindak pidana
umum dan tindak pidana militer. Karena apabila seorang anggota TNI
melakokan tindak pidana umum berarti yang bersangkutan  juga
melanggar hukum  disiplin militer yang meropakan sendi kehidupan TNI.
Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang
khas dalam struktur kencgaraan. Sebagai tulang punggung pertabhanan
negara, ngtitusi militer dituntut uotuk dapat menjamin disiplin dan

* Anthony P.V. Rogers and Paul Mathebe, Fight It Chapters 1-9 Model Manual
an The Low of Armed Conflict for Armed Farces, {Geneva: International Comite of The
Red Cross, 1999), hal 29
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kesiapan prajuritnva dalam menghadap! segala bentuk ancaman terhadap
keamanan dan kesclamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi
militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus vang di
dikenal scbagat peradilan militer,

Seiring dengan proses demokrasi dan uniutan musa depan perlu
peningkatan kinera dan profedonalisme aparal perlghanan dan Reamanan
melalul penataan kembali peran THI dan POLRIL berkadtan dengan
susunan dan kedudukan TN sebhagaimana terdapal dolam Ketetapasn MPR
Nomor VIMPR2000 yang kemudian distur Jalam Undaag-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 wentang Tontara Nastonsl Indonesia {TN]),
Selanjuinya  untuk  mengantisipasi kekosongan  hukum  sampa
terbentuknya uadang-undang sebagaimana distur dalam UL TN pasal 65
avar (2) moka pada pasal 74 mengatur tentung :

{1} Ketenmuun sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 berlaku

pada saal undang-undang feriang peradidan mikiter vang ban
dibertakukan,

(2) Selama undang-undang peradilan militer yang bare belum

dibentuk tetap tundok pada keteniuan Undang-Undang MNomor 31

Tahmee 2007 tentang Peradilan Miler

Ketentuem dalam undang-undang tersebur, khususnyva Ketentuen
pasal 65, dalam perkenmbangannya  telah menimbualkan pendapat vang
berbeda-beda. Sehubungan dengan perubahan tersebut, diperlukan suatu
persamaan pendapat berkaitan dengan kompetensi peradilan militer yang
selalu dihubungkan dengan kondist swatu negara, apakah negara tersebut
dalam keadaan damai stau dalam keadaan perang, karena hal ini masing-
masing membawa implikasi yang berbeda, bailk mengernat obyek maupun
subyek delik. Oleh karepanya dalam penulisan tesis ini penulis tertank
untuk menggall lebih dalam scjashmana tinjauan yuridis kewenangan
peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak
pidana umum setelah diberlakukannya Undang-lndang Nomor 34 tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI}.
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Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penclitian  sehelumnya
maka penmasalahan (statement of the problem) dalam tesis ini dirumuoskan
sebagai berikut :

Perangkat pertahanan negara merupakan salah satu peraugkat
kenegarnas yong perlu distaphan dan dibenabt dalin wpava menumtaskan
reformast. Instrumen vang ads memeriokan penataan kewehodi sehingga
dapat memenuhi tuntutan demokrasi, Penataan fersebul mencakup hanyak
reguiast di bidang perlahanan nogara, RUL tentong peradilan naililer
adalah regulast di bidang pertalanan vang saat int amsth dalam
pernbahasan  antara pemerintah dan DPR. Dalam  mombahas RUU
Peradilan  Militer. Pansus  DPR menghendakl agar pemerintah
berpedomsn pada Ketelapan MPR Nomor VIMPR/Z00D watang Peran
TNI dan Peran Kepolisian Nepara RI yang monyatakan bahwa prajuri
TNI vang ruclakukan pelanggaran hokum militer tundok pada kekuasaan
peradilan militer dan prajurit yang melakokan tindak pidana umum tunduk
pada kekuasaan peradilan mum. Perubalan mendasar tersebut, dari sudut
lugas, fungsi. orgamisast dan dokirin TNL menimbulkan beberapa
kesulitan. Yang pertama, kesvitian menpkonstruksikannya ke dalam
struklir organisast TNL Yang kedua. kesulitan dalamy pembinaan
kesizpan tugas prajurit di kesaluan seris dampak sosiclogisnya yang
berkaitan dengan budaya militer yang terpelibara dalam tata kehidupan
prajurit,'?

Berdasarkan urgian tersebot, maka penelitian ind akan dibaigsi
dengan pertanyaan penelitian (resereh questions) sebagai berikut ¢
i. Bagaimana kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota

TNI yang melakokan tindak pidana umom pasca diberlakukannya

Undang-Undang Nomeor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

Indonesia?

* Hery Cahyono, op. off,, hal. &,
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Pt

Bengan tunduknya nuliter pada peradilan umum  dalam  hal
mclakukan dodak pidana uwnum. bagaimana kesulitan-kesulitan
dalom penerapannva vang herkaiten deogan struklur organisasi,

penibinaun satuan dun dampak sostologisnya hagi prajurit TNEY

Sbd

Tindak pidona vang bagaimanakab yaog menjadi Kewerangan
peradilan militer di masa vang akan daiang agar oksistensinys

sentakin moembaik?

Tujuan dan Kegunaan Penclitiap

Terkait dengan permasalshan yang menjadi dasar penelitian imi
niaka tjuan penelitian ind adalah uatuk mengewhui sejaubmana Unjauan
yuridis kewenangao peraditan militer dalam mengadill prajurt TN yang
mielakukan tindak pidana unnne pasca diberlakukanava undang-undang
NI Adepun tyuan penelitian ini adalah sebagat berikut
R Untuk mengetahui bagaimana kewenangan peradilan militer dalam

mengadili prajorit TN yang melakukan tindak pidana umunt pasca

diberlakukannyz Undang-Undang TNL

(2

Untok  mongetshul bagaimana  kesolitan-kesulian  dalam
penerapannya  vang  berkaitan  dengan  strukiur  organisasi,

pembinaan satuan dan dampak sosiologisnya bagi prajurit TNI.

tad
h

Untuk mengetahui tindak pidana yang bagaimana yang menjadi
kewepangan peradilan militer agar dapat meaningkatkan mutu
lembaga Peradilan Militer sehingga eksistensinya semakin
membaik,

Sedangkan kegunaan dilalukannya penelitian ini adalah :

I Dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peraturan-
peraiuran perundang-undangan yang memberkan landasan yuridiz bagi
kewenangan peraditan militer dalam mengadili anggota NI yang
melakukan tindak pidana umum meski telah diberlakukannya Usdang-
Undang TNI khususnya Pasal 63 yang mengatur bahwa anggoia TNI yang

melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
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bk}

2. Sedangkan dart gegi fcoritls maupun prakts diharapkan dapat
dipakal schagal bahan referenst kepustskaan baik bagl para mahasiswa,
akademist. maupun praktisi dan pihak-pihak yomg berkepentingan. serta
dari penelittan ini dibarapkan  dapat membenkan masukan dalam
perinw Rancungan Undang-Undang Peradilan Militer vang scdang

disusun pada saat penclitian ini dilakukan.

Kerangka Konseptual

Kerungka konseptual int merupakan suata rangkatan hubungan
antara konsep khusus vang akan diadakan penelitian yaiu tinfanan yuridis
Kewenangan persdilan  miliier dalam mengadifi angpota TN vang
mueinkokan tindak pidana wmum pases diberlakekannve undang-undang
TNI. Dalam suatu penelition dibedakan tiga macam fakta. yaiw -
i. Referensi atay acuan vatiu Ial pokok vang mengadi bawas hingkup

penelitian.

Em}

Istilah yaitu sesbatu yang digunakan sebagai denfikasi darl acuan,

fed

Konsep yaitu kompalan dan artl vang ada relevansinyn dengan
istilah.®

Menurut Soerjono Sogkanto harusiah ampak oda perbedaan antara
konsep dengan konsiruk, karena konsep bissanya selalu herhubungan
dengan referensi vang bersifat empiris, sedangkan konstruk menempatkan
hal tersebut dengan kebaltkannya,!’

Pengertian Timjanan Ywridis sccara umum  adalah  mielibag,
menelaah  atau mengkajl sesuatu dan segi hvkum  atau  peraturan
perundanp-undangannya.

Pengertian Peradilan Militer adalah adalabh inslitusi peradilan di
dalam militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan

militer yang berwenang mengadili lindak pidana vang dilakukan oleh

¥ ndrivanto Seno Adji, Tesis, Analisa Penerapan Asos Perbuatan Melowan
Hukum Materiit Dalam Perspekiif Hukum Pidana di Indonesia, Program Pascasarjana
Universitas Indonesia, 1996, hal.56.

¥ Soerjono Soekanto, Pengamiar Penelitian Hukum, {Jakana: Universitag
lodonesia Pers, 1984), hal. 132-133.
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seseorang yang pada wakin melakukan tindok pidana adalah scorang
prajuril. yang berdasarkan undang-undang dipersamuken dengan prajurit,
angpota suatu gelongan stau Jawatan alnu badan atau yany dipersamakan
alau disnggap sebagat prajurit berdasarkan undang-andang dan sescorang
vang tidak ermasuk dalam Retiga golongan torseban tetapt atas kepuiusan
Pangiima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu
pengaditan dalam lingkungan peradilan mititer

Pengertian Prajurit TNVF menwrn Phadang-lindang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nastonal lodonesia (TNILL adalah warga
negara Indenesia vang nmemenuht persyaratan yvang ditentukan dalam
peraturan perondang-undangan dan digogkat eleh pejabat yang berwenang,
untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan,’® mengabdikan diri
dalam usha pembelaan negara dengan menvamdang senjata, rela berkorban
Jiwa raga, berperan serfs dalam pembangunan nasional, danlunduk pada
Iadkum militer™

Prajurit TNI dibangun dan dikciobanghan sceara profesional sesual
dengan hepentingan pelitik negars vang mengacu pada nilal demokrasi,
suprenasi  sipil. hak asasi manusia. ketentuan bukum nesional. dan
keteptuan bukum itemasiopal yang teluh ditatifikasi, dengan dukungan
anggaran belanja negara vang dikelola secara ransparan dan akuntabel. ™

Prajurit TNI dikelompokan dalam golonpan kepangkatan perwira,
bintara dan tamtama. Perwira dlasgkal oleh Presides atas usul Panglima,
sedang bintara dan tamiama diangksat oleh Panglima. Pelantikan menjadt
prajurit golonegsn perwira pada saal pelantikan selzin mengucapkan

Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira

"® YU Nomor 31 Tshun 1997 Tentang Peradilan Mititer, ap. it ps! 10,
¥ Indonesia, Undang-Undang TN UU No.34 Tahun 2004, LN, No.j27 Tahun
3004, TLN. No. 4439, psi. |
% UU Nomer 26 Tahun 1997 Tentang Hulkam Disipiin Prajurit, op.cir. Psl. 1,
X Ibid, penjelasar.
Z UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, op.cit., Psl.
26,33, 34,
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Prajurit TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang
diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan
negara  sehagaimana  fercantumy dolam sumpah prajurit. Dalam
melaksanukan wgas dan kewanbanoya, Prajurit TN] berpedoman pada
kode Btk Prajurit dan Kode bk Perwira”

Pengertian Tindek Pidana menurst Wigoao Prodiodikoro adalah
suatu perbuatan vang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana don

pelaku {ni dapat dikutakan merupakan subvek tindak piduna, ™

Kerangka Pepsikiran/Teoritis

Menurut Soetandyo Wignjosochroto dikatakan teori adalsh © Suau
koustruksi di alan: cita atau ide manusia. dibangun dengan maksud untuk
mengeambarkan secara  vellekitf fonomena vung duyumpal di alam
pengalamian  {ialah alam vaog ersimak bersaranakan indera mannsia).
sehingga tak pelak iagi bahwa berbieara lemtang tcori seseoranp akan
dihadapkan kepada dua muacam realilas. yasg perlama adalah reafitos in
absirecro yang ada di alam ide imajinatif, dan kedua adalah padanannya
yang berapa reafitas in cornerero yang berada dalam  pengalaman
indrawi.™  Sehingga di dalam melakukan suatu penclitian diperlukan
adanya kerangks feorilis balwa untuk memberikan landasan yvang mantap
pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-
pemikiran teoritis.*

Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup
fuz, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian
itu tidak selalu jelas dan juga tidak seragam. Kebanyakan ahli hukom

B (U Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, op. cit.. Pst.
37,38

* Wijeno Prodjodikare, Asas.dsas Hubum FPidama, (Jekarts: BT Rineka
Clnia 2602, hal, 58

7 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukuen : Paradigma, Metode dan dinamita
Masalatpye, {fokarra: ELSAM-HUMA 20023, bal. 184,

* Ronny H. Scemitro, Metodologi Penelitiun Hubum, (Jakorta: Ghalia,1982),
hal.3?
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berkevakinan bahwa teori hukum vang mercka kemukakan didalaninya
ferdapat suatu sistem.?’

Mentwrut  Lawrence Friedman, dalun scbhuah  sistemr hukum
leedapat tiga kemponen yang saling mempengaruhi vaing ;™

1. Strukwr Hukun (fegof structioe), yaite baglan-bagian yang

borgerak <t dubmn suaiu mekanisme sistem atay fasilias vang ada

dan disiapkan dalam sistom. misalnye peagadilon das kejaksaan.

2. Subslais hukumn (feged subsianer). yair hasil akiual vang

diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-

undany,

3 Budava Hukum {fege! culitre) vaitu sikap publik atap

milai-nilal. komitmen mocal dan kesadaran yasp mendorong

bekerjanya  sistem hukum, ataw  keselurvhan  faktor  yang
menenivkan bagainana sistem hukum mempercich tempat yang
jogis dalam Leranoka budava milik masvarakat.

Sehingea, di dalam  gistem peradilan pidana perlu adanya
keterpaduan anlara sub sistem,  Muladimenyebutkan bahwa perlu adanya
sinkromsast struktural {sirwcfural syncronisationy, sinkronisast sublansial
{substausial  syncrondsation), dan  sinkronisast  kultural  (cufhrad
swrcromisaiiony. Okeh karcpa ilu sinkromisasi sangat diperivkan dalam
sistem peradilan pidana unfuk mepeapar tujuan dan fungst yang hendak
dicapai. Dengan adanya sinkronisasi antara subsistem vang terlibat dalam
sistern  peradilan pidana  mwlal dart  kepolisian  sampai  lembaga
pemasyarakatan periu juga didukung dengan adanya sinkronisasi substansi

hukun menyangkut kepada peraturan perundang-undangan vang berlaku

# Otje salman, Anthon Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpndkan dan
Membuka Kemballl, {Bandung: Refika Aditama, 2004}, hal93, Mengutip Ronald
Dwokrin, taking Rights Seriously, New Impression With Reply 1o Critics, Duckworth,
London, 1977, hal. 86.

# Lawrence M. Friedman, The Republik of Choice, Law, Authority, and Culture,
Harvard Univessity, 1990, dikutip oleh Ote Salman, Anthon Susamte, Taord Hubum
{Mengingat, Mengumpnlian dun Membuka Kembaliy, {(Bandung: Refika Aditama, 2064),
hal.153
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dan sinkronivast Koltur hukum yang berkaitan dengan budaya hukum baik
aparat penegak hukum maupun masyarakat,

Menurut Prof. Mardiono Reksediputro bahws ada keterkaitan di
atern keompat sub sistem df stas (kepolistan, kejaksaan, peagadilan dan
lembaga pemusyarkatan) dart sistem peradilan pidana. Keterkwaoton antara
sub sistem satu dengan yang lainnyva adalah seperii "bejana berhubungan™
Setiap masalzh dalam sub sistern akan menimbuikan dampak pada sub
sisiern dainnya, Reaksi yang  timbul  sebagai  akibat hal  ini akan
menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awusl dan demikian
selanjetnya  terus  ttenerus. Pads  akhimya udak  jelas mana  yang
merupakan schab {awal} dan mana vang akibat {resksiy. Gejala vange
terhihat sckarang adalah kekurang percayaon pads hukum dan pengadilan.
Apa yang merupakan sebab dan mana vang akibal sukar ditelusun
kerabati, ™

Menurut M.Yahya Harahap bahwa Sistem Peradilan Pidana yang
digariskan KUHAP merupakan Vsistem terpady™ {(integrated criminal
Jjusiice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip
“differensial fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai deangan
“tahap proses kewenanpgan™ vang diberikan undang-undang kepada
masing-masing. Penjernihan terhadap pengelompokan terschut di atas
sedemikian rupa tetap terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses
penegakkan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjotan antara satu
instansi dengan instansi fain sampai ke taraf proses pelaksanagan eksckust
dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Semenjak dan tahap
permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pada pelaksanaan putusan
pengadilan  oleh Kejakszan, selalu terdalin hubunpan fungsi vang
berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling

* Muladi, Kapita Selekie Sistem Peradijan Pidana, {Semarang: Badan Penerbit
Liniversitas Indonesta, 1993Y, hal 1.2,
* Mardjano Reksodiputro, Hak Asasi Manusiz Dalam Sistem Peradfian Pidana

{Budos 1), {(Jakert: Pusat Pelavanan Keadilan dan Pengabdisn Hubum /. LX-UD,
2007, bl B8
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checking diantora sesama aparat penegak hukom dalam suvaty rangkaian
imtegrared erimind justice svsien, i

Jadi, kettga unsur komponen dalam sistemn bukum menuna
Lavwrence M. Friednun  tersebwt sangat berpengaruh dulans ponegakan
hukure, Bka salub soto aoser Gdak dupist berjalan dengan balk moka dapat
dipastikan peregakan hukwn i masyarakat temah, Penegakan bukam
vang difakokan harus berada dalams susts sistem yakn sistem peraditan
pidana (eranioal Justice svestemy vang terdint dan empa komponen vailu
Kepolision,  kejaksamn,  Pengadilsn  dan Lombaga  Pemasyarakaian.
Sedangkan untuk peradilan militer sdalabh Polisi Militer. Odinr Militer.
Penuadilan Millter dap Lewsbuga Pomasyarakatan Militer.

Demikian jugz halnyva dengan proses peradilan mililer. bekerja
dalasn sub sistem vang dimalal dar polisi militer selaku penyidik,
kemudian odicur militer selaku jaksa penuntut, dan hakim maliter yang
mengadih dan mensutus, serta pemasyarakatan militer lempat nacapidana
militer melaksanakan pidananys. Setain dari sub sistem tersebut terdapat
peran instiust fain yang dapat mempenganidn sistem peradilan midier
vailu pocran Atgsan Yang Berhak Menghokum (Ankum) dan Perwim
Penyerah Porkara (Papera) dasi anggota militer vang melakukan tindak
pidana urmum maupun tindak pidana militer.

Ststern perudilan  pidana  yang  terpadu  aken  memudahkan
tercapainya tupuan dari sisiem peradilan pidanz, demikizn juga sistem
peradifan muliter vang terpadu akan mesnudahken tercapainys tujuan
sistem peradilan militer. Menurut Muladi tujuan sistem peradilan pidana
dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tujuan jangka pendek berupa resosialisasi
pelaku tindak pidana dan fyuan jangka menengah berupa pengendalian
kejahatan serta tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.”?

' M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Pencrapan KUHAP
{Penyidikan don Penuntutan), {Jakarta: Sinar Grafiks, 2008, bal. 90
= Muladi, op.cit, hal3
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Dalam pembingan pelaku tindak pidans fordapat sustu wort yang
menyatakan bahwa schoparnya keborhasifan pembinaan pelaku tadak
prdana tdak  dimuolal sejak din omasuk pintn gerbang lembage
pemasyarakatan, feupi babkan pongolamasnye sejak dipenikse olel polisi

. . « g = 53
akan mempengarshi keberhasilan resostalisasi”

Metode Peaelitian

Metode penelitian int diporfokan gung mengumpulkes bahan-
bahast yvang  digunskan  unwikh menjawab  permasaiahan vang  elsh
dirumuskan icrsebul. Adspun metode penelitian yang digunakan terdint
dart sisteinatika sebagai berikul |
1. Metode Penelitian

Mengocu pada permasataban penelitian vang dikemukakan di atas,
penelitian inl mengeunakan  penelilan yuridis  sormatif, dengan
pertimbangan bahwa tittk tolak penelitian i adalah werhadap rancangan
peraturan perundang-undangan, vaity penelitian yang didasarkan pada
sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan. teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum
terkemuka. Selain it dilakukan pengkajian terhadap hukum positif
berkaitan dengan masalah yang diteliti serta didukung dengan wawancara.
2. Jenis dan Sumber Data
Penclitian it menggunakan sumber data sebagai berikut :
a. Data sekunder, berupa data yang diperolel dari berbagal hteratur
mengenai masalah yvang berkattan dengan kewenangan peradilan militer
dan sistem peradilan pidana baik uroum mauvpun militer. Literatur yang
digunakan dalam penulisan i diperoleh dari buku-buku, peraturan
perundeng-undangan 4i bidang Peradilan Militer, Tentara Nasional
indonesia, dan Hukum Disiplin Prajunit TN, maekalah, seria bahan
fainnva dari internet.
b. Pate primer diperoleh medalut penelition  Japangan  yakni
melakukan kepiatan wawancara mendalam dengan pihak-pibak terkait

* fhid, hal. 80,
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dengan matert penulitian ind. Antara fain, ¢i logkungan peradilan umum
dengan Jaksa Penuntut Umuam dan Hakim. Di lingkungan poeradilan
militer dengan polist mifiter, oditur militer, hakim oliter. penaschat
hukurm di Tingiaungan TNT sevta beberipa pragures TNL

3. Penyajiun dan Analisis Data

date primer dan data sckunder vang diperoleh disusun seeara sisfematis
untuk selanjumya diamlisis secard hualitasif Analisa kualitatif didakukan
untik menganalisis data dan mengevaluasi data sany diperofeh secara
mendalamy don menyehoruh untek menjawab  permasalahan dan

mermperoteh kejelasan terhadap permagalahan di datam penelitian ai.

1.7, Sistematika Penulisan
Bab | Pendahuistuan
Bab in! menguraikan mengenal latar belukang pennasalahan,
identifikasi dan rumusan nwmsalah, lwjusn dan kegumsan
penelitian, herangke pemikiran yang terdin dart kerangka
leoritis dan kerangka konseptual. mwetede penelifian yang
drgunakan dglam tesis inl serla sistematika penulisan yang
dilakukaw.

Bab I Perkembangan Peradilan Militer, Hukun Pidana Militer, Dan
Hukum Disiplin Militer
Pada bab ini divraikan sejarah peradilan militer di Indonesia
sejak masa orde lama sampai dengan masa reformasi dan akan
menguraikan bahasan umum mengenal pengertian  hukam

pidana militer serla pengertian dari hukum disiplin militer,

Bab Il Kewenangan Peradilan Militer Dalsm Beberspa Peraturan
Perundang-Undangan
Pada bab ini diuraikan aspck hukum peraturan perundang-

undangan yang raenjadi landasan yuridis kewenangan peradilan
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mifiter dalum mengaddi prajurit TNI yvang melakukan tindak

pidana umum pasca berlakunya Undang-Undang TNL

Peradilan Militer Pasca Berlohonya Undung-Undang TN

Bak ini meoust basit ponchtian dan onalise mongosai
kewenangan poradilan militer schubungan wnduknya prajurit
padda Kekunsan peradilan miditer datorm hal pelanggarn hukum
pidama milier dan wndok pada kekuasaan peradilan umom
dafam had pelanggaran hukum pidang uman kesulitan-kesul (an
dalum penerapamiya yang berkaitan dengan sttukiur organisast
TNL pembinann kesiapan satuan dan dampak sosiologisnya
bagi prajurit TN serta tindak pidana yang bagaimanakah yang
menjadi kewenangan peradifan militer i masa yang akan

datang ngar eksislensinya semakin membaik.

Perutup

Bab terakhir ing wkan menguraikan kesimpulan yvang diperoleh
dari analisis penclitian serta saran-saran yang mungkin dapat
digunakan dalam pembaharean hukum df Indonesia khususnya

hukum acara pidana pulier
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PERKEMBANGAN PERADILAN MILITER, HUKUM PIDANA
MILITER, DAN HUKUM DISIPLIN MILITER

Buly tni merbahas perkemibangan peradilan militer 1 Indopesia, serta
memielaskan pepgertian bukwm pidane woun dan hukam piduna militer serta

hukun disiphin mudiier,

2.1, Hukom Militer

Hukom wililer dari suatu negara mierupnkan sub sistem dari ncgara
tersebut. kurcus mulier adalab bagian dart suatu masyarakel atau bangsa veng
melakukay fugas Rhusus, vaity melskukan igas negars den bangsa dengan
mengsunakan senjala atau dengan kala lain tugas wtamanya adalsh bertempus,
bagi moereka diadakan norma-nonma alau kaidah-kaidah kKhusus. Mereka haros
twiduk wanpa reserve pada tata kelakwan yang ditentokan dengan pastd dan
nelaksanaunnya diawasi dengan Kelat.

(Meh karcna tugas wiliter schagatl inti dalam penbeloon dan pertahanan
negara. maka diperiukan pemeliharsan ketertiban daa disiplin vang tingg dalam
organisasinya, sehingea  seolah-olal merupakan kelomok tersendint untuk
mencapal atay melaksanakan tugas pokoknya. Untuk diperlukan suatu hukum
yang khusus dan peradilan lersendiri yang terpisah darl peradilan smum, yaitu
hukum militer dan peradilan militer >

Peradilan Militer &1 Indonesia merupakan pelaksanaan dart kekuasaan
kehakiman scbapaimana diamanatkan Undang-Undong Dasar 1945 dan UU
Nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 UU
Kekuvasaan Kehakiman mengamanatkan adanya empat lingkungan peradilan yaitu,
penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang ada dibawabnya dalam lingkongan peradilan umum,

H Moch, Faisal Salam, Hukum doare Pidana Militer Di Indonesia, Cet. 2, (Bandung:
Mandar Maju, 2002}, hal. 14
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lingkungan peradilun apama. Hegkuogan peradifan milier dan hagkungan
peradifan tate usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstiusy,

Kutika merdekae bangsa indonesw belum membentuk badan peraditan
telapi guna menghindarkan dari kekosongan hukuim mnka Undang-Undung Dasar
Tahun 1943 memual Aturan Peralihan dalam pasal 11 vang mevatahan bahwa
“hegala Badan Negura dan Perotwan vang ada masily boerlaku sclama belun
diadakan  yang bare mentrut Vndang-U ndang Dasar o™,

Rancungan Uindang-1iadung (RULY 1ontang Porubaban wrhadap Undang-
Lindang Nomor 3 Tshun 1997 wentang Peradiian Militer, 1elal dibahas olch
Dewan Perwakilan Rakyal dengan Penseriniah dalam kuran woklu antara bulan
Jupi 2008 sampal dengan Seplember 2006, Sampai saal penelidian ini dibvat RUU
tersebut belum dibahas lagi.  Dalam pembahasun ersebut muneul perdebatan
tenfang Kowenangan dari Peradilan Militer schagaimans yang dianmanatkan dalam
pasal &8 avat {2} Undang-Undang Nomwor 34 Tahun 2004 iontang Tentars
Nasional Indonesia vang mengatur | "Prajurit tunduk kepada kekuasasn Peradilan
Militer dalains hal pelanggaran hokum pidans militer dan tunduk pada kekuvasaan
peradifan uvmum yang diatur dengan undang.undang™,

Terjadi perlentangan pendapai. Fraksi Getongan Karva, Fraksi Bintang
Pelopor Reformasi dan Fraks: Damai Sejahiera berargumentasi babwa Peradilan
Militer hanya untuk pelanggaran pidanag militer. TN! sebagai warga Negara
Indonesia schagaunana warga negara lawnya, memiliki kedudukan vang sama di
depan hukum dan wajib menjunjung hukum. Dalam sebuah negara yang
demokratis harus ada supremasi sipil, Qleh karena itu pelanggaran pidana wnum
yang dilakukan oleh personil miltter harus (unduk kepada kewenangan dan
otoritas sipil.>”

Sementara Permerintah dalam hal ini Departemen Perishanan menghendak:
agar Peradilan Militer berwenang mengadili pelanggaran pidana dengan melibat
status dari pefaku kejabatan mendasarkan pada sistem vang selama ini berlaku di
Indonesia. Tiap warga negara karena kedudukannya mempunyal hak, kewajiban

dan penundukan sesuai kedudukannva yang diberikan oleh hukum. Pada posisi

¥ pundapat Fraksi-Fraksi, Dibacakan Pada Rapat Paripurma DPFR RI, Jakarta, 21 Juni
2005.
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int, wargs negara lertenty dibanding dengan lainnya tidak sama. seperti adunya
hak kekebalan, hak protokoler, hak atas gaji dan “fake home pay™ yang berbeda.
dan begilu pula kewapben bukum sesual dengan angpungiawabnya, scria
penindulen pida hokem. Mengenal yang disehur belukanpan in kuronu
hedudukanma vang dibertkan oleh bukum. anggeta TNI barus dibedakun dengan
warga negara lain, di mana haros uaduk kepada KUHP Militer vang mana wargs
negara vang Jain karena hukum juga tdak tunduk pada KUHP Mititer.™ Terdepas
dart  adanye perrenfangan pendupat terschut. eriehily dabula dibahas mengenm

sejarsth Poradilan Milter di ndonesia,

[ O]
b

Permtilan Militer Pada Masa Penjajahan

Peradilan Mililer pada masa penjajahan Belanda di {ndonesia,
merupakan peradilan kKhosus untuk para anggota militer 1iindia Belanda.
baik anygota Koninkljjke Nederlandsch-indisch Leger (KNIL) maupun
anagota Koninklifke Marise in Nederlandsch-Inddie, tanpa memandang asal
colongannya.’’ Peradilan Miltter pada masa 1lindia Belanda terdini atas
Krijesraud, Zeckrfjgsraad dan Hoog Milisair Gerechishof>®

Terdagat tiga Krijgsrand 41 seturuh wilayah Hindia Belanda, yaitu
vang berkedudukan di Cimahi, Makasar dan Padang. Krijgsraad berfingst
mengadili dalam tingkat pertama angoota mililer yang berpangkat Kapien
ke bawah. Zegirifpyromd herkedodukan di atas kapal perang dan bertogas
mengadili dalam fingkat perfama aoggots militer Angkatan Laut yang
berpangkat Kapten ke bawah, Sedangkan Hoog Militghr Gerechusho!
berkedudukan di Tbu kola Hisdia Belanda yakni Batavia dan berfugas

memeriksa  pormobonan banding  perkara  dard Zeelrigisraad dan

" Jawaban Pemerintah Atas Pendapat Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap Rapcangan
Uadang-Undang Tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, Jakarta, 20 September 2006,

M Koerniatimanto Soctoprawiro, Pemerintahan dan Peradilan Indonesia (Asal-Usul dan
Perkembangannya), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 19943, kilim 112,

* thid, nim. 113
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Krijgsraad serta merupakan pengadilan pada fingkat pertama dan terak hir
bagi anggota militer yang berpangkat Mayor ke atas. ™

Padu masa pendudukon Batmentara Jepang pada tangeal 2 Marg
1942, berdusarkan Osergr CGonred Nomor 2 Tuhun 19420 pemerintahan
pendudukan Jopung moembeniuk Guaritzkoiel (peradilan mililer) vatuk
mengadill perkara-perhara pelavegaran ondang-undane mibeer Jepang.
Penpadilun  miltler jui borisgas mengadiB porbuatim-perbuatan yang
bersifot monganggu, menghalang-halungt dan melavan balstentura Jepang
dengan pidana terberat hukwmnos mai. ™

Mampok bahwa pada zaman pendudukan Belanda, iclah ada
keterlibatan Kalangan sipld dolom peradilan militer, Namun Reterlibatan
icrsebut bukan unfuk miemags transparasi jalannya proses persidangan,
melainkan karena belum adanya tenuga vang berkeahlian hukum dalam

tubuh mititer pada saat ita.

Peraditan Milifer Setelah Prokiamasi Kemerdekaan

Setelaly Proklamasi Kemerdekaan, pada wngsal 5 Oktober 1943
Angkatan Perang Rl dibeaiuk tanps ditkuti pembentukan Peradilan
Militer. Peradilan Milifer baru dibentuk setelah dikeluarkannva LU
Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pernturan Pengadilan Tentora disamping
Peneadifan biasa. pada tanggal § funi 1946, kurang Icbih delapan bulan
setelah lahimya Angkatan Berscnjata RI. Bersamaan dengen it pula
dikeluarkan UU Momor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana Guna
Peradilan Tentara. ) Dengan dikelvarkannya kedva undang-undang di atas,
maka peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman
sebelum proklamasi, secara formil dan materiil tidak diberlukukan lagi.

Dalam pasal 1 UL Nomor 7 Tahun 1946 Peradilan Tentara dibagi
menjadi dea Hngkat, vaitu ;

¥ 1hid tim, 113-114,
¥ Saegirt, Opeit, bire. 49
* Ibid, hal. 53
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1. Mahkamah Tentara. merupakan pengadilan tingkat perlama vang
berwenang  mengadili  perkara  dengan  (ersangka  scorang  prajuril
berpangkat Kapten ke bawah.
Ry Mahkamah Fenara Tinggi, merupakan pengadilan pada tingkat
pertama dan terakhic untuk perkara yang terdakwanya screndah-rendabnya
berpangkat Mayor dan seorang vang jika dituntit di pengadilan biasa
diputus oleh Pengadilan Tingei atau Mahkamah Agung.

vada paszal 2 Undang-Uindang Nomor 7 Tabhun 1946 ditlegaskan
bahwa Peradilan Tentara berwenang mengadifi perkara pidana vang
merupakan kejahalan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :
1. Pragurit Tentara (Angkatan darat). Angkatan Laut dan Angkatan

Udara Republik Indonesia.

2. Orang vang oleh Presiden dengan PP ditetapkan sama dengan
Prajuril.
3. Orang yang udak termasuk golongan | dan 2 tetapi berhubungan

dengan kepentingan ketenlaraan. harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

Sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, Pengadilan
Tentara pada sual itu mempunyai kewenangan yang lebih luas dari
Pengadilan Militer saal ini, antara lain diberi wewenang untuk mengadili
siapapun juga (termasuk kalangan sipil), bila kejahatan yang dilakukan
termasuk dalam titel I dan II buku IT KUHP.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946
lentang Hukum acara pidana guna peradilan tentara, saat negara
dinyatakan dalam keadaan bahaya, penyidikan ferhadap militer yang
metakukan tindak pidana dan pelanggaran dilakukan oleh :*

1. Kepala Pasukan Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut RI
dan Angkatan Udara RI yang berpangkat Opsir (Perwira) serta opsir-opsir
bawahan (Bintara) terhadap anak buahnya masing-masing.

2. Pemimpin pasukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sub b

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946.

2 Ibid, hal. 55
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3 Anggow-anggota Kepolisian Tentara yang diangkat seoura syah
untuk dacrahnya masing-masing.

Penuniutan  dilekokan oleh scorang  Juksu fontarg sudanghan
pemeribsaan pada sidang pengudilan dilakukan oleh para hakio perndilan
aoum yang didampingi oleh scorang [akim Opsir (Perecia 3.

Disamping Mabkamah Temara dan Mahkamah Tentara Tinggi.
schagai  akibat  dari  peperangan  yang terus  borlangsung  sang
mengakibatkan putusnyva hubangan antar daerah. Dalam masa ahwun 1948
diadakan puly Peradilan Milker Kbhusus. vang meliputi © Mabkasmah
Teatwa Luar Biasa (PP Nomor 5 Tahun 19463 Mahkamaly Temara
Sementara (PP Nomer 22 Tahun 1947) dan Mahkamal Temara Duerah
Terpencil (PP Nomor 23 Tahon 1947) Pada tshum 1948 dikelusrban
Poraturan Pemeriptah Nomwor 37 Tabun 1948 yang mengubab sisiom
pevadilan dua tingkat vang diatue sebelumnya menyadi tga tngkat dengan
menambah lembaga Mabkamah Tentara Agung.

Dalam pasal 30 PP tersebul di atas. Mahkamash Testura Agung
memiliki kewenangan pade Ungkat pertama dan terakhir memeriksa dan
memutus  perkara kejahatan dan pelangparan yang  dilakukan oleh
Panglima DBesar. Kastal Angkatan Perang, Kastaf Angkatan Darat, Laus,
Udara. Panglima Tentara Teritorium Sumatera. Komandan Teritorium
Jawa, Komandan Tertlorium Sumatcra, Panglima Kesatuan Rescrve
Urmum, Kastal' Pertahanan Jawa Tengah dan Kastaf Perfahanan Jawa
Timur.

Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda melakukan
agresinya yang kedua terhadap Negara R Aksi tersebut wiengakibatkan
jatuhoya kota tempat kedudukan badan-badan peradilan ke tangan
Belanda. Mengingat kondisi ini, maka dikeluarkan peraturan darurat tabun
1949 Nomor 48/MBKD/M9 yang mengatur Peradilan Pemerintahan Mililer
untuk selurub pulay Jawa-Madura agar Peradilan Militer tetap berfungst,

Peraturan darurat tersebut hanva berjalen selama kurang lolsh

gnam bulan, kemudian pada tanggal 12 Juli 1949 Menteri Kehakiman Rl

9 Ibid, bal. 67
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mencabut Bab 11 peraturan tersebut. Kemudian pada wnggal 25 Desember
1949 dengan Perpu Mo, 36 Tahun 1949 mencabut selurvhnya owterd
peraturan darurat No, J6MBKI/49 dan awran yang borlak sehelumnya
dinvisokan tduk berlaha hugt,

Melihat watn i aws, di dadam ot Tormil, perpdilan militer
ladonosia sudah ada sejak whun 1946, Tetapi tenaga pelaksanuanaya
adalah katangan sipil, dimana Kelee dan Wakid Ketua Pengadilan Neger
merangkap sebagal Ketua don Wakil Ketua Peradilan Militer,

Pada wngeal § luli 1939 Presiden RI mengefuarkan dekrin vang
meavatakan pembubaran koostituante dan berlakunya kermbali ULD 1945,
LU No 3 Tabum 1950 sejak dikeluarkannya dekrit tetap berlaku, tetapr
porkembangan selanjuniya meayebabkan penerapannve berbeda dengan
poriode sehelum dekrit 3 Jub) 1939, Hal i kavena muakin disadari bahwa
kehidupan militer memiliki corak kehidupan Khusus, disiplin ontara vang
hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara itu sendiri. Karena ity dirasa
perfunya fungsi peradilay diselenguarakan ofeh anggota mititer.™

Pada anggat 30 Oktober 1965 diundangkan Penctapan Presiden
Mg, 22 ‘Tabup 19635, watany perubzhan day tambshan beberspa pasal
datam UU No. 5 Tahun 1930. Perubshan-perubahan terscbut adalsh
mengenal  pengangkatan  pejabat-pejabal utama  pada badan-badan
peradilan mititer. ™

Berdasarkan ketenluan tentang pengangkatan tersebut, maoka Ketua
Pengadilan Tentara dan Pengadilan Tentara Tinggl, yang menurut
ketertuan  lama, karens jobamnnya dijabat oleh Ketvs Pengadilan
Negeri/Kotua Pengadilan Tingel. sekarang dijabat oleh kalangan militer
sendiri, Perubahan tersebut berlaku pula pada panitera.™

Penviaparn ienaga ini telab dilakukan sejsk tahun 1952 dengan

mendirikan dan mendidik para perwira pads akademi hukum milter.

* Moch. Faisal Salam, op. eir., hal. 11
 thid
“ bid, hat. 12
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Tatun 1957 angkatan pertema telah Julus kemuodian melanjutkan Ke
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas indonesia.

Tabun 1961 merupakan awal  pelaksansan  peradilan  mitiier
diselenggarakon oleh para perwira ablésarans bukum, sesua dongan
instrukss Muohkamah Agung Moo 2292A71961 bahes ooudal September
16961 Hakim Militer sudah harss muolal momimpin sidang pengadilun
wrtars, demikian halnya dengan Kejaksaan, Perkembangan tersebut di
atas menanda dimulainya babak baru dalan penvelenggaraan Pecadilan
Militer. ™

Dalam perkembangan peradilan miller pernah pula ditctapkan
pembentukan peradilan militer pada masing-nasing angkatan.  Ketentuan
ini diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 PNPS Tahun
1963, Berdasarkan ketentuan lersebul, maka angeola dant sualu angkatan
diperiksa dan diadiii oleh Hakim. Jaksa dari anghatan bersangkuan, ™

Dengan demikian peradilan delam lingkungan Peradilan Militer
dalum pelaksanaannya terdmi alas

a, Peradifan Militer uniak Lingkungan Angkatan Udara.

b. Peradilan Militer untok Lingkungan Angkatan Laut.
e Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Udara.
d. Peradilan Militer Untuk Lingkungan Angkalan Kepolisian.

Peraditan inl terus berlangsung hingga selelah 11 Maret 1906,
babkan peradilan di lingkungan angkatan Kepolisian baru dimalat pada
tahu 1966, sedangkan pelaksanann peradilan mihiter di dalam lingRkungan
masing-masing angkatan seperti yang ada schelumnya tetap beriaku
hinggs awal 19739

Pada Tahun 1970 lahirlah UL No. 14 Tahun 1970 menggantikan
U Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini mendorong proses integrasi

 thid.

* thid hal 13
® thid hal. 13
® thid, hal. 16
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peradilan i hingkungan  milier,  Baro kemudian  berubah kelika
dikeluarkan berturut-turut -

1. Keputusan  Bersama Menleri Rehakiman dan Monten
Pertahanand/Pangab  pads  woggel 100 Ielt 1972 Noo LS54 1014-
SKEBRAMO8/ VI,

h. Reputusan Bersama Menten hebokiman dan Menwre Portabanan
Keamanun pada tangeal 19 Maret 1973 Noo KEPBAGIHINGTS -
1581819, wentang perubaban mama. wwmpn Sedudukan, daerads hukam,
suridiksi serty kedudukun orgamsatorts penvadibuy wntan dan kejaksan
tentara.

Sesuai dengan ketentuan i aas. Peradilan Miliee diselonggorakan
oleh badan peradilan miliier vang bevada di bawah depatemen portabanan
dan keamanan, Kemudian berdasarkon Keputusan Besama Menien
Kehakiman dan Memtert Pertiahanan Keamanan Mo, KEPRAGIADTS -
3. S 8718718, maka nama peradilan ketemarasn divubah, Dengan demikian,
maka kekuasaan kehakiman dalam peraditan militer dilakukan oleh ™

a. Mahkamah Milver (MAHMIL)Y

b. Mahkamah Militer Tiggt (MAHMILTD

<. Mahkamah Militer Agung (MAHMILOGURG)

Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-Undang No, 20 Tabun 1982
tentang ketenmuan pokok pertahanan Keansanan negara BRI yang Kemudion
diubah dengan Undang-Undang No.t Tahuo 1988, Undang-Undang ini
makin memperkuat dasay hukvn keberadaan peradilan miliier. Pada salah
satu point pasabnya dikatakan bmbhwa angkatan berseniata mempunyai
peradilan tersendiri dan komuandan-komandan mempunvai wewenang
penyeraban perkara. Hingga (abun 1997 ddak ade perubaban vang

signifikan dalao: pelaksanaan peradilan milhter di Indonesia.

3 Ihid
*2 Ibid, hal. 17
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2.4.

K}

Peradilan Militer Pada Masa Reformasi.

241, Peradilan Militer Berdasarkan Undang-Undang  No. 31 Tahun
{997,

Dengan terbitnva undang-undang ini. maka semua  peraturan.
undang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum
acaranya  dinvatekan tidak berlaku lagi. Undang-Undang in1 selain
mengatur  entang susunan dan  kekwasaan pengadilan serta oditurat
(kejaksaan) di lingkungan Peradilan Militer juga memuat hukum acara
pidana militer. Hal yang paling baru yang belum pernah diatur
sebelumnya adalah masalah  sengketa Tata Usaha ADBR! dan
menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari :

a. Pengadilan Militcr

b. Pengadilan Militer Tinggi

C. Pengadilan Militer Utama

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Kekuasaan Pengadilan Militer. Pcngadilan Militer Tinggt dan
Pengadilan Militer Utama hampir sama denpan kekuasaan pengadilan
sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, hanya ditambahkan
dengan sengkcta tata usaha dan menggabungkan ganti rugi.

Sedangkan Pengadilan Militer Utama, sebelumnya Mahkamah
Militer Agung dengan kekuasaan hampir sama, hanya ditambahkan
kekuasaan uniuk memutus perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah
Perkara dan Oditur berkaitan dengan diajukannya perkara ke pengadilan.

Sedangkan Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan
memeriksa dan oleh prajurit (militer) di daerah pertempuran serta bersifat
mobile mengikuti gerakan pasukan, berkedudukan serta berdaerah hukum
di daerah pertempuran (pasal 45 dan pasal 46 UU Peradilan Militer).

Undang-Undang Nomeor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
selain mengatur susunan, organisasi peradilan juga mengatur hukum

acaranva. Hukum acara yang diatur dalam undang-undang imi hampir
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sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana dengan berbagai  kekhususan. seperti hewenanpan
Komandan (Alasan vany Berhak  Menghukum/Ankum)  melakukan
penyidikan, penahanan serta peran Perwira Penyerah Perhara dalam
penyverahan perkara (pasal 64 sampai dengan pasal 151 Undange-tindang
Peradilan Militer).

2.4.2. Pemisahan Polri dari TN

Berdasarkan ketetapan MPR Rl Nomor VIMPR2200G (entang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia seria Ketctapan MPR RE Nomor VIIIMPR/2000 tentang Peran
Tentara Nastonal Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
maka mulai tanggal 1 Juli 2000, Polri dan TNI dinyatakan sebagai suatu
kelembagaan yang terpisab dengan kedudukan vang setara.

Seian_iuthya berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 89 Tuhun
2000 ranggal 1 Juli 2000. kedudukan Polri ditetapkan berada langsung di
bawah Presiden dan bertanggung jawab Kkepada Presiden Rl vang
kemudian dikuvatkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000.
khususnya pasal 7 ayat (2).

Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 29
ayat (1) Anggola Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada
kekuasaan Peradilan Umum. Kelentuan peralihan pasal 43 (h) mengatur
bahwa (indak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Nepara
Republik Indonesia yang belum diperiksa baik ditingkat penyidikan
maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

Berkaitan dengan peradilan mana yang memeriksa dan memnutus
tindak pidana yang dilakukan anggota militer. pasal 65 ayat (2) mengatur
bahwa Prajurit TNI {militer) tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer
dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan
peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ketentuan

ini membawa perubahan yang mendasar, sebab Undang-Undang Nomor
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31 Tahan 1997 tentang Peradilan Militer  Pasal 9 mengatur tentang
kompetenst Peradilan Mititer mengadili indak pidana yang dilakukan
oleh pubter. dan orang-orang yang ditentkan oleh Perundang-undangan
mnduk kepads Peradiln Militer {dulam bhal koscksitas). Dalam arti
Peradilun Miliwer sampud saat Ini mengadihi dun memenksa berdasarkan
pada pelaku tindak pidans.”™

Perkesmbumgan selanjuluve gons mewdjudkan kebuosaan
kehakimun yang mdependen. berbagai pihak termiama Hakim meyaking
periuiya mensherlakukan  sistem s@u atap o rogf suwiem) bagi
kekuasaan kehakiman di Indosesia.™ Satu atap dalam arti suatu sistem
yase  menvalukan Rewenangan  pembivass  tekais o vudisial | dan
kewemangan pengelolaan aspek orpanisasi, administrasi dan {inansial
peradilan. berada i Mahkamah Agung R, lepas dari compur tangan
pemeriitah (Mabes TNE) untek peradilan Mititer.

wesual pasal 42 ayal (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang  Kekoasaan  Kehakiman, mengatur.  pengalihan  organisasi.
adminisirasi, dan finansia! dulam lingkungan peradilan militer tanggal 30
luni 2004, Kelentuan 1mi tidsk dapat dilaksanakan tepat wakin
sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun
2004 wnggal 9 Jull 2004 namun peagalihan berlaku sejak 30 Juni 2004
vide pasal 2 avat {1}, bahkan sccars fisik penyerahan baru terjadi pada
tanggal ! September 2004.%  Akibat yuridis dari peralihan tersebut,
sermug pegawsl negerd sipl! i lingkungan Peradilan Militer beralih
menjadi  Pegawa Negeri  Sipll Mahkameh Agong, khusus untuk
pembinaan persontl militer sesual dengan peraturan yang mengatur

tentang personil militer,

? Heru Cahyono, op. ¢it., hal, 6
¥ Departeroen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Laporan Akhir Penghajian Hukum Reformasi Lembuga Peradilan 2006, hal. 83
5% fbid, hlm, 84
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Peagertian Hukom Pidana Umum

Hukum pidana umum dalwm anian ini adalah hukem pidana vany
berfaku bags masvarakat umun secara keschuruban, Hokum pidana
denukian mencakup
a. perintah dun darangan sang atas pelanggarsn wrhadapnya ofeh
organ-organ vang dinyatakan berwenany olch wdany-undang dikaitkan
{ancamiun} pidana. nonmua-norma vang harys ditiaatr oleb slapapun juga:

h. ketenwoan-kelentuan  yang mcnelapkan sarang-sarana  aps vang
dapat didayagunakan schagai reakst rerbadap pelanggaran nosma-norma
itu, hukoum penitensier atau lebih tuas, hukam entang sanksi:

C. atprar-aiuran vapg secara lemporal atuu dalam jngka wakw
tertentu menctapkan batas ruang lingkup keda dari norma-norma, ™

Disamping  menjamin ketertiban  dengan memuat  larangan
terhadap perbuaian terieniu dan ancamsn hokuman ates pelanggaran

tersebi juga menjamin bak gsasi setiap orang (manusia). dan hukum
pidena inl dibagl monjadi dia, yaiiu hukum pidana materiil dan bukum
pidana formil.™’

Hukom pidana  matenil merupakas  peraturan  bukum  yang
mengandung larangan dan periniah atau  kebarusan yang  terhadap
pelanggamya diancam dengan pidana, sebagaimang terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidena vang
digtur diluar KUHP.  Dalam komieks hukum pidana materdil,
pernasalaban akan berkisar pads tiga pormasalabian pokok hukum
pidena, vakni perumuvsan perbuatan yang dilarang (friminalisasiy,
pertanggungjawaban pidana (kesalaban) dan sanks: yang disncamkan,
baik pidana maupun tindakar. >

% Jan Remelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari
Kital Undung-Undang Hukum Pidana Belonda dan Padontanaya Dalan Kitah Undang-
tindmmg Hidawr Pidena Indonesix, diterjemahkan oleh Frigtami Pascal Moeliono.
{Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003}, hal. 1.
> A. Zainal Abidin Farid, Hukum Piduna 1, Cet. 1, (Jakerta : Sioar Grafika,
1995}, hat, 2
* Muladi, op. iz, hal, 50,
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Sedangkan  hukum pidana fonml alap hukom  acara pidana
(KUMAP). secara gingkat dapat dirumuskan scbagai bukum yang
menetapkan cars negara nicmpergunakan huknya watuk welaksanakan

< =4,
pidana,™

Hulium Pidana Militer

Hukum pidang militer adalah keteotuan bhukumy vang mengatur
seorang  militer  temany  lindakan-lindakan wana yang  mwerupakan
pohangyaran atau Kejahman ataw merupakan larangan atau keharusan
dun diberikan ancaman berupa sunkst pidana terbwdap pelanguarnya.
Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang berlaka bagl sehuruh
warga negara, melamkan hanys mengatur tentang pelasggaran atau
kejahatwy vang  dilakukan oleh prajurit TNI atew vang menunt
ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit TNL

Dalam penerapsanya hukum pidana maliter dipisabkan menjad:
KATHPM scbagal hukwn materainya dan bukum acara piduna nualiter
sebagaimana diatur dalain ULl Nomeor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer sebapai hukum formal. Terhadap suatu perbuatan yang
merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang
dilakukan oleh Prajurii TNI atau vang dipersamakan dengan prajurit
TNI, maka berdasarkan keientuan hukum pidana militer harus diproses
welalui pengaditan militer,

Sebagaimana haloya Hukum Pidana Urwm, proses penyelesatan
perkara pidana militer ferbagt atas beberapa tahapan yang melipuin
tahap penyidikan, pepunfutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan
berakhir dengan proses cksekusi.  Adanya tahapan-tahapan fersebut
terkait pula dengan pembagian tugas dan fungst dart berbagai institusi
dan satuan penggak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan
kewenangannya adalah sebagai berikut -

a. Komandan Satuan selaku Ankum {Alasan Yang Berhak
Menghukum} dan atau Papera (Perwira Penyerah Perkara).

* A, Zainal Abidin Farid, op. cit.. bal, 4
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b, Polisi Militer sebagai ponyidik

¢, Oditar Militer selake penyidik, penumiut umum dan eksekutor,

d.  Hukum militer di Pengadilan Militer yang mengadii. mernerikss
dan memutus perkarg pidana yang ditakukan oleh Prajurit TND atau
vang dipersamakan sehagal prajurit TN menurst

UL

Sehagai warga Negara Republik Indencsia. setiap anggota projurit
Juga schagai anggota masvarakat blasa dan bukan werupakan warga
kelas tersendint, Namun demikian karena Prajurit Tentara Nastonal
Indonesia mempunyai  tugas dan  kewajiban  sebagal inti  dalam
perbrinan dan pertahanan negara, maka diperuban soaw pemeblaraan
ketertiban vang lebih disiplin dalam organisasinva. schingga seolah-olah
merupaken kelompok (ersendivi untuk wicncapai ataw mclaksanukon
fwuan fueasnya vang pokok, untuk itn diperiukan suatu hukum vang
khusus dan peradilan iersendiri yang terpisah dari peradilan wmum .
koekhususan  itu adalah, bahwa masyarakat  militer  itn adalah
peagkhususan dagi masyarakat umum.

Sebenarnya sanksi yang diberikan dalam pengadilan militer lebib
berat dibandingkan pengadtian sipil mengingat ada sanksi tambahan
yvang dijatubkan kepada prajurit yang melanggar tindak pidana umum.
Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya
vang khas dalam struktur Keneparaan. Sebagal tulang punggung
pertshanan negara, institust militer dituntot untuk dapat menjamin
digiplin dan kesiapan prajurimya dalam menghadapi segala bentuk
ancarnan ferhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir
semua institusi militer di selurub negara memiliki mekanisme peradilan
tersendiri dan khusus yang dikenal dengan peradilan militer.

Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam UU No. 31 hun
1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU tersebut, diatur beberapa hal

® pidato Panglima TNI Pada Upacara Hari Ulang Tabun TNI Ke-63, Jakarta, 5
Ciktober 2008
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kH

mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi
peradilan militer, hukurn acara peradilan militer dan acara koncksitas,

seria hukum ats usaha militer.

Perbedans Hukum Pidana Umuwm dan Hukoam Pidana Militer

Menurat Profl Sudarto. hukum pidanz dapat dibapl atas hukum
pidong wnwm dan ke pidana Kbusus {dlgemeen en bifzonder
strafiechs. dimana bokum pidana umuont memuat siurer-aturan hukuwm
pidana vang herlaky bagi setiap orang. misalnya terdapat dalam KUHP

Sedangkun bukum pidang khosus memast aturan-atgan Bukum
pidana varg menvipipang dam hukum pidana umum, tlah mengenai
golongan-golongan orang terenlu ataus berkenaan dengan jenis-jends
perbuatan (erienty. misalaya :

a.  Hukum pidana tentara yapg hanya berlake untak anggota tentara
atay vang dipersamakan,

b, Hukum pidana fiscal vang memuat delik-delik vang berupa
pelonggaran aturan-aturan pajak. dan sebagainya.&

Melihat penjelasan tersebut di atas, hal ind berartl bahwa hukum
pidana fentara  yang terdapat di  dalam  KUHPM  merupskan
penyimpangan darl KUHP. sehingga dikatakan sebagai hukum khusus
dengan melihat orangnya tanpz melihat apa jenis tindak pidana yang
dilakukan, schingga selama la anggota fentara atau yang dipersamakan
dengan tentara dan melakekan tindek pidana, maka s akan diadili &
pengadilan militer.

Ada beberapa alasan diperiuken peraturan-peraturan yang bersifat
khusus, antara lain vaity
a.  Ada beberapa perbuatan yang banya dapat dilakukan oleh tentara
saja bersifat ash militer dan tidak berlaku bagi emum, misalnya desersi,

menolak perindah dinas, insubordinasi dan sebagainya,

® Sudartq, Hukum Pidane Jilid 14, (Semarang - Fakuites Hukum Universitas
Diponegore, 1975 lm. 8
“ thid, tal. 8
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b. 1cberapa perhuatan vang bersifat berat sedemikian rupa. apabila
dilakukan oleh anggota tontara dalamy keadsan wortents  ancaman
hukenwin dari hukum pidana s disnggap terfalu cingan.

¢.  Jika soul-sual terschut di atas dimasukkan ke dulam KUHP akan
merribuat KUMP sukar digunakan. karena terhadap kewentan-ketentuan
ini banva wnduk schagian kecil dard anggota masyarakat, juga peradiian
ving berhak vang melaksanakan juga peradilan militer.®”

Difihat dard segl lwkum, seorang militer memibiki kedudulan yang
stwna dengan angpota masyarakat lainnya karens anggote militer bukan
merupakan warga istimewa, g bagian dari masyarakal pada umumnya.
Ilai ini berarti, bahwa sebagai warga negara diterapkan semua kelentuan
hukumt vang ada, Perbedaannyva adalah beban kewajiban vang lebih
banyak dart pada warga sipil dalam kaitannva dengan permasalzhan
nertahanan negara. walaupun pada priasipnya setiap wargs segara waib
ikul serta dalamn pembelaan negara, hanya saga kekuatan 1ol pembelaan
tersehul Jilakukan oleh anpkatan berseniata dengan cara melakukan
pertempuran  dalam  konflik  berskala internasional maupun non-
internasional {internal) dalam rangka mempertahankan kedaulatan

nepara.

Hukum Disiplin Militer

Hukom Disiplin Militer adalah serangkaian peraturan dan noma :

untuk mengatur, menepakkan dan membina disiplin atau tata kehidupan
prajurit TNT agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan
sempuraa. Dalam hukym militer dikenal adanyz hukom disiplin mititer
sania ketentuan-ketentuan lain sepertt Administrasi Prajurit ABRI atau
TNL

Prajurit TNI yang selanjutnya discbut prajuorit adaleh warga negara
yang memenubi persyaratan  vang ditentukan  dalant  peraturan
perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk

mengabdikan diri dalam usasha pembelaan negara dengan menyandang

# Moch. Faisal Salar, op. ofr. bal. 16
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senjata., rela berkerban jihwa rags. bemeran serta dalam pembangunan
nastonal dan waduk pada hukem milier.®

Disiplin Militer pada hokekainys merupakan ¢
0 Suaiuw ketastan vang difundbasi oleh kesadaran lahsy dan batin ats
penuahdian  pada aws dan bangsu serla merupakan persagudan
pengeadalian dirt sntuk tdak melmggar perintah kedingsan dan s
kehidupan prajeril,
. Sikap mentad scliap prajerit vang bermuara pada erjamisng
Kesstnan pola pikin pola sikap, das pala undeh sebagai perwajudan
nilai-nifal Sapw Marga don Swmpah Prajurit, Oleh karena ite disiphin
prajuril alau milier menjadi svaral matizk dalam kehidupan prajurit
TN dan diswupudkan dalam pewyerahan seluruh jiwa raga dalam
menjalankan tugasiiva berdgsarkan keimanan dan ketakwaan kepads
Tuhan Yang iiso serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
c.  Prajurit TNI mempunyal cird khas dalam selakukan mugasnya.
karena o disiplin milier borus moeavans dalam din setap prajurit dan
divwujudkan pada setiap tindakan nvata >

Digiplin - Militer mutlak hams ditcgakkan demi tumbuh  dan
berkembangnya TNI datam mengemban dan mengamalkan tugas yang
dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya.  Oleh karenz itu
sudall menjadi kewaliban setiap prajuril untuk mencgakkan disiplin
Upaya pencgakkan disiplin di dalam tatg kehidupan TNI memeriukan
suaty tatanan disiplin prajurit berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun
1997 vaitu Undang-Undang tentang Hukum Disipin Prajurit ABRI atau
TNL

Pelanggaran Hukum  Disiplin  Prajurit atau  Militer,  meliputs
pelanggaran hukum disiplin somd dan pelsnggaran hukam disiplin
tidak murni. Pelanggaran hokum disiplin murni merupakan setiap

perbustan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan

® UU Namor 26 Tabun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit, opeit, Bsl. |
% Anwar Saadi, “Profesianatisme Dan Kesadaran Hukum Prajurit TNLY Parriot
{Maret 2008} - 14
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perintah kedinasan atag poraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak
sesuad dengan tata ketudupan prajunt. Pelanggaran bukuns disiplin tidak
murni morupakan sctiap perbuatan yany nerapakan Gndak pidam yang
sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat disclesaikan secara hukoam
disiplin prajurit."®

PForwira dalam upaya ponecakkan disiplin militer. memegang
puranan penting dalisn keperimpiman TN karena baik buruknya TR
ditenmukan oleh koalitas porwiranya, Kepribadian perwim haras dapat
divijudkan  sebagal  figuwr prajuril yang fayak  disebut  pemitmpin
keprajuritan paripuma, Scliap perwira ditunut taoggung jawab lebih
darl bistara dan tamtama dalsn kehidupan keprajuritan, sehingga
sworany perwira diharapken moempunyai kemampuan yang lebih besar,
karena fu scorang perwira dibiod kepercayaan untuk membina disiphin
khususnvae  yvang  berkedudukan  sehagal  Atesan  Yang  Berhak
Menghukum  dengan  kewenangan menghukum  disiplin -~ yang
dikukuhkan dengan undang-undang, dalam UL Nomor 26 Tahun 1997
mengenal kewenangan Ankum ini diatur dalam pasal 10 sampai dengan
Pasal 12

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer,
Komandan selaku Ankwm adalah atasan yang oleh atau atas dasar
Undang-Undang Nomor 26 Tabun 1997 tentang Hukum Disiplin
Prajurit diberi kewenangan menjatubkan hukuman disiplin kepada
setiap Prajurit TNI vang berada di bawah wewenang komandonys
apabila Prajurit TINI terschut melakukan pelanggaran hukum disiplin
Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak
pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan
setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagal Perwira Penyerah
Perkara atan Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan

menyerabkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur

¥ UU Nemor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit, op. ofr, Psl 5
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Militer. Langkah selanjutnya saran pendapat hukum dan Odmil ataw
QOditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara
nemeriksaan dari hagii penyidikan vang dilakukan Polisi Militer.®

Peran Oditur Militer dalam proses Hukurn Pidana Militer selain
berkewaijiban menyusun berita acara pendapat kepada Papers untuk
terangnya suatu perkara pidana, juga berlindak seclaku pcjabat yang
diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umun: dan sebagai
pelaksana putusan atau penciapan Pengadilan Militer. Oditer Militer
juga dapat bertindak schaga: penyidik untuk melakukan pemeriksaan
tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer
apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima berita
acara pendapst dari Qditur Militer, selanjutnya Papera dengan
kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana
terschut diserabkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer.
Dengan diterbitkannys Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera)
tersebut, menunjukkan telab dimulainya proses pemeriksaan petkara di

Pengadilan Militer.©®

 Amwar Saadi, lfoc. Ciz,, hal. 17
S Ibid
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BAB 11

KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM BEBERAPA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peradifan Militer Berdasurkan Undang-Undang Nemor 31 Tahun

1997 Tentang Peradilan Militer,

Pelaksanaan peradifan militer berdasarkan pada Undang-undang
Nomor 317 Tahup 1997 tenlang Peradilan Milier yang  mengatur
kewenangan Peradilan Militer vaiiu ¢
A, Pasal ¥ angka § merumoeskan
Pengadilen dalany finghungan Peradilan Militer berwenang mengadili
tindlak pidana yang dilakukan oleh seseorang yvang pada waktu melakukan
tindak pidana adalab :
ay  Prajurit TN
b}  Yang berdssarkan undang-undang dipersamakan atau dianggap
sebagat prajunl berdasarkan undang-undang,
¢} Seorang vang tidak masuk golongan pada horuf a, huruf b dan
buruf © tetapi atas keputussn panglima dengan persetujusn Mentert
Kehakiman harus diadih oich suatu pengedilan dalam  lingkungan
peradifan militer.

b. Pasal 198 ayat (1} yang menyatakan :

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tormasuk
vustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan wmum diperiksa
dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan wimuoum kecuali
apabila menurat keputussn Menteri Kehakiman perkara itu harus

dipertksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
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311 Struktur Peradilan Militer

Pada Tahun 1997 diundangkan () No. 31 Tahun 1997 ientang
peradilan militer. Undang-ondang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya
pembarvan  aturan peradilan militer, mengingat aturan  scbelumnya
dipandany tidak sesusi {agi dengan jiwa dan semangal Undang-Undang
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang

terdirt atas |

a. Pengadilan Militer

b, Peradilan Militer Tinggs

¢.  Pengadilan Militer Utama

4. Pengadilan Militer Perternpuran,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka
Undang-Undang Momor 5 Tahun 1950 fentang susunan dan kekuasaan
pengadilan/kejoksaan  dalam  lingkuogan  peradilan  ketentarsan,
sebagaimana telah divbsh dengan UU. No. 22 PNPS Tahun 1965
dinyatakan tidak berlaku lagl. Demikian halnya dengan Ul No. 6 Tahun
1950 tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, scbagaimana
telab diubah dengan UU Ne 1 st Tabun 1958 dinyatakan tidak berlaku
lagi.

3.1.2. Penyidikan

Hukum Pidana dalam arti Juas mencakup Hukum Pidana materil
dan Hukum Pidana Formil, Menurut 8.R. Siantord, hukum pidana materiil
berisikan tingkah laku yang diancam dengan ‘pidana, siapa yang dapat
dipidana dan berbagai macam hukuman pidana yang depat dijatubkan, ©

Sedangkan hukum pidana formil, atau sering juga disebut sebagai
hukum acara pidana, mengatur bagaimana aparat penegak hukum dan
keadilan  melaksanakan ketentvan hukom pidana materl Jika ada

¥ SR. Slanturd, Azas-dzas Hukum Pidana Di Indonesia dan Pensraparmya,
{Jakaria ; Alumni AEM-PTHEM, 19863, hal. 12,

Universitas Indonesgia
Tinjauan Yuridis..., Peni Saptaning Putri, FH Ul, 2009



44

persangkaan bahwa hukum pidana wmatenil dilanggar, maka mulailah
hukum pidana formil bergerak. Aparat penegak hukum, yang dalam hal
ini penyidik, akan melaksanakan penyidikan sebagai usaha untuk mencari
dan menemukan bukti-bukti, agar tindakan melanggar hukum pidana
miateril itu menjadi jelas dan untuk menemukan tersangka pelakunya.”

Ketentuan di atas juga beriaku i dalam lingkungan Milier.
Apabile seorang anggota militer melakukan pelanggaran hukum pidana,
baik itu tindak pidana vang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidanas Militer, maka
Hukum Acara Pidana Militer akan bekerja.””

Aperat Megara vang diberi kewepangan untuk melakukan
penyidikan terhadap seorang angpota militer sesum pasal 69 ayat (2)
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah atasan yang berhak
menghukum, polisi militer terfentu dan oditur yang diberi wewenang
khusus oleh Bndatigmadazzg nomor 31 Tahun 1997.7

Atasan Yang Berhak Menghukum adalabh  atasan langsusg
tersangka yang memiliki kewenangan uniok menjatubkan hokuman
disiplin terhadap tersangka berdasarkan Undang-Undang Nemor 31
Tahun 1997 dan memiliki kewenangan untuk memerintabkan suate
penyidikan terhadap pelanggaran hukum pidana oleh scorang anggota
mliter.”

Kewenangan seseorang sebagal Atasan Yang Berhak Menghukum
ditentukan secara limitatif dalam ketentuan penundang-undangan mavpun
ketentuan dinas TNI. Dengan demikian tidak setiap atasan langsung
merupakan Atasan Yang Berhak Menghukum,  Sesual Swrat Keputusan
Panglima TNI adalah Afasan Yang Berhak Menghokom tertinggi &
hingkungan TNI, Kepala Staf masing-masing angkatan  adalah atasan
yang berhak menghukum fertinggt bagt masing-masing  angkatan.

™ Anwar Saadi, foc. Cit, het 18,
* ibid
= thid

™ Ihid
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Sedangkan para Komandan Satuan adalah  Atasan yang  berhak
menghukum bagi anggota yang berada dr bawah komandonya.”

Di dalam prakiek secara teknis vang melakukan serangkatan
tindakan penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan
Jpenyitaan, pemeriksaan saksi dan bukti lain, yakni aparat Polisi Militer.
Serangkatan tindakan fersebut dilakukan oleh Polisi Militer berdasarkan
kekuatan suatu Perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum.”
Dengai  demikian, dapat dikatakan bahwa walaupun pelaksanaan
penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer, tetapi pengawasan terhadap
serangkaian tindakan penyidikan itu melekat pada Atasan Yang Berhak
Menghukum.

Pada saat melakukan penangkapan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer
mensyaratkan adanya Surat Perintsh Penangkapan dar Atasan Yang
Berhak Menghukum, terkecualt pada delik tertangkap tangan. Dalam hal
terjadi peristiwa tertangkap tangan, penangkapan terhadap tersangka
dapat dilakukan tanpa suatu surat perintah dari atasan yang berhak
menghukum, fetapi segera setelah penangkapan dilakukan, maka
tersangka harus segera diserahkan kepada penvidik dan sesegera mungkin
dilakukan pelaporan terhadap Atazan Yang berhak Menghukum,

Menyimak ketentuan-ketentuan  tersebut, maka  wewenang
penangkapan pada dasamya ada pada Atasan yang Berhak Menghukum. ™
Keterltbatan Atasan Tersangka dalam hal penchasan juga terlihat jelas,
seperti ketentuan sebapai berikut -

™ thid

* Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Surat Keputusan Kasas Tentang Buka
Pemnjuk Pelaksanaan Teontang Atasan yang Berhak Menghalasm DI Lingkungan TNI
Angkatan Udara, Skep Kasau Nomor ; Skep/t UHE2004, gl 11 Mare: 2004, {Jakarm
Diskuman, 2004).

* Moch, Faisal Salam, Op.C#, hal 43,

7 1hid hal, 47,

Universitas Indonesia
Tinjauan Yuridis..., Peni Saptaning Putri, FH Ul, 2009



45

1. Setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan
penahanan, sekedar untuk menyerahkan fersangka kepada yang
berwenang.

2. Setiap Perwira yang lebih Unggi pangkatnya dapat melakukan
penahanan, sekedar untuk segera menyerahkannya kepada Atasan Yang
Berhak Menghukum,

3. Atasan Yang Berbak Menghukum memiliki kewenangan untuk
melakukan penahanan tethadap bawahannya yang melakukan tindak
pidana.

4, Polisi Militer dan atau Oditur Mibiter dapat melakukan penahanan
dalam hal :

a. Tersangka tertanghkap tangan,

b. Ada delegasi kekuasaan dari Perwira Penyerah Perkara (Papera)
atau Atasan Yang Berhak Menghukum.

¢. Tersangka berada di Iuar daergh hukum Papera/Ankum,

4. Tersangka adalah anggota militer vang melakukan tindak pidana
sewaktu masih akdif di dalam dinas tapt kemudian tidak diketahuoi lag
dengan jelas siapa Atasan Yang Berhak Menghukum dari tersangka.

Dalam hal penyitaan dan penggeledaban, memang tidak
disyaratkan surat perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum, Cukup
dengan surat perinizh dari Komandan afau atasan penyidik.  Namumn
demikian pelaporan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum seiclah
tindakan tersebut dilakukan merupakan suatu keharusan.

Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dalam penyidikan
perkara pidana anggots militer merupakan hal vang logis. mengingat
setiap prajurit TNI merupakan bagian dari suatu fungsi pertahanan yang
sangat peoting bagi kevtuhan Negara.  Sebelum perkama diserahkan
kepada suatu Peradilan Militer, maka perkara tersebut akan disorot ke

dalam dua segi,” yaitu :

% bl
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a. Dan segi doelmatigheidnya oleh Komandan karena Komandan
yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan kesatuannya
berdasarkan kepentingan tugas militer.

b. Dari segi rechmatipheidnya berdasarkan kepentingan hukuny untuk
mempertinbangkan apakah sualy perkars harus diadili karena felah
memenuhi syarat-syaral menurut hukum yang berlaka.

Terdapat kritikan terhadap peran atasan vang begitu besar dalam
proses peradilan anggoia militer yang melskukan tindak mdana.
Banyaknva pihak vang memiliki fungsi sebagal penyidik ditambah lagi
keberadaan Papera yang biasanya merupakan atasan langsung tersangka
memberi  kemungkinan besar masuknya  kepentingan-kepentingan
terselubung  dalam penyelesaian kasus, sehingga kondist i menjadi
penghambat proses penyelesaian kasus dan berpotensi menjadi titik awal
terjadinya inpunitas.

Rudy Satrivo Mukantario™ berpendapat ;

“Seharusuya atasan hanya berperan untuk tindak pidans militer yang
berhubungan dengan keadasn atsy situasi dalam perdempuran.  Sehingga
ia tidak berperanan di luar sifuasi tersebui.  Scbagal suato conich A
adalah seorang prajurit yang lelah melakukan suztv tindak pidam baik
umum atau militer, seharusnya iz menjalant proses hukum untuk hat
tersebul.  Akan tetapi karena A peran dan tenaganya sangat diperlukan
dalam perfempuran, misalnya karena ia sgiu-satunys vang mengetahui
posisi musuh, maka Atasan akan bertindak tidak menverahkan perkara A
ke pengadilan.”

Berbeda dengan peradilan militer, dalam proses peradilan omum,
keterlibatenn atasan tersangka dalam proses penyidikan tidsk dikenal
Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik utama adalsh Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut  mengatur bshwa dalam
melakukan fugasnya sebagal penyidik, maka pihak kepolisian tidak
memerfukan perintsh dari atasan tersangka.  Pasal 18 ayat (1)
menegaskan bahwa polisi berbak untuk kepentingan penangkapan dan

*Rudi Satrio Mukantario, Seberapa Hal Sebagai Bahan Diskusi Mengenai

Revisilll Peradilan Mititer, Rttp:ffwww pariemen.com/2009/83/1030.1tm, 30 Marse
2004,
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penahanan mengeluarkan sural penangkapan atau penghanan sendin.
Sedangkan dalam penyitaan dan penggeledahan polist melakukannya

dengan ijin dari Pengadilan Negeri, bukan atasan tersangka.

313 Penuntutan

Selesay melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan
berkas perkara kepada Oditur.  Oditur yang melakukan penuntutan
dijabnt oleh seorang Perwira Militer, Oditur segera mempelajari berkas
perkara yang ditimpahkan tersebut.  Berdasarkan pasal 124 ayat (3}
Undang-Undang Nomor 31 Tzhun 1997 Tentang Peradilan Militer
apabila dirasa ada hal-hal yang perlu dilengkapi, baik menyangkut
formal berkas perkara maupun mengenal materi penyidikan, muka
Oditur dapat melakukan pepyidiken tembahan atau mengembalikan
berkas perkara kepada penyidik agar dilengkapi.

Apabila hasil penyidikan dianggap telah lengkap, maka oditur
selanjutnya membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada
Perwira Penyerah Perkara. Perwira Penyerah Perkara adalah perwira
yang berdasarkan Undasg-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang
Peradilan Militer dan peraturan lain di hawahnys mempunyal wewenang
untuk menentukan suatm perkara pidans yang dilakukan oleh prajurit
militer yang berada di bawah komandonys untuk diserahkan kepada atau
disclesaikan di lvar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.®
Isi dari suatu pendapat hukum oditur kepada Perwira Penyerah Perkara
berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
dapat meliputi permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan,

*Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer, Perwirg Penyerah Perkara terdiri atas @ Panglima TN beserta para Kepala
Staf Angkatan (TN AD, TNI AU dan TNI AL).  Para Kepala Stafl selanjuraya
membuat aturan di dalam lingkungan tugay rasing-masiog yang bersifas menunjuk
para Komandan/Kepala Satuan bawahan masing-masing, paling rendah setingkat
dengan Komandan Komando Resort Militer (Danrem) untuk bertindak selaka Perwira
Penyerah Perkara,
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atau Perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, Perkars
ditutup demi kepentingan hukum umum atau militer, *'

Adakalanya terdapal perbedaan pendapat antara  Perwira
Penyerah Perkara dengan Oditue mengenal penvelesaran  perkara.
Misalnya Oditar berpendapat bahwa perkars memenuhi unsur pidana
sehingga pantas diselesaikan melalei Pengadilan Militer, sementara
Perwire  Penyerah  Perkars  berpendapst perkara  ferscbut  dapat
diselesaikan di luar pengadilan,  Untuk menyelesaikan perbedaan
pendapst int, maka berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 31
Tabun 1997, nasing-masing pihak barus mengajukan permasalahan
beserta alasan-alasannva kepada Pengadilan Militer Utama  untuk
diputus. Guna memutus sengkela Hu, Pengadilan Militer Utama
mendengar pendapat dari QOditur Jenders! di porsidangan,  Kemudian
dengan suatu putusan hakim dinyvatakan apakah perkara itu digiukan
atau tidak digjukan ke Pengadilan. Putusan Pengadilan Militer Utama
ini bersifat final sehingga, batk Porwira Penyerah Perkara maupun
Oditur harus mengikuti apa yang ditegaskan dalam putusan, ¥

Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahon 1997
sebagai tindak lanjut Pendapat Hukom Oditur atau Putusan Pengadilan
Militer Utama, dalam hal terdapat perbedasan, maka Perwira Penyerah
Perkara mengeluarkan®™ -

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera), apabila
perkara diselesaikan melabyi Pengadilan Militer,

2. Surat Keputusan Penyelesaian Menurut Hukum Disiplin
Prajurit (Skepkumplind apsbila perkara diselesaikan melalui Hukum
Disiplin Prajurit.

3. Surat Keputusan Perkara Ditutup Demi Kepentingan Hukum
(Skeptupra), apabila perkara ditutup demi kpentingan hukum, umum
atau militer.

U No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, op. cit., Psl. 125
2 1bid, Psl. 127
® 1bid, Psh. 126
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Dalam hal perkara disclesaikan melalui Pengadilan Militer,
setelal menerima Surat Keputusan Penyershan Perkara (Skeppera)
dart Perwira Penyerah Perkara, Qditur segera melimpshkan berkas
purkara kepada Pengadilan militer yang  berwenang disertar dengan
suatu Surat Dakwaan yang memual separa lengkap, cermat dan jelas
identitas terdakwa dan uraian fakia (Unsur-unsur tindak pidana) serta

pasal-pasal ketentuan pidana yang dilanggar.

314, Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Seteleh  Pengadilan  Mibter/Pengadilan  Militer  Tinpgi
menerima berkas perkara dari Perwira Penyerah Perkara melalui
Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, mska hal pertama yang
akan ditelii  oleh Ketua Pengadilan  Militer  adalah
yurisdikst/kompetenst pengadilan yang dipimpionya,

Yurisdiksi absolute menyangkut pembagian kekuasaan antar
badan-badan  peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan,
menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.,*! Dalam hal ini
yurisdiksi absolut mempersnalkan apakah terhadap suatu perkara
berlaku  kewenangan pengadilan militer, pengadilan  wmum,
pengadilan Tata Usaha Negara atau badan peradilan lainnya.

Sesual Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1987
Tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer mempuonyat vurisdikst
urituk mengadili pelaku tindak pidana vang berstatus ©

11 Anggois Militer/Prajunit,
2} Mereka yang berdasarkan perundang-imdangan dipersamakan
dengan militer.
3) Anggota suatu golongan atau jawatan aiau badan atau yang

dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang.

M pemowitlan Sutantic, Hukum Acara Perdate Dalam Teori dan
Fraktek, (gharta: Alumni, 19863 hal, 7
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4) Seseorang yang lidak termasuk prajurit, alau  yang
dipersamakan  dengan  prajurit  atau  anggota  suatu
golongan/jawatan/badan yang dipersamak:;m atau dianggap schagai
Prajurit, tetapi berdasarkan keputusan Panglima  dengan
persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menleri Hukum dan
Perundang-undangan) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam
lingkungan Peraditan militer,

Berbeda dengan yurisdiksi absolut, maka yurisdikst velatit
mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang
serupa, didasarkan kepada fempat eradingz  suziu perkara.
Yurisdiksi refatif menjawab pertanyase  Pengadidan Militer mana
yang meliputt daerah hukum  perkara  schinggas berwenang
mengadili perkara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 10
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 vang berbunyi®™ -

“Bahwa Pengadilan dalam Hingkungan Peradilan Militer mengadili
tindak pidana vang tempat kejadisnnys (Locus Deliedy berada 4
daerah hukumnya, afau terdakwanva termasuk suatu kesatuan yang
berada di daerah hukumnya™”

Namun demikian, berbeda dengan pengadilan Umurn,
Yurisdiksi Peagadilan Militer tidak hanya tunduk pada aturan
Locus Delicti.  Yurisdiksi Pengadilan Militer ditentukan pula oleh
suatu jenjang kepangkatan personil militer yang menjadi terdakwa,
Ketentuan demikian diatur dalam bagian keenam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang
menegaskan :

a Pengadilan Militer memeriksa dan memutes pada tingkat
pertama perkara pidana yang terjadi dalam deerah hukumnya yang
Terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah.

b. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara
banding dari putusan Pengadilan Militer serta perkam dalam
tingkat pertama anggota militer vang berpangkat mayor ke atas.

¥ fhid
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c. Pengadilan  Militer Utama memeriksa dan  memutus
sengketa kewenangan mengadili antar  pengadilan  militer,
pengadilan militer tinggi serta perbedaan pendapat antara Perwira
Penverah Perkara dengan oditur mengenal dilimpahkan atau
tidaknys suawt perkara pidana scorang anggota militer.
d. Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus
pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan
oleh anggota miltter dalar suatu pertempuran.

Mengenai pemerikasan perkara di depan sidang pengadilan,

Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1997 mengabsr empat acara

persidangan, yakni ;
a. Acara Pemeriksaan biasa,
b Acara Pemeriksasn Konsksitas.

Acara Pemenkanan Khusus.,

ES

Acara Pemeniksaan Cepat.

Acara pemeriksaan biasa dilakukan wvatuk perkara-perkara
pidana berat yvang sulit pembuktiannya, Acara pemeriksaan ini
dilakukan olch majelis hakim.  Dalam persidengan Oditur
membuktikan kesalahan terdakwa dengan membacakan surat
dakwaan dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi.

Acara pemerniksaan Koneksitas dilskukan apabila tegadi
tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota
militer dan pihak Yain yang tunduk terhadap yurisdiksi peradilan
umurn. Se¢sual pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor § Tabun
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Flukum Acara Pidana,
perkara koneksitas pada dasarnya diadili di lingkungan peradilan
vmuom.  Terkecuali apehila titik berat yang dirugikan adalsh
kepentingan militer, maka berdasarkan suatu kekuatan Surat
Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan dan Menteri
Kehakiman (sckarang Menterd Hukom dan HAM) peradilan
militerfah yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut
Pemeriksaan perkara koneksitas pada peradiian militer ditakakan

Universitas fndonesia
Tinjauan Yuridis..., Peni Saptaning Putri, FH Ul, 2009

e R



oleh maielis hakim, denpgan komposisi Hakim Ketua dan
lingkungan militer dan hakim anggota berjumiah seimbang antara
hakim dari kalangan militer dengan hakim sipil.*

Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan
Militer Ferlempuran yang memeriksa dan memutus perkara dalam
tingkat pertama dan terakbir. Maksud ketentean tersebut adalah
bahwa terhadap putusan Pengadilan Pertempuran tidak boleh
diajukan banding, tetapt dapat diajukan kasas? {(Pasal 204 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Acara pemeriksaan khusus dapat dilakukan menuruf tata
¢ara pemeriksaan biasa. Tetapi dalam hal pembuktian ada
ketentuan yang menyvimpang, dimana hakim dapat menjatuhkan
putusan hanya berdasarkan pengetahuan hakim dan barang buku
cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan di atas sumpah
dari pejabat yang berwenang.  Dengan demikian azas babwa
hakim harus menjatubkan putusan dengan sekurang-kKurangnya
duz alat bukti tidak berlaku dalam acara pemeriksaan khusus.”

Perkara vanp diperiksa menurul acara cepat adalah
perkara pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan.  Untuk
perkara cepat tidek diperiukan Berkas Acara Pemeriksaan, cukup
dengan Berita Acarz Pelanggaran Lalu Lintas. Surat dakwaan
diajukan oleh Oditwr sgckalipus dengan tuntotan hukumannya.
Perkara cepat dilakukan oleh hakim tunggal dengan atan tanpa
kehadiran terdakwa *®

Untuk mempenjelas gambaran perbedaan penyelesaian
perkara pidana antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undeng Hukum Acara Pidana (KUHAP)

% U No., 21 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, op. oif., Pst. 203
5 mhid, Psl. 205
% rbid Psi. 211
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dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 teniang
Peradilan Militer fergambar dalam tabe] sebagai berikut i

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan Sistern Peradilan Pidana

Hararel YU No, 31 Takuen 1997 Ty Mengrey it Ne 8
e Peradilan Militee Fahon VB Tig Hukvs
Agses Pideaa
. T
a. Perangkapas dan Penahanan Polsi Miltter dengss kekaaBn Sural Skt Repubik Indonesiz
Perintah dae Ankusm dan Pagera.
b Forgnidahan dan penyitaan Pkt MiEer dengan kekualon Sumt Pabisi Repuhkk indonecia
Perintah dar Ankum. dengan sl Keig
Pangadian Negeri,
. Pamedicaan Temsangks dan sohsi- Poolkes hiitee Polisi Republik Inferese
sakat
T | Penuntiin Our Millte sOtEmpat antik perkara | Jaksa Pengitul Umum di
Penwirg Perbma ke barmab dan Gefilyr 5 daersh huedum yang meliguti
WMeditee Fenggt untuk Porwis Menengah | tempat kejadian padars.
ke abis,
3| Pemerikusan Bada Siiang Pengadizn | Pengadian Miger Setempal arbik Pangadion naqen yang
Pemwira Pertame ke bawah dan danmh hukumiys melises
Pangadiian MBEer Tingg! untsk Pervisa § fempal ¥ejedian perka,
Hnargah ke atas,

® tndonesia, Hokum Acara Pidans, LU No, 8 Tahun 1981, LN, No.
76 tahun 1981, TLN. No. 3209, Psl. 6, Psl. 18, Pel, 20, Psl. 32, Psl. 3§, Pol.
137, Pst. 84. dan U1 No. 31 Takun 1997 Tentang Pevaditan Militer, Pat. 40,
Psl, 41, PsL. 47, Psl. &9, Psl. 75, Pst. 82, Psk. 87.
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3.2

85

Penundukan Militer Kepada Kekuasaan Peradilan Umum dalaw
Melakukan Tindak Pidana Ui,
3.2.1 Kefepan MPPR Nomaor VI/MPR RE2000

Diawal dari keinginan rakyat ludonesia untuk merelormast scgala
bidung Militer maka dikeluarkan Keletapan MPR Nomor VIFMPR
RIZ2000 tentung Peran TN! dan Polri pada pasal 3 aval (4a) menyatakan
bahwa Prajurit TNI tanduk kepada kekuasaan peraditan militer dadam hal
pelanggaran hukum maiiter dan tunduk kepada kekunasaan peradiian
amiuny dalum bal pelanggaran bukum pidana omuo merupakan salab saw
yaneg mendasard usulan dilukukannya perubabian kompetenst Peradilan
Militer. Kemudian dilmdaphan pada kefentwan pasal 7 aval (i} DU
Nomor 10 Tahun 2004 teaang Pembentukan Peratvran Perundang-

Undangan adalah sebagai berikut : 7

a ULIDY 1943

|:3 Undang-Undang/Perpu
& Peraturan Pemeriotah
d. Peraturan Doerah,

Tidak dimasukannyva Ketetapan MPR dalam Hngkup peratuzan
perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004
tersebut. memunjukkan bahwa produk berupa Ketctapan MPR lebih
bersifat polits kareng merupekan produk politik sehingga tidak dapat
dimasukkan dalam Iingkup peraturan perundang-undangan nasional.

Dihadapkan dengan materi dan siatus hukum Ketetapan MPR
Nomor VIFMPR RI/2000 wentang Peran TNI dan Polri sudah ditinjau dan
ditetapkan status hukumnya dengan Ketetapar MPR Nomor UMPR
RI/2003 tentang Peninjavan Terhadap Materi dan status Hukum
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahuy 1960 sampai dengan
2002, Pasal 4 butir 7 Ketetapan MPR Nomor VPMPR RIF2003 menyatakan
bahwa Ketetapan Nomor VIVMPR RU2000 tentang peran TNI dan Polr
tetap berlakn sampai dengan terbentuknya undang-undang yang terkaii

™ Heru Cahyone, op. eit., hal. 6
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dengan penvempurnasi pasal 5 avat {(4) dan pasal 10 avat {2} darn
Ketetapan lersebut yang disesuaikan dengan UUD 19435,

Relentuan Kelelopan MPR Nomor VIFMPR RL2008 watang
Peran TNT dan Polrd pada Pasal 3 avar {4} yvang owncnivkan orah
kehippkan nastonal diselurkan melaiolt MPR RI paling lama sumpsd
dengan tahun 2009 dan Pasal 10 avat {2) menentakan bahwa anguoly
Polri dalam menentukan arol kebijakan nusional disalurkan melalui MPR
Ri pating tama sampat dengan Tahun 2009, Pongaruran Pusal 3 avar (4)
dan Pasal 10 ayal (2 Ketetapan MPR Nopwor VIVMPRZD0U tersebn.
pada hakikainva sudah diater dengan Usdang-Undang Nemor 12 Tahun
2043 wentang Pemidu dalam Pasal 143 vang menvatakan bahwa 11 dan
Polri tidak menggunakan hak pilihnya dan UU Nomor 34 thun 2004
terstany TNE Kbususaya Pasal 2 hurul d menctapkan tentang jat dirg TN]
diamaranya TN ddak berpolitik prakiis dalam arti bahwa Tomara hanya
mengikati politik negara.

Dengan demikian substansi Pasal 5 ayat {4) dan Pasal {0 ayai (3}
Ketetapan MPR Nomor VIFMPR/2000 fentang Peran TNI daa Polri
sudah diatur pelaksanasunya dengan Pasal 145 UU Nomer 12 Tahuo
2003 tentang Pemilu dany Pasal 2 huref d Undang-Undang Nomoy 34
Tahun 2004 tentang TNI, sebagaimsna dipersyaratkan oleh Ketetapan
MPR Nomor IPMPR REF2003. Depgan adanya Kketentuan fersebut
berakibat Ketctapan MPR Nomeor VIIMPR RIZ2Z000 wntang peran TNI
dan Polri sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, khususnya
pengaturan tentang perobahan kompetensi Peradilan Militer,”

Dalam Undang Undang Nomer 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
DER, DPD dan DPRD juga distur mengenal anggota TNI vang tidak
diperbolehkan berpolitik. Bab tiga undang-undang tersebut menyebutkan
bahwa persyaratan menjadi peserta pemilu antars lain mengundurkan dir
sebagat PNS, anggota TNI, anggoia Kepolisian Negara Republik

# thid

*# Hendry Willem, "Mengkaji Usulan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer”
{Makalah disampaikan Dalam Workshop Peradilan Militer, Bogor, 27-29 Nopember
2006), hal. 15.
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Indonesia. pengurus pada badan usaha milik negara. scrta badan lain vang
anggarannya bersumber dart kevangan nepara, vang dinvatakan dengan
surat pengunduran diri vang tidak dapat ditarik kembafbi,™
3.2.2. Tingauan Terhadap Pasal 63 Undang-Undang Nonwwr 34 Tahun
2004 tentang TN

Kuetenfuan yang tersurat dalam Pasal 63 ayat (2} jo Pasal 74 UL
Nomor 34 Tubun 20604 @ntang TNT merupakan kelanjutan dart Pasal 3
aval (4) Ketetapan MPR Nomor VIVMPR/2000 ientang Peran TNIT dan
Polri yang menyvatakan bahwa Prajurit TNE wnduk kepada kekuvasaan
peradiiun milder dakam hal pelangearan hukum mililer dan wnduk kepada
kekuasaan peradiian amum dalam bal pelanggaran hukum pidana amum,

Unak membentuk sualu peraturan perundang-undangan yang
baik, mensvaratkan perlunya mempenimbangkan kesesuaian anlava jenis
dan mmteri muatan atau rezim hukam yang akan diatur, disamping
memperlimbangkan pula  etektivitas kemungkinan dapal  diterima.
diberlakukan dan  dilaksanakannya  peraturan  perundang-undangan
tersebit oleh masyarakat. Mendasari hal-hal tersebut, untuk melakukan
pembentukan peraturan perundang-undangan vang mengatur tentang
. lembugas peradilan, sevopvanva ditempatkan secara proporsional pada
rezim hukunm vang berkalian dengan kekuasapn kehakiman antara jain
pasal 24 UUD 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Akan menjadi tidak tepat apabila pengaturan tentang
lembaga peradilan khususnya tentang kompetersi Peradilan Militer
ditempatkan pada reziny hukum vang berkaitan dengan penyelenggaraan
fungsi pertahanan negara vang bersumber pada pasal 30 UUD 1945 dan
UU Nemor 3 Tahun 2007 tentang Pertahanan Negara,™

Pengan kata lain yang dimaksud pengaturan rezim hukum dalam
hal ini yaitu bahwa UU tentang Peradilan Militer hanya berisi tentang
kompetensi Peradilan Militer bukan mengatur tentang TNI, atau

* Indonestn, Undang-Undang Pemilu DPR, DPIY dan  DPRD. UU No. 10
‘Tahun 2008, LN, No. 176 Tahun 2008, TLN. No_ 4311, Psl. 12
* Heru Cahyono, ap. cit, hal. 3
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sebaliknya UL ontang TNI secara teoritik hanya mengaiur tentang TN
dan bukan mengatwr Peradilan Militer. Sudah seharusnya pengaturan
kompetenst Poradilan Milier dirempntkan dalam rezmoy bukum vang
mengatur entang Kekuasaan Kehakiman dan bukan dicmpathan dalaw
rezim hukum yang mengatar teotang TNL Apabila tewp dipaksakan yang
terjadt adaleh Kesalaban nmenempatkan pengaturan dalam pongsian eaim
hukam.*

Mengingat  pengaturan ferschut ditempatian dalam dos
perundang-undangan, maka sceara vuridis Kedun wndang-undang
mempunyal kekuatan hukam yang sama. Yang diperlukan adatab adanya
politth hukum unuk melakukan amandemen dengan pengaturan scsuai
rezim hukurmnya, Pasal 635 avat (2) jo Pasal 74 UU Nomor 34 Tahun 2004
tentang TN yang miengatur sebagai berikut
Pasal 63 avat (1) Prajurit tunduk kepada kekuasazan peradilan militer
dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada peradilan
vraum dalem hal melekuken dodek pidana umum yang distur dengan
undang-undang.

Pasai 74 ;

Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 berlaku pada
seat undang-undang tentang Peradijan Militer yang baru diberfakukan.
Ayat {2} Seclama undang-endang peradilan militer vang baru belum
dibentuk, tetap tuncduk pads ketentnan Undang-Undang Nemeor 31 tahun
1997 tentang Peradilan Militer.

Sebagai suatu  alternatif  diadakan amandemen vyang dapat
dilakukan melahn pengaturan di dalam RUU tentang perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 1997 imi dengan terlebih dahulu melakukan perubanan
terhadap KUHPM scbagai hukum materiel.

Ide dasar pemikiran reformatif dani Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 ientang Tentara Nasiona! Indonesia yang menegaskan
Prajurt tunduk kepsda kekuasaan peradilan militer dalam  hal

pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan

% mhid, hlm. 16
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amum dalam hal pelanggaran hukum pidang umum vang diatur dengan
undang-undang. Pasal ini berarti menghendaki  atau mengamanatkan
adanva dua undang-undang bagt prajurit TN yartu
a, Undang-Undang struktural Anstiusional @ vailu norma lenlang
kekiasaan alaw lembaga peradifun umum bagi prajucit. TNL Aspek
strukiuwral (lembaga peradilan) . Dalam kondise saat i, diaturfterdapat
dutany
By Undeng-Undang  Nomor 4 Tahun 2004 tentang  Kekuasaan
Kehahiman pusal 2 vapg menctapkan Penyelenggaraan Kekuasaan
Kehakiman  dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agong dan badan
peradifan vang berada dibavwabnya dalam lingkungan peradidan umum.
lingkunzan peradilan miliwr, lingkingan peradilan tata usaha negara,
dan oleh sehualy mahkamah kanstitusi.
2y Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tenlang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 4 Tabue 2004 hanye mengatur peradilan
koneksitas (Pasal 24) pdak mengoamw peradilan individual lethadap
prajurit TNL Artinva undang-updang i Gdak atau belum mengatur
tentang Kekuasaan poadilan umum sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat
{2} Undang-Undang Nemor 34 Tabun 2004 tentang Tentara Nasional
indonesia vaitu poraditan bagi prajurit TN yang melakukan pelanggaran
hukum pidana umum secara individual mtau pribadi ™

D1 dalam Undang-Undang Nomwor 31 Tshun 1997 tentang
Peradilon Milier Pasal 198, tindak pidana vang dilakokan bersama-sama
olch mereka yang termasuk yustisiabel peradilan omum, diperiksa dan
diadii oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan wmum kecuali
apabila menurut keputusan Menteri Kehakiman perkara su barus
diperikss dan diadili oieh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Distur tentang peradilan koneksitas dan peraditan Individual bagt prajurit

yang melakokan pelanggaran bukum milfter maupun hukum pidana

“?achmﬁr.iim, “Reformasi Bidang Pertahanan Dan Hukum Nasiomal Dan
Implikasinva Bagi Pombiozan Personel Milite™, (Makaish Disampaikan Pada
Penataran Perkembangan Hukum Naskonal den Hokom Iniemasionsl Bagl Personel
THTdi Lingkungan Peradilan Mither, Makasar, 235-30 Mares 2007, hal. 4.
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wmum segara pribadi {(Pasal 9 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1997 jo
Pasal 2 KUHPM3,

Dengan belum berfungsinya kekuasaan peradilan umum bagi
prajurit. INE vang  melakokan  pelapgearan hukum pidung umoum
sebupaimana dinaksud dalam pasal 63 ayat (7) Undang-Lindang Nemeor
34 Tabun 2004 tentang Tontara Nasional Indenesia. mempunyai ari
hahwa bagi prajurit TNI vang melakukan pelanggaran hukwm piduna
umiim ol tunduk pada peradilan vang diatur dalam pasat 9 Undang-
Undang Nomor 31 Tohun 1997 tentang Peradilan Militer jo pasal 2
Kutem.”

3} Apabila ketentuvan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1997

tentang Peradilan Militer khususnya kewenangan peradidan terhadap

prajurit TN yang melakuken pelanggaran hukum pidana woum. diubab

atau ditiadakan/dihapuskan maka zkan wijadi kevakumaa hukum dan

kevakuman peradilan karcna Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

entangy Kekuasgan Kelmkiman tidah atau belumn mengatur fentang |

kekuassan peradilan wmum sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) |

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 teniang Tentara Nasional

Indonesia. khususnys peradilan bagi prajurit TN{ yang melakukan

pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi.”

b, Undang-Undang Subsiantil’ vailu norms tenlang pelanggaran

hukum pideng woum oleh Prajurit TNL Aspek substantif  (hukum

pidana maferiil) lentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit

Thi:

1} Selama ini diatur dalam Kiwb Undang-Undang Hukum Pidana

Militer (KUHPM]

2)  KUHP (Wv8) hanya mengatur subyek orang {atau warga negara)

pada vmumnya, tidak mengatur subyvek militer.

Dengan belum adanys pervbahan KUHPM atan belum adanya

undang-undang khusus untuk its, berarli masih berlaku ketentuan pasal 2 e

7 1bid. hal. 6.
*® thid
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KUHPM. yang menyatakan @ Terbadap tindak pidana vang tidak
tercontom dalam kirab undang-endang inb, vang ditakukan oleh orang-
orgng g wnduk pade Kekvasaan  badan-badan Peradilan Militer
diterapkan hukum pidane  wnen,  kecuali ada penyimpangan-
penyimpangan sang diterapkan dengan undang-undang.

fni herard norms hukum pidana matenid yang saat inl berlaku bagi
prajurit TNE yvang mclekukan tindak prdang omum {(pelasgeoran hﬁ§nrlz
pidana umum pasel 63 avat (21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

wnjang Tentura Nasongd Indenesia, dianar dalam KLUHPM.

Latar Belakaag Pasal 65 ayat (2) Undang-lindang Nomor 34 Tabun
2004

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 wmang
Tentara Nasionu! Indonesia inerupakan jawaban dart wintutan reformast
terbadap Tnstitust Mikiter di Indonesia pasca jatuhnya orde batu.

Orde baru Lahir dengan semanzal pernbangunan ckonemi nasional
vany janh pada nass orde lama. Semenjak kelahiran orde baru pada
tahun 1963 fersebul, ideologi militer telah furut nwramaikan upaya
pengejaran porabansunan ekonomi wang dimunculken sehagal sebuab
pemecahan yang dapat wmenyelamatkan bangsa dan kehancuran politik

dun ekonomi yang terjadi di bawah pemerintahan presiden Soeharto.”

Levelopmentalisme, akav ideolosi modernisasi, t€lah memberikan militer

scbuah pembenaran bahwa stabilitas politik merupakan persyaratan dalam
menjalankan roda pembangunan ekogomi, dan logika intlah yang lelah
mendorong para perwira uniuk berpikir babwa pengendalian politik
"jangka panjang” yany dilakukan oleh militer adalah suatu yang benar,'™

Berdasarkan logika tersebui, dengan alasan untuk kepentingan

stabilitas nasional demi berlangsungnya pembangunan bangsa, pada

 Jun Honna, Subarre dan ABRT Menjelang Runtuhnya Orba, (Yogyakarta @
Cemer For Information Analysis, 2007), bal. 3,
100 fhig
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akhimnya militer terposisikan schagai instrumen  kekuasaan  personal
Sacharto beserts segenap distorsi yang diproduksi ofehnya. ™!

Puda masa Orde Barn milirer wlah dijadikan kendaraun polidk
alely Presiden Secharte uituk memperhankan sty guo kekuasaannya.
Palam hal i militer dijadikan mesin pemitu untik  memenangkan
Golongan karva, sebagat basis masa yang mendukung presiden Sochavio,
fdentitns  kenetralan militer vang scharusnya sebagal “wasit” dalam
pornilu Orde Baru dalam prakiek tidsk pemah diw ajlkan.'®

Penrnmpin Kepala Swf Anghatan Bara selaku penibing Porsatuan
Istri Tentara {Persit) misalnva, mengharapkan agar seliap anggola Persy
tkut serta dalum Pemilu dan menggunukan hak pitibsya secara bijaksana
dengan memberikan suara kepada organisast peserta Pemifu yang seasas
dengan perfuangan ABRI vaitu Golkar. Ketidaknetralan tersebut lebih
nyata lagh dengan diposisikannys Keluarga Besar ABRI (KBA) sebagai
salah satu jalur dalam Golkar.'™

Pada masa Orde Baru militer dijadikan alat pukul bagi pihak-
pihak yang mengkeitiss, berbeda pendapat, tidak sepaham dan menentang
kebijakan pemerintah. Berbagal terminologt sepertt : kiri baru, kaum
fundamemalis Islam, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) dan Gerakan
Pengacau Keamanan (GPK) dimunculkan sebagal gerzkan yang
menggangey stabilitas pembangunan dan oleh karesa u merugikan
negara dan wajib untuk ditindak tegas. Dalam operast kekuasaan personal
Sechario, militer menjadi tangan kanan uniuk mencipiakan “politik
keamanan autokratis™, vakmi membangun stabilitas politik dengan
membentuk rasa takut kolektif masyarakat, '*

Dalam posisi inilah akhimya terjadi prakiek pelanggaran huak asasi

manusia dan pemusnahan potensi-potensi demokrasi oleh militer atas

"™ Tep Saefulioh Fatah, Memwttaskon Perubohon, (Bandung : Pastaka Mirzan,
2000), bal. 27.
¥ 1e0 Suryadinats, Golkar dan Militer, (Jakarta - LP3S, 1892), hal.1.
" Dhurorudin Mashad, Reformasi Sistem Pemily dan Peran Sospol Abri,
¢{Jakarta @ Gramediz Widiasarana Indonesia, 199R8), hal. 10
' Jun Honna, op.civ., hal. 12
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nama pembangunan.'”® Perisiiva penculikan  para aktivis  politik.
penembakan mahasiswa, penempasan gerakan pengacau keamanan  di
lampung, peristiva Tanjung Priuk sampat pada peristiwa penyerbuan
kantor P12 pada tanggal 27 Juli (996 adalab contoh peristiwa-peristiwa
yang olelr berbagal mass media dan beberapy kalangan dianggap sehagai
tanggung jawab miditer "™

Poran politik militer yang rerdalu besar serta tindakan bersifat
represii terhadap  rokval oleh militer senmua-mata untuk mendukung
kekuusaan pemerintahan Presiden Socharto menjadi nilat buruk  bagi
mittter i kadanpan mkyvat, Rakyvat menihu pada nmasa orde baru dentitag
kejuangan vang dekat dengan membela rakyal tidak berhasil direbut
militer dengan baik.'" schinggs pada saat reformasi bergudir, militer
mengadi institust vang ikat ersodut wntuk mempertangpungjawabkan
kesalahan arde baru,

Untuk memperbaiki it militer di mata masvarakat, maka
pinpinan YN merasa perla anwk membentuk paradigma baru peran TNIL
Militer mulai bersikap neiral pada pembu vang dilaksanaken pasca
pemerintahan orde barn, Militer mencabul doktrin Dwifungsi yang
selama ini disakralkan’™  Militer mengurangi peran politk praktsnya
dengan mengurangt jumiah fraksi TNI dan membatasi keberadasnnya
heuren di PR posat, Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 34 Talam 2004
tentang Teptaca Nastonal Indonesia merupakan instrumen yuridis vang
diharapkan dapal menjadi 1k piiak seformasi TRL

Dialam Undang-Undang tersebut selain reformast peran TN, salah
sate yang menjadi obyek reformast adalah juga paradigrma hulanm militer,
dimana anggots militer yang melakukan tindak pidana umum dinyatakan
tunduk pada kepada peradilan vmum dsn bukan lagt tunduk pada

yurisdikst Peradilan Militer,

* Eep Saefulloh Fateh, op. o#f,, had. 27.
¥ thid.

%7 thid hal. 28

% ibid, hal. 30
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Lindang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia  tersebut berlaka hampir lHma t1ahun dari scigk  tanggal
penciapannya, Idealava apa vang diauy dalam undang-undang tersebul,
sk ontang pencrapan yurikdiksi peradiian umum wrhadap militer
wiah diterapkan datm prakiek.'™

Dakalangan legislatill ketontuan Pasal 63 ayat (3} Undang-Undang
Nomor 34 Tohun 2004 Tenumg Tentara Nasional Indonesta telab
ditindaklumjuit dengan owngusulkan Rancangan  Undang-Undang

Peeadiban Milier 7

vang baovak merubab subanst Undang-Undung
Momor 31 Tahun §997 sebagal ketentuan hukum secara pidana wmbiter
yang berloke sat i, Pada Pasal 9 ayet (1} Rancangan Undang-Undany
tersebut ditegaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
untuk mengadili tindsk pidana militer vang dilakukan oleh seorang
prajurit atau vang berdasarkan ketenlwan undang-undang dipersamakan
dengan prajurit,

Penggunasn katn “tindak  pidana militer” dalam  rancangan
undang-undang esebut merupakan penegasan bahwa Peradilan Militer
udak lagi bervenang mcugadili “tindak pidana wnum®” yang dilakukan
olch seorang gnggotn militer,

Padas tangeal 21 Juni 2003, melalul Rapat Panpuma DPR, seluruh
fraksi memberikan tanggapan terhadap RUU tentang Perubahan Peradilan
Militer. Berbagat pertimbangan dikemukakan oleh tiap fraksi. Terdaput
Resamaasn pandangan dari sefuruh fraksi vang menyepakati perhunya
perubahan Undang-Undang Momaor 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer. Fraksi-frakst  dalam tubuh Dewan Perwakilan rakyat telah
mendesak  agar  rancangan  undang-undanp  tersebut agar segera
disahkan.'""

' Wawancara dengan Suharto, Hekim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 7
April 2009,

1 Heru Caliyons, “DPR Bepabi Peradilan Militer” , Kompas, {25 Mei 2004) :

UHA Afandi, "RUU Peradilan Militer Jadi Usul Inisiatif DPR”, Kompas, (22
funi 2005) 1 &
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Fraksi Partai Amanal Nasional menyatwkan bahwa  Peradilan
Militer tidak boleh menjadi lingkaran impunias (kejohatan tanpa
pertargeungiawabany bagi pelaku vamg berasal dart instist mditern
Peradilun harus Jdifokusksn untuk mengurust hal-bal yang herkaitan
dengan kejuhatan miditer.'

Fraksi Partal Damat Sejahicrs berpendupal dan memotuskan untuk
mendukung sepenulinya pembahasan RUTT Perubabun Uindong-Uindang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peraditn Milier'” Dassy dard hal
tersebuit vakni bahwa prajurit TR schaeai WND sebugabmang WNIE
fatnnya, memiliki kedudukan yang sama di depan bokum don walib
menjunjung hukam,'

Seperti haliya Trakst fain. Fraks) Binang Reformasi menyeinjui
pula RUU Elsul Inisiatif Anggota DPR Rl tentang Porubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 997 tentang Peradilan Militer.
Perubahan ini peming artinya karena selama ini banyak kasus
pelanggaran hukum pidanz wnum vang dilakukan oleh anggow TN
kemuodian diselesaikan di Pengadilan Militer dan prosesnya ierkesan
dilindungi. Fraksi Bintang Reformasi ini berharap agar pembahasan
Rancangan Undang-Undang tersebul berjalan scobyvektif mugkin, tanpa
ada muatan alau  intervensi atau penekanan darl pihak manapun, sebagai
bagian dari upaya pencgakan hukum yang mengedepankan rasa keadilan

masyamkaam

Wependapst Fraksi Pariai Nasional Dewan Perwakilan Rakyast Terhadap Usul
intsiatif Asggols DPR RI mengenal Rancanpen Undang-Undsng Perubsban aias
Urdang-Undang Nomor 31 Tabun 1997 Tentang Peradilan Militer, Naskah Kerja
disampaikan pada Rapat Paripurna DPR, 1S, Tanggal 21 Juni 2008

Ypendapat Fraksi Damai Sejablera Tentang Perubahan Undang-Undang

Peradilan Mititer, disampaikan pada Rapat Paripurna DPR |, Tanggal 21 Juni 2005,
H bid.
"? Pendapat Fraksi Bintang Reformast Tentang Pervhuhan Undasg-undang
Peradilan Militer, disampaikan pada rapat Poripurna DPK pada tanggal 21 funi 2005,
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Ketua Pansus RUU Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Momor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berasal dart Fraksi
PDI Perjuangan berpendapat :

... bagaimanapun Perubaban atas Undang-Undang peradilan Militer
merupakan amanat rakval untuk reformasi yang teriuang pada TAP No.
VII/MPR/Z000 dan sudah diimplementasikan dalam paket perobahan UU
THI No. 34/2004 untuk membangun sebuah insBitus: dan prajurit TNL
vang professional.  Peyubahan Undang-Undang Peradilan Militer ini akan
berkaitan erat dengan paket  perubaban sistern  peradilan  untuk
mewujndkan sate sistem bary yang sudah didahului perubaban UU
Kepolisian, UU MA dan UU Kejaksaan...” '

Sejalan dengan pikiran tokoh-tokoh kalangan legislatif, para
praktisi hukum dari kalangan sipilpun merasa perlu adanya perubahan
terhadap Peradilan Militer. Dengan telzh berlakunya Undang-Undang No.
34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya berkenaan
dengan Pasal 65 ayat (2) yang mengatur bahwa prajunt tunduk pada
kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum,
maka c¢epat atau lambat Undang-Undang Peradilan Mililer harus segera
disesuaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yayasan Lembaga Bantuas Hukum Indonesia (YLBHI} melibat
bahwa perubazhan Peradilan Militer merupaken salah satu bagian dart
agenda reformasi di sektor keamanan (security sector Reform) yang telah
dicanangkan sejak tahun 2001 yang menegaskan perlunya redefinisi
hubungan antara sipil dan militer di Indonesia.  Reformast di sekior
keamanan ini diharapkan dapal menciplakan keamuanen {secwrily} yang

tidak melulu menunjuk pada keamanan Negara (sfate scurity) namun juga

Y8 Andreas H Parcire, Rewisi UL Peradifan Militer » Maju atan Mandeg.,
Paper disampaikan pada Seminar “RUL Perndilan Militer, Reformast Sekiar Kearmanan
dan Masa Depan Demokrasi Indonesie™, diselenggarskan oleh Yayasun Lembaga
Baotean Hukum Indonesia (YLBHI & Jakarta pada tangeal § Maret 2006,
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mencakup keamanan manusia dan masyarakat {(man and social
seczm‘z}z).; "

Lebih lanjut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
menyatakan babwa dalam reformasi di sector keamanan {security sector
Reform) supremasi dan kontro! sipil atas militer merupakan unsur yang
mendasar, Oleh karena itu, dalam konteks peradilan militer. ada
beberapa prinsif dasar yang harus dipenuhi, sehagai berikut :'™®

Pertarna, harus ada pembagian yurisiksi yang jelas antara hukum sipil dan
militer.  Jurizdiksl ini harus didasan oleh tindakan (Jems tindakan dan
disiplin militer) yang difakukan, bukan oleh subyek aiau pelalunya.
Sehingga yurisdiksi dan peradilan militer sepenubnya hanya menyangkut
tindak pidana muliter dan pelanggaran disiplin militer, baik itu dilakukan
oleh prajurit maupim warpa sipit (misalnya warga sipil yang masuk secara
tllegal ke dalam zona militer dan/atau merusak bangonan militer).

Kedua, reformasi di sector system peradilan militer tidak boleh tumpang
tindih dengen system peradilan yang sudah ada.  Sistem peradilan militer
harus ditempatkan scbagai bagian strukeur interpal militer, tidak berkaitan
dengan struktur peradilan lainnya. Sekali lagi system peradilan militer
hanya berurusan dengan pelanggaran disiplin militer dan tmdak pidana
militer sesuai KUHP Militer.

Ketiga, reformasi di sector peradilan militer harus dengan jelas obyeknya,
yaitu reformasi institusi dan reformasi systemn.  Reformasi institusi
menyangkul pengaturan mengenai lembaga-lembaga di system peradilan
militer.  Sementara reformasi system, lebih kepada system peradilan

militer, yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer.

position Paper Yayasan LBH Indonesia Meogenai RUU fentang Persbahan
atas Undang-Undang Momor 31 Tabun 1997 Tentang Pemdilan Mililer, www,
Parlomeninnt

& thidd
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Drengan begitu secara institusi peradilan militer harus dipertegas posisinya
sebagal bagian internal dari struktur TNI, dan sistm peradilannya juga
terbatas pada hukum pidasa militer dan hukum acara pidana militer.
Keempat, peradilan militer harus bersifat terbuka (inklusif) schingpa bisa
dikonirol oleh public sipil dan barus tetap dalam koridor hak azasi
manusia, schingga peradilan militer harus terhindar dari peran sebagat
agen impunitas,

Menurut pakar Hekum Pidana Universitas Diponogoro, Barda
Nawawi Arief, ide dasar reformatif dan arab/garis politik hukom yang
tertuang dalam TAP MPR/VIL/2000, Undang-undang Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2004 memang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan
perubshan perundang-undangan, termasuk perubaban terhadap Undang-
undang Peradidan Miiter.  Namun dilthat dari sudut  kebijakan
pembaharuan dan penatasn ulang keseluruhan tatanan (ystem) hukum
pidara militer, masih patut dikaji ulang apakah tepat sast ini yang
diperbabarsi hanya RUU Peradilan Militer. "'

Memperbaiki sistemn hukum militer, apzbila hanya dengao
melakukan perubaban pada undang-undang peradilan militer saja, berarti
baru melakukan perubzhan parsial. Perubahan parsial ini dapat
menimbulkan masalah yundis, pembahasan tidak dalam satu kesatuan

sistem dan akan menyia-nyiakan waktu, dana dan energi.*°

" Bards Nawawi Arief, “Menuju Sistem Peradilan Militer Yang Sesusi
Diengan Reformasi Hukum Naslonal dan Reformast Hukum TNL” (Makelah disampaikan
pada Worksehop Peradilan Militer, Bogor, 37+ 29 Maret 2006}, hal, 19,
8 thid, hal 11
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Daiam melakukan reformasi atau rekonstrukst Sistem Hukum
Pidans Militer, seyogyanya diterapuh langkah-langkah kebijakan sebagai
berikut'?' :

b Kajian Aspek Substansi Hukum,

2. Kafian Aspek Struktur Hukum,

3. Kaitan Aspek Kultur Hokum.

Substansi hukum yang perlu dikajit ulaog meliputi substansi bukura pidana
materie! dan hukum pidana formal untuk militer. Segi substansi pidana
materil perlu dikaii dengan mengingat kriteria “tindak pidana militer” dan
“tindak pidana umum™ tidak konsisten dengan UU yang berlaku saat ini, '

Jalam penielasan Pasal 9 RUU Perubahan Peradilan Militer
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah
tindak pidana yang secara khusus hanva ditujukan pelakunya berstatus
militer”. Jadi, singkatnya “tdndak pidana militer” (tindak pidana militer)
adalah tindak pidana yang dilakukan oleh militer.™?

Sedangkan menurst KUHPM sebagal norma substansif  Hukum
Pidana Materiil kalangan militer, Tindak Pidana Militer adalah tindak
pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur
dalam KUHPM {atau tindak yang diatur oleh UU di fuar KUHPM).
Berarti secara yuridis tindak pidana umum vang dilakukan oleh militer
juga merupakan tindak pidana militer.'”*

Sementara menwnt pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004, kriteria untuk menetukan kapan secorang anggota mililer diadili oleh
pengadilan Militer atau Peradilan Umuen didasarkan pada fitik berat
kerugian vang ditimbulkanaya. Apabila fitik berat kemigian terletak

Wrpid
2 ibid.
= Hery Cahyouno, op. cit., bal. 4
124 s
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pada kepentingan militer, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di
linpkungan peradilan militer dan iika titik berat kerugian terletak pada
kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan i
lingkungan peradilan umum, Kriteria yang beragam untuk menentukan
“tindak pidana militer” dan “tindak pidana umum”™ akan membingungkan
prakiek peradilan dan dikhawatirkan terjadi penerapan hukumn yang tidak
seragam.'”

Sefain kaiian substantive, kajian espek struktur jugs amat
penting urituk merubah peradilan militer, karena lembaga peradilan den
kompetenst peradilan militer merupakan bagian {(sub sysiem) dari
keseloruhan sistem kekuasaan kehskiman (sistem penegakan hukum),
maka seyogyanya dilakukan kajian menychauh terhadap keseluruhan
struktur kelembagaan dan kewenangarvkekuasaan kehakiman di bidang
hukum pidana (vang biasa disebut denpan istilah “system peradiian
pidana terpadu” atau “integraied criminal justice system”).!®

Reformasi system peradilan (penegakan hukum pidana) militer,
pads hakikatnya merupakan bsgian dad ide pembabaman hukam {(faw
reform).  Pembazharuan hukum tidak hanya mencakup “pembaharan
substasi hukom™ (legal substance reforns} dan “pembaharuan struktur
hukum” (legal struciure reform), tctapi juga “pembaharuan budaya
hukem” (legal culture reform).  Oleh karena itu pembaharuan systcm
hukum pidana militer, harus juga disertai pengkajian budaya hukum
militer, yang antara lain mencakup pembaharvan aspek budaya perilaku
hukum dan kesadavan hukum yang terkait “budaya militer” dan
pembaharuan aspek pendidikan/itmu hukum militer.™’

5 thid hal. 14
128 Barda Nawawi Arif, op. cit., hial. 10
22 rhid.
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BABIV

PERADILAN MILITER PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TNI

4.1.  Ruang Lingkup

Badan Peradilan Militer merupakan salah saly lembaga vang diber
kewenangen mengadili sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman, Bila dikaitkan dengan wujud Indonesia sebagal Negara Hukumy,
maka tak terkecuali Badan Peradilan Militer harus berfungsi mencgakkan
keadilan tanpa ada keterpthakan kepada pihak manapun.

Banyvak kritik dilontarkan terhadap keberadaan Peradilan Militer, Beberapa
kalangan menychutkan Peradilan Militer scbagat Lembage Peradilan yang banyak
melakukan prakiek impunitas. Peradilan Militer disebut-sebut sebagai peradilan
yang sama sekali tidak bebas dan sangat memihak kepada kepentingan maliter,
Saat ini peradilan militer dapat dikatakan bagai berada di sebush persimpangan,
cksistensinya selalu menjadi perdebatan dan perbincangan. '

Menanggapi hal tersebut, penulis berpendapat babhwa Peradilan Militer
tidak bisa dihapus sama sekali. Peradilan Militer tetap diperiukan keberadaannya
untuk menegakkan hukum khusus bagi anggota militer. Peclu perbatian bahwa
militer sangat berbeda dengan masyarakat pada urmumnya, pola pendidikan militer
membeniuk cara berpikir, bertindak dan bersikap mercka menjadi sangat khas dan
bersifat pragmatis menyesuvaikan dengan tuntutan tugas pokok scbagai penjapa
kedaulatan negara, karena itulah bagi militer periu 2da hukum vang Khusus yakni
peradilan militer dalam penegakkan hukum di lingkungan militer. Meskipun beda
fuas yuridiksi, hukum acara dan kewensngannya, hampir di seliap negara
peradilan milifer ada dan diahwr scbagal salah satu lembaga peradilan di negara

7 Afandi, op. et hal 1
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tersebut. Kritikan terhadap pelaksanaan peradilan militer tidak sepenubinya salah.
Untuk mencegah praktek unpunitas atas nama kepentingan militer perlu dilakukan
berbagai pembenahan terhadap peradilan militer,

Landasan dalam rmelakukan pembenahan atau perubahan Undang-Undang
Peradilan Militer berawal dari ide dasar pemikiran reformatif dan arah atau garis
politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR/VIV2000 dan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional kndonesia.  Dilihat dan sudu
kebijakan pembaharuan atau pematsan ulang keseluruhan tatanan hukum pidana
militer, masth patut dikay ulang apakah tepat jika saat ini yang diperbaharui
hanya Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer."

Pembaharuan  sistem hukum pidanz militer, seyogyanya mencakup
pembaharuan integral (sistematik) yaito perubahan keseluruhan sub sistem yang
meliputi, aspek substansi hukum {(fegal substace), aspek struktur hukum {fegal
structure} dan aspek budaya hukum (legef culture). Dalam kondisi sistem hukum
yang berlake saat ini, apabila yang divbsh hanys Undang-Undang Peradilan
Militer (UU No 31 Tahun 1997} vang lebih banyak mengatur aspek
struktur/kelembagaan peradilan (kompetensi/junisdikasinya) dan hukum scaranya
saja, berarti baru melakukan parsial yang dapat menimbulkan masalah. -

Pembenahan peradilan untuk anggots mililer sebagai suatu sistem peradilan
pidana seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif  harus tertuju kepada
ketiga komponen system hukum yang terdiri dari substansi hukum, stroktur
hukuer dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, upaya untuk reembatasi
yuridiksi peradilan militer hanya terhadap tindak pidena militer meropakan salah
satu langkah pembenahan terhadap kineda Peradilan Militer. Upaya tersebut

¥ Hikmehanto Yuwana, “Wacana Kewenangan Peradilan Militer Dalam Perspektif
Law and Development”, (Makalah disampaikan pada Wisada Sagjana dan Pascasarjans STHM,
Jakarta, Nopember 2005}, hal. 2.
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dimaksudkan untek mengembalikan Peradilan Militer terhadap fungsinya, yaitu
menegakkan hukum militer. Diharapkan apabila angpots militer yang melakukan
tindak pidana umum diadili di peradilan wmum, maka jalannya proses persidangan
dalam mencntvkan salah benamya anpgota militer tersebut dapat lebih obyekuf
dan transparan, Karena dilakukan oleh para Hakim sipil yang tidak terikat oleh
kedinasan militer, schingga tidak tunduk pada jalur komando dalam
kemiliteran. "

Pada sast ini, antara pemcrintah dengan kalangan legislatif telah terjadi
pervedaan pendapat dalam penerapan yuridiksi peradilan umum terhadap militer,
Pemerintah berkeinginan untuk letap menerapkan yuridiksi peradilan militer
terhadap anggota militer, baik vang melakukan tidek pidana militer atau tindak
pidana umum. Hal tersebut berarti bahwa pemenntah tetap melakokan pendekatan
jurisdiction ever person'dalam menentukan kewenangan peradilan militer.

Sedangkan para akademisi darl kalangan legislatif menghendaki pendekatan

Jurisdiction over offense’™

terhadap kewenangan peradilan militer.

‘Terhadap perdebatan tersebut penulis berpendapat bahwa sikap pemerintah
tidak pada tempatnya. Perdebstan demikian seharusnya ada pada saat menetapkan
Undang-Undang Nomoer 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indenesia,
khususnya pada pasal 65 ayat (2) . Pada saat ini secara yuridis formal penundukan
anggota militer terbadap yuridiksi peradilan vmum dalam bal melakukan tindak
pidana umum felabh memiliki dasar hukum yang kuat, Dalam tatanan makro,
reformasi peradilan militer tersebut merupakan amanat rakyat yang telah

digariskan oleh Ketetapan MPR Nomor : TAP/MPR/VIV2060 dan telah

¢ Barda Nawawi Arif. op. of?, hal. 31

B fadillah Agus, Kafian Kritis Terbadap RUU Tentong Peradilon Mifiter, Makalah
Dalam Buku Penatass Keramgka Regulasi Keamanan Masional, (fakaria : Propamia [nstitule,
20063, hal. 83.
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diundangkan dalam Undang-Undang Momor 34 Tahun 2004 tenlang Tentara
Nasional Indonesia,

Disamping i, pepundukan anggota militer terhadap yuridikst peradilan
umwm dajam hal melakukan tindak pidana umum, merupakan wujud dar azas
perlakuan vang sama di depan hukum sesual dengan oin Negarg Hukum yang
diznut oleh Indonesia. Hal tersebul merupskan langkah maju dalam duma
peradilan militer,

Saat ini yang perlu dilakukan adalah mengkail kesulitan-kesulitan yang ada
dalam penerapan yuridiksi peradilan wmum terhadap peradilan militer vang
melakukan tindak pidana umum dan mencard solusinya. Artinya ketentuan pasal
65 ayat {2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia bukan merupakan hal yang ditawar-lawar lagi, lelapi kendala dan
kesulitan dalam penerapannya dicari jalan tengah dan solusinya serta dibuatkan
aturan normatifnya sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Dari uraian yang disampaikan, untuk selanjuitnya adalah pembahasan
dengan susunan pengadilan militer serta permasalahanya berikut penyelesaiannya,
sebagai berikut :

4.1.1. Suvsunan Pengadilan

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelalsana

kekuasaan kehakiman di Hogkungan Angkatan Bersenjata (sekarang TND

vang peleksanaannya borpuncak pada Mahkamah Apung  schagai

Pengadilan Negara Tertinggl, Undang-Uadang Nomor 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer Pasal 12 merumuskan babwa Pengadilan dalam

hingkungan Peradilan Militer terdiri dari;

i. Pengadilan Militer

2. Pengadilan Militer Tinggl
3 Pengadilan Militer Utama
4. Pengadilan Militer Pertempuran,
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Masing-masing tingkat pengadilan tersebut di atas mempunyai kekuasaan
yang berbeda vang diatur Pasal 42 sampai dengan Pasat 43 UL Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4.1.2. Hal-hal vyang menjadi dasar pemikiran mdsyarakat yang
menghendaki militer tunduk pada peradilan umum dalam melakokan
tindak pidana umum.

L. Asas Equality Before The Law

Militer , oleh sebagian masyarakat Indonesia dinilai sebagai
institusi yang eksklusif yang tidak sama kedudukannva dalam hukum
dengan wargs negara lainnya. Anggapan ini merupakan salah satu yang
mendasari masyarakat (civil society] menghendaki agar militer tunduk
pada Peradrlan Umum datam ha! melakukan tindak pidana umum,
Sementara masyarakat militer mengangpap peradilan militer diperlukan
oleh militer sebagal sarana meningkatkan dan membina terus disiplin bagt
militer dan oleh karemanya diperlukan kekhususan bagl masyarakat
militer.
Dengan adanya beberapa Peradilan di Indonesia Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2004 pada Pasal 2 mengatur adanya :

a.  Peradilan Umnum

b.  Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Pengadilan Tata Usaha Negara
€. Mahkamah Konstitusi
Masing-masing peradilan di atas mempuonyar yuridikst dan yustisiabel
vang tersendiri. Bahkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 24 telah memberikan landasan bahwa asas equality before the law
tidak mutlak dianut. Dengan demikian tunduknya militer pada peradilan
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militer bukan karena militer merupakan institusi yang eksklusif tetapi
memang sistem hukum kita memungkinkao hal tersebut.

2, Kekhawatiran Terjadinya Impunity Bagi Militer Yang Melakukan
Tindak Pidana.

Kecurigaan ini berpangkal tolak pada keberadaan Papera dalarn Sistem
Peradilan Pidana Mililer yany oleh masyarakal disnggap sebagai
resistensi berlekunya Pidana Militer. Kekhawatiran int fidaklah mendasar
karena kewenangan Papera diatur dalam undang-undang dan untuk
perkara tindak pidana pidana yang diatur desgan undang-undang tentu
akan disarankan oleh Oditur scbagai findak pidans pula (vide pasal 123
Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997). Berdasackan kekhawatiran di atas,
perlu diperhatikan bahwa salah satu kewenangan Papera yang berkaitan
dengan masalah hulkkum adalah kewenangan Papera dalam hal penutupan
perkara.

Penjelasan pasal 123 ayat (1) huruf b dirumuskan bahwa perkara ditstup
demi kepentingan hukum dengan alasan :

a. Tidak terdapat cukup bukti

b. Bukan merupakan tindak pidana

¢ Perkara telah kadaluarsa

gd. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia

e, Nebis in idem

f Maksimum denda telah dibayar

g Pengaduan telah dicabut {dalam delik aduan).

Kewenangan Papera ini diatur juga dalam KUHP dalam Bab VI
tentang hapusnya kewepangan menunfuf dan rmenjalani pidana dengan
demildan merupakan sistern peradilan pidana {umum). Sedangkan untuk
alasan penutupan perkara demi kepentingao vegara, demi kepentingan

masyarakat/umum, demi kepentingan militer.
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Lebih fanjut diater pula, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
antara Oditur dengan Papera, apakah perkara tindak pidana digjukan ke
Pengadilan atau tidak, maka akan diselesatkan oleh Pengadilan Militer
Tingkat Utama. Pengadilan Militer Tingkat Utama pada saat ini telah
memjadi  bagian dari Mahkamah Agung batk secara organisatoris.
adntinistrasi das finansial, yaitu institust sebagai lambang supremasi
hukum (vide Keputusan Presiden Nomor 36 Tshun 2004 tentang
Pengalihan Urganisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TN ke Mahkamah Agung RI).

Dari uraian di ates, dalam hal kewenaongan Papera ini perlu
diawasy lebih maksimal, jika perlu secara normatif diatur sanksi
pelangparan yang teriadt sehubungan tupas Papera.

3.  Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Militer Lebih
Ringan.

Timbul tuduhan bahwa Peradilan Militer digunakan sebagai sarana
untuk menghukum dengan pidana yang rendah atau untuk melindungi
pelaku kejahatan oleh atasan atau komandannya.

Para aktivis Hak Asasi Manusia serta para anggota Lembaga
Swadaya Masvarakat (Non Government Orgonization} di Indonesia
secara nyata juga menyampaikan bahwa tidak ferungkapnys para penjahat
Hak Asasi Manusia, seperfi kasus Semanggi, Tanjung Prik, adalah
contoh yang disnaksudkan mercka, sebagai contoh praktek perlindangan
Atasan atan Komandan dalam proses peradilan militer yaitu dilakukan
dengan memilih kambing hitam atau korban yang dapat dipasang sebagai

penyelesaian masalah.
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Menanggapi hal tersebint, Kepala Pengadilan Militer 11-08 Jakarta,
Anton R. Saragih mengatakan bahwa penjatuhan sanksi/ pidana tidak
dapat dipukul rata harus sama, selalu terjadi disparitas didasarkan pada
tngkat pemshaman Hakim terbadup kasus yang sedang disidangkan
dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakal. Karena bapt anggota
mililer apabila dijatuhi sanksi pidana tiga bulun lebih, mungkin dianggap
ringan oleh masyarakat, dapat dijatuhi pidana tambahan bemapa
pemecatan yang merupakan pidana yang paling berat dibandingkan
pidana lainnya (kecuali pidana mati). Karena bagi militer hukuman fisik
sudah merupakan hal yang biase, namun pidana tambahan dipecat akan
menyangkut masa depan hidupnya dan keluarga, barga difinya dan
kehormatan serta martabataya. Oleh karena #u tidak satupun militer yang
dijatuhi pidana tambahan dipecat tidak mengajukan upaya hukum.'>
4. Peradilan Militer Tidak Transparan

Pernvataan tidek transparan perlu dicermati, jika perlu diadakan

penelitian terlebih dahulu. Apabila masalah transparasi banya berkaitan
dengan kehadiran masyarakat sipil untuk menilat apakah pengadilan
dijalankan sesuai dengan kaidah hukum (Hukum Acaxa Pidana Militer)
yang ada, mska pandangan tersebut fidakizh benar, karena hal ini
bukanlah kesalahas sub-sistem atau komponen SPP, khususnya
pengadilan militer, karena realitanya sidang pengadilan militer terbuka
untuk umum dan bukan umtuk anggota militer saja, kecuall perkara
kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, sebagaimana diatur
dalamn Pasal 14] ayat (2) UU No 31 Tahun 1997,

" wawancara dengan Kepala Pengadilan Milier [1-08 Jakarta, Kol. Chk. Anton
$_ Saragih, di Pengadilan Militer {188 Jaketa, 1 Mai 2605,
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Sedangkan tata tertib, pemerikssan atau penggeledahan
oleh petugas keamanan bagl pengunjung yang akan mengikut
jalannva sidang, seringkali membust masyarakat sipil enggan

mengikuti jalannya sidang.”™

Sementara hal tersebut merupakan
keharusan vang teloh ditentukan undang-undang, dan lebib bersifat
schagal menjaga tata tortib untuk keemanan sidang {fu sendin.
seperti dilarang membawa senjatz apd, senjatz tajam alzu bendds-
benda fain  yang dapat membahayskan keamanan sidang,
schecalmeny diatur dalam Pasal 347 UU No. 31 Tahon 1997
tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian tudak scharusnya mengukur (rapsparasi
Sistem Peradilan Pidana Militer hanya dengan dibadint oleh
masyamakal sipil atau tidak dalam sidang peapadilan militer dalam
memriksa suatu perkara.

Budiarto menyasipatkan babwa sebelum diadakan sidang di
Pengadilan Militer II-08 Jakarta sering diupayakan publikasinya
dengan mengundang atau monclepon media massa baik cetak
maupun elekironik, tetapi mereka hanya hadir beberapa kali saja
selanjutnya tidak mau mettput fag, ™

Scharusnya vkuran iransparasi atan tidak dalam proscs
Sistem Peradilan Pidana Militer, kbususnya pada sub-sistem
pengadilan militer bukan divkur dari kehadiran masyarakat sipil
dalam sidang di pengadilan militer, ttapi apaksh pengadilan
militer telah dijalankan sesuai ketentuan dan prinsip-pringip hukum
acara pidana {(militer) yang ada atau tidak. Misalnya, apakah hakim

% Anton R. Saragih, /hid
Y% Wawancara dengan Mayor Sus Budisrio, Oditer Militer 1-08, di
Odinsrat Militer, Jakaria, T Mei 2008,
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menyatakan sidang terbuka untuk umum (untuk perkara biasa).
apakah terdakwa atau saksi dipanppil secara sah, apakah Hakim
memberi tahu hak terdakwa untuk didampingi penaschat hukum,
apakal terdakwa berbak memben keterangan secars bebas di muka
pengadilan, apakah halum  dalam menjashkan  vonis telah
mempertimbangkan fakia-fakia hokwn dalam persidangan, dan
lain sebagainya.

Dengan demikian, apabila ketentvan-ketentuan yang ada
sehagimansa lercantum dalam hukem acare pidans militer, yaity
terdapat dalem U Mo 31 Tahoa 1997 telab dilaksanakan oleb
Halam Militer, maka dapat dikatakan pengadilan militer telab
dijalankan sccara fransparan, tetapi apabila sebaliknya, maka dapat
dikatakan pengadilan militer dijalankan seeara tertutup.

5. Adanya Kemandinan dalam Profest Hakim.

Anggapan adanya infervensi dari atasen stsw komandan
identik dengan profil peradilan militer di Indonesia. Tentu saja
anggapan terschut ditentang keras oleh pars penegak hukum pidana
militer, bahksn oleh militer #u  sendiri, Mereka balik
mempertanyakan apakab dalam sistem peradilan pidana pada
justisiabel peradilan wmum telah bersih dari intervensi dan
mengapa mafia peradilan masih merajalela. Pasca peraturan satu
atap dengan Mahkamah Agung RI bagi para hakim militer,
merupakan sohust terbaik bagi pro dan kenira entang kemandirian
para penegak hukum dalam justisiabel peradilan militer.

Tuntutan rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat
di atas, tentu bukanlah sesustu yang pasti benar dalam penilatan
aspek proses dalam persidangan pidana. Kemandirian profesi
seorang Hakim sangst diperlukan dalam penegakan hukum dan
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langkah pard penvusun undang-undang dengan meletakan para
hakim militer dalam satu atap denpan Mabkamah Agung RY adalah
suatu kemajuan tersendin bagi sistern peradilan pidana militer di
Indonesia, Campur tangan komandan atau atasan dapat terpangkas
secara crganisatoris, adminsitras dan finansial dalam sistery satu
atap. Badan Pembinaan Hukum TNI sebagai stal Panglima TNi
tidak lagr mempunyal kewenangan vyang depal mencampuri

kemandiran pata hakim militer,

4.2, Penerapan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Untuk  memperbaiki ¢itra militer di mata masyarakat, maka
pimpinan TNI merasa perlu untuk membentuk pradigma bam peran TNL
Militer mulai bersikap netral pada pemile yang dilakukan pasca
pemerintahan Orde Baru,  Militer mencabnt doktdn Dwifungsi yang
sclama ini disakralkan,  Militer mengurangi peran politik praktisnya
dengan mengurangt pamlak fraksi TNI dan membatasi keberadannya
hanya d1 DPR pusat. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia mervpakan Instrumen yuridis yang
diharapkan dapat menjadi titik pijak reformasi TNI.

Dalam vodang-undang tersebut selain reformasi peran TNI, salah
satu yang menjadi obyek reformasi adalah juga paradigma hukum militer,
dimana anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dinyatakan
tunduk kepada peradilan umum dan bukan lagi tunduk pada yurisdiksi
Peradiian Militer,

Undang-Undang Nomor 34  Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia tersebut telah berleku hampir Hma talun dari sejak
tanggal penctapannya Idealnya apa yang diatur dalam undang-undang

% Eep Sacfufich Fatah. Op.Cie him, 17
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terscbut, termasuk tentang penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap
militer {¢lah diterapkan dalam prakiek.

Namun demikian, hasii penelitian membukiikan babwa pasal 65
ayat (2} Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 belum diprakiekan, I
wilayah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2008 tiap l1abunnya tercatal terjadi kurang ichih 300 perkars
pidana. Semua perkara tersebul diselesaikan oleh Pengadilan Militer.
Demikian pula kasus-kasus di wilayah hukum peradilan militer yang
lainnya., Anggota militer tetap diadili di Pengadilan Militer.

Mampaknya penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor
34 Tahur 2004 masih belum dilaksanakan, meskipun kewenangan
peradilan umum terhadap militer telah diletakan secara yuridis formal
dalam suatu undang-undang, hal ini sesual dengan yang diatur dalam pasal
74 Undang-Undang Nomor 34 Talun 2004,

Dlari hasil wawancara dan pendapat-pendapat dalam bentuk naskah
tertulis seperii vang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengamati,
selidak-tidaknya ada tige pendapat mengenai penerapan  yurisdiksi
peradilan umurn terhadap militer.

Pendapat pertama menghendaki pencrapan secara penuh.  Arlinya
penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer dilakukan mulai
dari tahap penyidikan sampai pelaksanaan putusan. Mercka berpendapat
KUHAP berlaku untuk militer yang melakukan tindak pidana wmum.

Pendapat kedua menginginkan agar penerapan yurisdiksi peradilan
wnum terhadap militer dilakukan setelah adanya undang-undang khusus
yang mengatur acara peradilan umum untuk anggota militer. Golongan ind
menghendaki  adanya pongkajian  teriebih dahule untuk  penerapan

yurisdikasi peradilan umum terhadap militer.
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Pendapat ketiga justnu menghendaki agar Pasal 63 ayat ()
Undang-Undang Nomor 34 tidak dicrapkan.  Pendapat ini dikemukakan
oleh pihak pemerintah yang menghendaki apgar peradilan militer tetap
berpegang padn undang-undang yang lama, yakni Undang-Uandang Nomor
31 Tahon 1997 tentang Peradilan Militer.

Sebenarmya kurang tepat apabila ada pihak yang berpendapat
menghendaki keberlakuan KUHAD terhadap militer.  Perlu diingat babwa
satuan wihiter harus merupakan seats satuan yang utuh dan solid, oleh
karena itulah hanya ada sate komando dalam satuan untuk menjaga wnity
of command darl pimpinan satuan. Jika pihak lain di hear satuan diben
kewenangan untuk menyidik, menuntut dan mengadili tanpa ada
keterlibatan pimpinan satuan sama sekali, maka keutuhan satuan akan
terganggu. Terganggunya keutuhan satuan dikhawatirkan akan
menghalangi tugas-tugas satuan vang terkait dengan pertahanan untuk
kedaulatan Negara. Perfunya pimpinan satuan ikut serta dalam proses
peradilan anak bushnya, yakni sebagai penyeimbang agar proses peradilan
tidak merugikan kepentingan pertahanan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial semua
lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung, Pengadilan Militer saat ini
berkedudukan di bawah Mahkamah Agung. Panglima TN! hanya
mengatur pentbinaan personel, sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran
tentang intervensi komandan 1erhadap pelaksanaan persidangan maupun
keputusan pengadilan.

Pada saat ini untuk aspek kelembagaan telah distur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tabun 2004 tentang Kckuasaan Kehakimen dan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mengatur peradilan
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koneksitas, namun tidak mengatur peradilan individual terhadap prajurit
TNL. Artinya babwa undang-undang i belum mengatur tentang
kekuasaan peradilan umum sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor
VIMPR/2000 dalarm Pasal 3 ayat 4a, yailu peradilan bagi prajurit TINI
yang melakukan pclanggaran hukum pidana umum secara individual
Sedangkan di dalam Undang-Undang Peradidan Militer Pasal 9 diatur
tentang peradilan koneksitas dan peradilan individual bagi prajurit TNI
yang melakukan pelanggaran hukum militer maupun hukwmn prdana
w7

Dengan belum disturnya penundukan prajunit INI yang
melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan peradilan
umum secara individual oleh Undang-Undang Nomor 4 Tabun 2004, maka
bertolak dart Pasai 3 ayat 4b Tap MPR V12000, prajurit TNI harus
tunduk di bawah kekuasaan peradilen yang diatur dengan umdamg-
undang. Hal isg pun ditegaskan kembali dalam Pasal 65 Undang-Undang
No. 34 Tapuyn 2004. Hal ini berarti praiyit TNI masih tunduk kepada
peradilan individual yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun
1997.1%

Apabila ketentuan Pasal ¢ Usdang-undang Nomeor 31 Tahun 1997
dihapus akan tegadi kevakuman peradilan, karena amanat dalam Pasal 3
ayat 4a Tap MPR VII2000 tidak dapat dilaksanakan, dan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tidak mengatur tentang kekuasaan peradilan umum,
khususnya peradilap bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran
hukum pidana umum, ™

T Heru Cahyono, op. cit., hal 4.
 Ihid,
1% thid
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Aspek substantif tentang pelanggarap hukum pidana vmum oleh

prajurit TN selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer (KUHPM} , KUHP hanya meagatur suhyek orang pada
umomnye dan tdak mengetur subyek prajurit TNL ladi belum ada
undang-undang yang sccara khusus mengatur tentang prajurit TNI yang
melanggar hukum pidana unum. Dengan belum adanya perubaban, berarti
ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM masih berlaku, yang berbunyi schagal
berikut ;
*Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang
inl, yang dilakukan olch orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-
badan peradilan militer, diferapkan hukwm pidans umum, kecuali ada
peyimpangan-penvimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Normma hukum pidana materril yang saat ini berlaku bagi prajurit
THNI yang melakukan pelanpgaran tindak pidana wmum, telah diatur dalam
KUHPM. Hal im berarti Pecadilan Miliier yang menerapkan ketentvan
dalam Pagal 2 KUHPM, Tidak mungkin norma hukum pidena materiil
untuk prajurit TNI yang ada di dalam KUHPM diterapkan oleh peradilan
wrum.  Sepanjang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Militer
{KUHPM) betum diubeh, sulit untuk mengaplikasikan ide yang tertuang
dalam TAP MPR Nomor VIMPR/2000, untuk menundukan prajurit TNI
kepada kekuasaan peradilan wnom dalam hal pelanggaran hukum pidana
—

Adapun pendapat pemerintah yang mmghemiaki'agar pasal 65 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun ZQ{M tidak diberiakukap, perta
disikapi sebagai betilort, Dalam menyusun RUU ini DPR melihat dari apa
yang dilakukan, sedangkan Pemerintah melihat dari siapa yang melakukan

tindak pidana tersebut. Pemerintah scharusnya menyatakan tidak setuju

9 rbid, hal, §
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terhadap penerapan yurisdiksi peradilan urum terhadap mililer pada saat
menetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Temtara
Nasianéi Indonesta, Khususnya pada saat pembabasan pasal 65 ayat (2}
undang-undang tersebut.  Pada saal ind secara yuridiz formal penundukan
anggota militer terhadap yurisdiksi peradilan umum dalam hal melakukan
tindak pidana umum ielah memiliki daser hukum yveng kuat.  Dalam
tataran wakeo, reformast peradilan millter tersebul merupakan amanat
rakyat vang iciab digariskan oleh Tap MPR Nomor VIZMPR/Z000 tentang
Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Rl dan telah diundangkan dalam
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasionsl
Indonesia.

Penyusunan sistemi hukom pidana militer vang baru, seyogyanya
mencakup pula penyusunan secara integral seluruh sub sistemnya, vang
meliputi hukum pidana militer, hukom acara pidans militer dan aparat
penegak hukuranya, Apabila yang diubah banya Undang-{Indang Nomor
31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer, yang lebih banyak mengatur
aspek struktur/kelemibagaan peradilan dan bhukum acaranya saja, berarti
perubahian yang dilakukan masih parsial. "'

Perubahan parsial yang demikian dapat menimbulkan masalah,
mengingat Pasal 3 ayat 4a Tap MPR Nomor VIVMPR/2000 menyatakan
bahwa prajurit TNI tmnduk kepada kekuasaan peradilan wowmn dalam hal
pelangparan hukum pidana wmum, Tap MPR tersebut mengamanatkan
adanya dua norma bagi prajurit TN, yakni norma institesional yaifu
norme  fentang lembaga peradilan umum bagi prajurit TNI dan norma

substantif yaitu norma tentang pelanggaran hukam oleh prajurdt TNL'#

" tery Caliyouno, op. ¢ir., hal, 3
' phi
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Amanal Tay MPR Nomor VIIIMPR/2000 tersebut tentunya harus
dituangkan dalam undang-undang dan hal int berarti harus ada terlebih
dahutuy  undang-undang  institusional  yailu  undang-undang tentang
lemabaga peradilan bagi prajurtt TNl yang melangpar hukum pidana
umum, dan undang-undang substantif yaitu undang-undang tentang hukum
pidana niateriil bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum,'™

Keharusan antuk adanya kedua undang-undang i pun
diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tuhun 2004 tentang Tentarn
Nagionsl indonesia dalam Pasal 63 avat 2 yang menegaskan bshwa
prajurit tunduk kepada kekuasaan peracilan militer dalam bal melakukan
pelanggaran hukum militer dan twnduk pada kekussasn peradilan umum
dalam hal pelanggaran hukum pidana wmum yang diatur dengan undang-
undang.'**

Jika prajurit TNI akan ditundukan pada kekuasaan peadilan umum,
ada dua kemungkinan sistem peradilan pidana yang akan digunekan.
Pertama, apakah akan menerapkan sistem peradilan pidana umum secars
murni, khususnya untek proses penvidikan, penuntutan dan pelaksansan
hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, atau kedua, disusup suain
sistem gabungan, khususnya pada tahap penyidikan yang tetap dilakukan
cleh penyidik bagi anggota TNI yang saat ini berlaku, barn kemudian
berkas penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan, '

Dua kemungkinan tersebut masing-masing mennliki kendala. Pada
sistern pertama, proses penyidikan dan proses selanjulnya peranan
Komandan baik Ankum {Atasan Yang Berhak Menghulum) maupun
Papera (Perwira Penyerah Perkara) tidak masuk dalam sistem. Sehinggs

Y3 1hid bhal. 4
W4 thid
5 thid hal 8.
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aspek pembinaan terhadap prajurit  yang bersamgkutan dan peran
komando sebagai sendi kehidupan prajurit menjadi hilang dalam proses
peradilan bagi prajurit yang bersangkutan,'*®

Proses peradilan bagi prajurit yvang melanggar hukom harus dilihat
sebagai pembinaan bagi vang bersangkutan. Penyelengaraan persidangan
dalam lingkungan peradilan militer bukan semata-mata untuk memproses
dan monjatuhkan sankst pidans atas kesalahan yang dilakukan prajurit
TNI, tetapi lebih menekaokan pada aspek pembinaan dan juga kepeniingan
militer yang di dalamnya terkandung kepentingan pertahanan negara. Asas
penegakan hukum dalam sistem peradilan militer tidak semata-mats
didasarkan pada asas kepentingan hukum, tetapi juga asas kepentingan
militer dalam kaitannya dengan tugas pertahanan negara.'*’

Penyelesaian perakara pidana yang dilakukan oleh prajurit TINI
harus melalui Komandan Satuan karena prajurit TNI dilatih secara khusus
untuk menghadapi tugas-tugas yvang bersifat khusus untuk kepentingan
pertzhanan negara, sehingga harus distur dengan ketenptuan undang-
undang yang bersifat Khusus. Selain itm organisasi TNI dibentuk
berdasarkan pada asas kesatuan komandan {unity of commaand) schingpa
memudahkan pengendalian dan pengershan sauan. Oleh - karena itu
seorang komandan satuan harus tabu dimana keberadaan anak buahnya,
berbuat apa, termasuk dalam hal anak buahnya diproses dalam suatu
p»t:l“.".idil&n.”g

Pada sistem kedwa, adalah memadukan sistem peradilan pidana
umum dengan sebagian sistern peradilan militer, khususnya pada proses

penyidikan oleh pejsbat penyidik vang berlaku sekarang. Dengan

18 1bid, hal 9.
¥ thid
1% thid
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melibatkan peran Komandan selsku Atssan Yang Berhak Menghukum
{Ankum)} dan melibatkan Perwira Penverah Perkara (Papera) sebaga
bagian dari sistem. Kendala yang ada dalam proses ini adalsh dalam hal
pelimpahan  perkara oleh Kejaksaan sebagai penuntut umum ke
pengadilan, harus dengan surat keputnsan dari Perwira Penyerah Perkara
{Skeppera). Mcokamsme mi yang barangkeli akan sulit uniuk dapat
diterima sebagal bagian dari sistem peradilan umom.

Schaliknya penundukan anggota militer terhadap  yunisdiksi
peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidara umum. merupakan
wuiud dari azas perlakukan yang sama di depan hukum sesuai dengan ciri
Negara hukom yang diamst oleh MNegara Indonesia. Hal iferscbut
merupakan langkah maju dalam dunia peradilan militer, karena jika kuta
bandingkan beberapa negara maju ssje termmyata masih menggunakan
pendekatan Over The person bagi yurisdiksi peradilan militernya.™*

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan
berdasarkan atas kekugsaan belaka. Kalimat ini bisa kita jumpai dalam
Undang-Undang Desar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Dengan
dicantumkannya kalimat tersebut dalam Konstitusi Negara, maka Negara
Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sudah mendeklarasikan dir
sebagai negara hukun.

Implementasi dari hal tersebut, salah satu yang harus dilakukan
agar Negara Indonesia berwujud menjadi Negara Huokum sesval yang
diharapkan adalah menyusun badan peradilan yang bebas dan tidak
memihak, sesuat dengan ciri-ciri dari Negara Hukum,

Badan Peradilan Militer moerupakan salah sata lembaga yang diberi

kewenangan mengadili  sesuai  ketentuan  dalam  Undang-Undang

"*Tiarsen Buaton, “Peradilan Militer Di Amerika Serikat,” Advokast Hukum dos
Oparasi {Marct 2009} - 36,
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4.3,

Kekuasaan Kebakiman,  Bila kila kaitkan dengan wujud [ndones:a
sehagat Negara Hukum, maka tek terkecuali Badan Peradilan Militer harus
berfungsi menegakkan keadilan tanpa ada keberpihakan kepada pihak
IManapurn.

Dengan demikian akan lebih baik apabiia yurisdiksi peradilan
umum terhadap milifcr tetap diberlakukan, tetapi harus ada undang-
undang khusus terlebth dahulu yang mengator hukum acaranya.  Untuk
membuat  undang-undang khusus tersebut periu ada pengkajian
menyeluruh dengan memperhatikan kendala dan kerawanan yang mungkin

timbul akibat penerapan yurisdiksi peradilan vmum terhadap militer,

Kesnlitan-Kesulitan Datam Penerapasn Pasal 65 Ayat (2) Undang-
Undang Noemor 34 Tahua 2004
4.3.1, Aspek Substantif Hukuam

Peradilan  militer  tetap  diperiukan  kebersdaannya  untuk
menegakkan hukum khusus bagi anggota militer,  Militer sangat berbeda
dengan masyarakat pada umumnye, pola pendidikan militer membentuk
cara berfikir, bertindak dan bersikap mereka menjadi sangat khas dan
bersifat pragmatis menyesuaikan dengan tuntutan fugas pokok sebagai
penjaga kedaulatan Negara, karena itulah bagi militer perla ada hukum
yang khusus selain hukuem yang bersifat umum, dan juga perlu adanye
peradilan khusus yakmi peradilan militer dalam penegakan hukum di
lingkungan militer, Meskipun beda luas yurisdiksi, hukum acara dan
Kewenangannya,hampir di setisp Negara peradilan militer ada dan diatur
sebagai salah satu lembaga peradilan di negara tersebut, Kritikan terhadap
pelaksanaan peradilan militer harus disikapi dengan dilakukannya
pembenahan terhadap paradigma peradilan pidana bagi militer. Tetapi

bukan dengan menghapus peradilan militer sama sekali.

Universitas Indonesia
Tinjauan Yuridis..., Peni Saptaning Putri, FH Ul, 2009



L H

Yang perlu dilakukan saat ini adalah mengkaji kendala-kendala
yang ads dalam pencrapan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota
militer yang melakukan tindak pidana umum dan mencari solusinya.
Artinya kelentuan Pasal 65 ayal (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia bukan lagt merupakan hal
yang perlu ditawar-tawar, tetapi kendala dan  kesulitan dalam
penerapannya dicari jalan tengah dan solusinya seria dibuatkan aturan
normatifirya sebagai pedoman dalam pelaksanaan.

Pernbenahan peradilan untuk anggota militer sebagai suatu
system peradilan pidana seperti vang diungkapkan oleh Barda Nawawi
Aril harus tertuju kepada ketige komponen sistem hukum yang terdiri
dari substanst hukum, srtekiue hokum dan budaya hokum dengan
mengenali kendala-kendala yang pada masing-masing komponen
tersebut, ™

Dart aspek substanst hukum, upaya untuk membatasi yurisdiksi
peradilan militer hanya terhadap tindak pidana militer merupakan salah
st langkah pembenahan terhadap Kinerja Peradilan Militer. Upaya
tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan Peradilan Militer terhadap
fungsinya, yaitu menegakan hukwm militer. Diharapkan apabila
anggota miler yang melakukan tindak pidana umum disdili di
peradilan umum, maka jalannya proses persidangan dalam menentukan
salab benarnya anggoia militer tersebut dapat lebih obyektif dan
transparan, karena dilakukan oleh para hakim yang tidak terikat oleh
kedinasan militer, sehingga fidak tunduk kepada jalur komando dalam

kemilitoran,

Y Barda Nawawi Arif, op. oit. hal. 14
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Namun dernikian, kendala-kendala yang menyangkat aspek
substansi perlu terlebih dahulu dikenali untuk dikaji dan  dicar
solusinya, Kendala penerapan yurisdiksi peradilan umem terhadap
anggota militer nampaknya juga telah diprediksi pada sast penetapan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia. Terbukli dengan dicantumkannya Pasal 65 ayat (3).

Tetapi Pasal 65 ayat (3} bukanlah dassr hukum yang dapat
sccara terus inencrus dijadiken pedoman untuk mempertahankan
Jurisdiction aver person seperti saat in berlaku. Akan lebib tepat jika
Pasal 65 ayat (3) ditelapkan sebagai pasal transisi, sebelum perangkat
dan aturan nogmatif hukum acara peradilan umum terhadap anggota
militer ditetapkan. Lagi pula koniradiksi adanya, apabila di satu pihak
arnanat rakyat menghendaka agar yunsdikst peradilan urnum ditimdukan
terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, feapi di
lain pihek pasal vang bertentangan dijadikan dasar acuan justru untuk
menghambat keberlakuan Pasal 65 ayat (23 Undang-Undang TNL.

Selain itu, di dalam prakick juga ada kendala vang harus dicari
solusinya, Seperti dalam praktek sering tegadi perkars, dimana
seorang anggola militer melakukan tindak pidana snum dan tindak
pidana militer dalarm kurun wakiu yang bersamaan,  Dalam perkara
Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor PUT/H2-K/PM I~
D9/ADINVI/2005 Juncto. Putusan Penpadilan Muliter Tinggi - Jakaria
Nomor PUT/34-K/BDG/APMT-IVAD/X/2Z005  Juncie Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 31 K/MILZ2006.  Tersangka telah
melakukan tindak pidana umum berupa penyalahgunaan senjata api
vang melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951
Tentang Semata Api dan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa ljin
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Dalam Wakiu Damai Lebih Dari 30 Hari/Desersi yang mielanggar Pasal
B7 ayat (1) ke-2 jo. Avat (2) KUHPM,

Kedua tindak pidana ini saling keterkaitan safu sama lain,
dimana tindak pidana desersi dilakukan sebagal tindakan lanjutan dari
tindak pidana umum yang dia lakukan, yakni agar terhindar dari jeratan
hitkun.

Tindak pidana umum yang tersangkas lakukan mengancam
ketertiban umum, karcna dengan beredamya senjats di tangan yang
tidak berhak, dikhawatirkan senjata tersebut digunakan untuk
melakukan Kkeabatan lain yang membahayakan masyarakal dan
mengancam jiwa orang yang tidak bersalah. D1 lain pihak, kepentingan
ailiter juga dirugikan, karena tersangka meninggalkan dinas tanpa {jin
dalams waktu damai lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut
sementara tenaga dan keahlianmya diperlukan oleh dinas kemiliteran.

Datamn perkara tersebut, jika kita berpedoman terhadap pasal 65
ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia terdapat dua wyurisdiksi pengadilan yang harus
diterapkan ferhadap tersangka. 131 satu pibak tersangka harus menjalani
persidangan i Pengadilan umum, karena telah melekukan tindakan
yang merupakan tindak pidana umum, Sedang di lain pihak tersangka
Juga harus diproses di peradilan militer karena melakukan desersi.

Pemisahan proses dalam perkara tersebut bisa saja dilakukan.
Tetapi hal tersebut jelas tidak memenuli azas beracara secara murah
dan cepat. Disamping itu, apabila proses penyelesaian perkara dipisah,
maka terjadi duz proses hukum terhadap tersangka yang dikhawatirkan
salin bertentangan satu sama lain keputusannya.

Selain kendala dalam prakiek peradilan seperti divraikan di atas,
ada teori yang menyatakan bahwa penerapan pendekatan jurisdiction
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over affences harus memperhatikan status pelaku apakah militer atau
sipil, tempat terjadinya pelanggaran atau kejadian dan ada tidaknya
hubungan antara perbuatan dengan perintah kedinasan. Teor ini dalam
praktck mungkin saje dijadikan pedoman oleh para pencari keadilan
dalam menyelesaikan perkara, schingga akan menambah panjang
jalannya proses penvelesalan perkara dan kemungkinan menimbulkan
praktek peradilan yang fidak seragam.

Jika berpegany ierhadap teorl di atas, maka perkara Pengadilan
Militer 11-08 Jakarta Nomor: PUT/LI/K/PM.TI-08/A /172006 harus
diselesaikan melalul pengadilan militer, karena subyek pelaku dan
korban adalah anggota militer serda facis delicti terjadi di kesatriaan
militer.

Disamping ftu  dalam menerapkan yurisdiksi peradilan umum
atas angpofa militer periu pula diperhatikan kepentingan yang dirugikan
apskah cenderung kepada kemgisn kepentingan militer atau
kepentingan umum. Penundukan anggoia militer vang melakukan
tindak pidana terbadap yurisdiksi susty peradilan ferfentu yang
didasarkan kepada kepentingan yang dirugikan kita jumpai dalam
peniclasan Pasal 24  Undang-lindang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kckuasaan Kehakiman , yakni dalam penentuan peradilan bagi perkara
kongksitas.

Mencermati atoran, prakiek dan teor] di atas, maka jelas akan
terjadi pluralisme penerapan yurisdiksi over offenses.  Pendekatan
yurisdiksi over offenses temnyata tidak dapat secara mumi dilakukan.
Benturan antar yurisdiksi akan tegjadi. Mengantisipasi hal fersebut,
maka penulis mengusutkan agar ada aturan normatif yang mengatur hal
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tersebut secara jelas  apabila terjadi benturan antara  yunsdiksi
pengadilan militer dengan pengadilan umum, '

Dari aspek substantif, kendala lain yang mungkin timbul dalam
pencrapan ywrisdiction over offence edalah  adanya benturan amtar
ketentuan  hukum. Seperti misalnya bila kita teliti ada beberape
perhuatan pidana yang distur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer maupun dalam Kitab Undang-undang Hokum Pidana
Unram.

S.R. Sianturi membagi tindak pidana militer menjadi dua bagian,
yaity » 12
1. Tindak pidana militer mumi (dalam literature Belanda di

sebut sebagai zuilver militaire delict'™

) yaitu tindakan-tindakan yang
pada prinsifnys hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena
keadaannya yang bersiiat khusus atau karena suatu kepentingan militer
menghendaki tindaken tersebut ditentukan schagai tindak pidana
Contoh tindakan ini, yakni kejahatan desersi (Pasal 87 KUHPM]},
meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM) .

2. Tindak pidana militer campuran {dalam literature Belanda
disebut sebagai gemengde militaire delict) g yaily tindakan vang pada
pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undanpan lain karena
mervpkan tindak pidana umum pamun diatur kembali dalam KUHPM

karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya

! Fadilah Ages, “Kajian Kritis Tedhadap RUU Peradilan Militer”, Makalah
dalar buku Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional, {Jakarta @ Propatria
Institute, 2006), hal. 17.

2E Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia,
(akarta : Alumni AHM PTEM, 1991), hal. I6.

' A. Mulys Supaperwata, Hukum Acara Peredilan Militer, (Bandong:
Alumnnus Press, 2807, hal 88,

™ tbid,
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sesuaiu yaog lain schingga diperfukan ancaman pidana yang lebih berat
dari ancaman pidana semula sebagaimana diatur dalam pasal 532 KUHP.
Contoh-contoh dari tindak pidana campuran misalnya: seorang
militer yang ikut sorta melakukan pemberontakan diatur dalam Pasal 65
KUHPM yang pada iptimyz juga diatur dalam pasal 108 KUHP
Perbedasnnyn hanya dari sudut subyek pelaku sajs, dimana pasal 108
KUHPM mengatur pemberontakan oleh seorang militer.  Kemudian
pasal 362 KUHP dan pasal 140 KUHPM yang mengatur tindak pidana
yang sama yailu percurian, yang membedakannya adalah Jocus delicti,
Dalam pasal 362 tidak disebutkan suatu Jecus delicti tertenty, sedangkan
pasal 140 menyebutkan “kediaman atau perumaghan yang diperclehnya
dari swatu kekuasaan umum” sebagsi locus delicti perbuatan. '
Sebelumnya tidak ada permagelashen mengenal adanya tindak
pidana campuran ini, karena pasal manapun yang ditcrapkan perkara it
tetap diadili oleh Pengadilan Militer Dengan berlakunya penundukan
yurisdiksi peradilan wmum terhadap militer, maka kemungkinan akan

terjadi beda imterprestasi'™

tentang ~ hukum manakah yang akan
diterapkan? Apakah norma yang ada di dalamn KUHPM atau norma
hukum pidans umuam  dengan mengingat felah adanva  aturan
penuadukan yurisdiksi peradilan urnum terhadap militer.

Dengan demikian perbedaan pandangan mengenai hukum yang
diterapkan akan terjadi. Apalagi kalau sudut kepentingan menuntut hal

tersebut.  Darl pihak tersangka atau penasehatnya akan mencari celah

" Beberapa serjana hukum merasa tidak perfu adanya pengsturan tindak
pidans pencurian sesuai wreian pasal 140 KUHPM.  Pasal 362 KUHP dirasa tefah
cukup pntak wenghukum anggota militer yang melakukan lindak pidana pencurian,
karens pasal 362 KUHP yang bersifst umum, schuogga dapat menceksp perbuatan
peacurian oleh snggoty miller di tempst kedioman wlay perumahan yang diporeleh
berdasarkan kekuasaan umum. EY. Kanter dan S.R. Slunturd, op.cit, hal 402,

¢ & Wiulya Supaperwata, op.cir. hal. 94

Universitas Indonesia
Tinjauan Yuridis..., Peni Saptaning Putri, FH Ul, 2009



hukum yang dapat meringankan hukuman tersangks. Dengan demikian,
tersangka melalut penasehat hukumnyz akan berpendapat bahwa
Pengadilan Umumiah yang berwenamg mengadili tersangka, karena
tersangka wlah melanggar KUHP bukan KUHPM yang ancaman
hukumannya lebih berat,

Disemping kendala substantif di atas.  pencrapsn yurisdiksi
peradilan umumm terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana
umum. memmbulkan  pula benturan antara hukum pidana umum
dengan  hukum displin militer yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 26 Tahun 1997

Dalam hukum disiplin militer dikenal pelanggaran displin tidak
murni, yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak lebih dari tiga bulan.
Untuk jenis tindak pidana tersebut perlu penegasan ulang, apakah akan
tetap dijadikan scbagar pelanggaran disiplin tidak mumni, schingpa
menjadi kewenangan Atasan Yang Berhak Menghulcam (Anlonn) untuk
menyelesaikannya, atau dikembalikan sebagai tindak pidana umum

Mepurat Barda Nawawi Arif  kerdala pencrapan vurisdiksi
peradilan umum  terhadap militer juga terlihat pada permasalaban
sebagai berikuk 7

“Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa tindak pidana yang tidak
tercanturn dalam Kitab UU ini {(maksudnys KUHPM), yang ditakukan
oleh orang-orang yang tunduk pada kekoasaan badan-badan peradilan
militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan
vang difetapkan dengan UUU.  Jei berarti hukum pidana materil yang
saat ini berlaku bagi prajurit TNI vang melakukan tindak pidana wnum
{pelanggaran hukum pidana ueoem) seperti discbut dalam pasal 3 {(4a)
TAP MPR VII2000, diatur dalam KUHPM. Ini berarti, Peradilan
Militerlah yang menerapkan ketentuan dalam pasal 2 KUHPM it

"7 Barda Nawawi Arif, op. ¢if., hal 8.
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Tidak mungkin norma hukum pidana materiel untuk militer/prajurit TNI
yang ada di dalam KUHPM, Diterapkan oleh PU (Peradifan Umum).”

Menurut Bards Nawawi Arif, sepanjang hukom pidana materil
{KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikastkan ide atau “putusan
polittk” yang tertuang dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,'™

Upaya untuk membenahi aspek substantive Hukum Pidana
Miiiter baik aturan formal maupun materil guna penegakkan vurisdiks:
peradilan wmum terhadap anggota militer, nampaknya periu diternpub
untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul, sehingga diharapkan ada
suatu sinkronisasi substandif antara atwan peradilan militer dengan
ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang forkait.

4.3.2.  Aspek Struktur Hukum

Peradilan militer bukan hanya milik militer dan bagi
kepentingan militer saja, melainkan milik masyarakat umum dan untuk
kepentingan masyarakat urnum pula, kepentingan yang lebth mendasar
adaleh ferkait dengan perlindungan hukum begi masyarakat luas,
schingga secara interpal perlu adanya sebuah paradigrmas baru bagi
system peradilan militer.

Pembentukan paradigma baru terhadap peradilan militer, harus
tertuju pula pada segi struktur system peradilan militer.  Saat ini vang
sedang dilakukan adalah menggodok Undang-Undang Peradilan Militer
(bagi anggota yang melakukan tindak pidana militer). Namun bhal ity
dinilai oleh beberapa kalangan tidsklah cukup. Perlu pula ditentukan

W Ihid.
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Undang-Undang tentang Aparat Penegak Hukum bagi militer yang
melakukan tindak pidana umum.'”

Dalam hal ini perlu dikaji apakah dengan kefentuan
penundukan yurisdikst peradilan umum terhadap anggota militer perlu
adanya revisi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum pidana, baik
penegak hukum pidana smum maupun penepak hukoem pidana milier.

Peradilan bagi anpgota militer yang melskukan tindak pidana
adalah sustu sistem peradilan pidana, yang di dalamnya (crdapat
komponen penyidik, penuntut umumi, hakim dan pelaksana putusan,
bahkan penasehat hukon. Dengan melihat peradilan terhadap militer
schagat suatu sistem peradilan pidana; maka Pasal 63 avat (2) Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan aturan yang belum tuntas,
karena belum ada aturan yang jelas mengenai siapa yang bertindak
sebagal pelaksana pemeriksaan pendshuluan  bagl  mililer  yang
melakukan tindak piiana umum,

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, komponen
peradilas militer adalab : Atasan Yang Berhak Menghukum (Apkum),
Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Polisi Militer sebagai penyidik,
Qditur Militer sebagai pepuntut wnum, Hakim Militer sebagal pemutus
perkara dan Lembaga Pemasyarakatan Militer sehagai pihak yang
melaksanskas putusan hakim.

Dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat {2) Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 teptang Tentara Nasional Indonesia, meka
struktur peradilan bagi anggota militer kembali menjadi perdebatan,
Terksit tunduknyz militer pada kekuasaan peradilan umum dalam hal

? Barda Nawawi , op. off,, hal, |1
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pelanggaran hukum pidana umum, maka ada dua kemungkinan
ketentuan yang dapat ditcrapkan.

Ada vang berpendapst bahwa dengan adanya penundukan
yurisdiksi peradilan umum terhadap militer, maka bagi anggota militer
berlaku  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) ini berart
polist berwenang menyidik anggota militer dan jaksa penuntet umum
berwenang melakukan penuntutan terhadap anggota militer.'®

Di lain pibak, terutama dari kalangan praktisi hukum miiiter,
kyrang sependapat mengenal hal fersebul, KUHAFP tidak serta merta
beriaku, saat Pasal 65 avat (2) Undang-Undang TNI diberlakukan.
Perlu ada kajian iebih lanjui, mengingal militer memiliki kelhasan
terkait dengan fugasnya menjaga kedaulatan Negara, Terutama
keberadaan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira
Penyerah Perkara (Papera) sebagai Atasan Tersangka yang mengerhi
untung rugt diadilinya tersangka bagi satvan fidak diatur dalam
KUHAPR '™

Kedua pendapat ity mempunyai segi positif dan segi negatifnya
masing-masing.

Penyidikan oleh Polri, misalnya, memiliki segi positif, krena
instansi kepoilisian yang tersebar sampat ke tingkat kecamatan,
sehingga memudahkan masyarakat pencani keadilaa untuk melapor atan
mengadu.'® Selain jtu penyidikan oleh Polri hampir dapat dikatakan
tidak ada masalah dalam segl teknis karena Polrt memiliki sarana yang

lengkap dan keahlian yang professional di bidang tersebut,

"pendapat ini disampaikan oleh Imparsial dan YLBHI, Memyn Purifikasi
dan Idependensi Peradilon Militer, Executive Sumvonry Imparsial, www prakarsa-
rakyat.org/downioad/Militerisme/Executive_Summary Permil 20 April 2000 doc

1 Hiasil wawancara dengan Mavor Sus Budiario, Oditar Militer 11-08 Jakanta

vaiya Sumaperwala, op. oft hal, 119,
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Tetapi di balik itu dikhawatirkan tirebul kerawanan, mengingat
Polri dan TNI memiliki beban tugas dalam bidang masing-masing,
Polri bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri.  Sedangkan
TNI bertangpung jawab dalam bidang perishanan demi kedaulatan
Nepara. Dua kacamata ni, yakni bidang keamanan dan hidang
pertahanan, mungkin saja memiliki persepsi yang berbeda terhadap satu
peristiwa terienty, terutama peristiwa-perigtiwa & dacrah konflik.

Disamiping itu, yang juga patut dipertanyakan apabila KUOHAP
diberlakukan terhadap militer adalah posisi Atasan Yang Berhak
Menghukum {Ankum) Sazat i berdasarkan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Alssan Yang Berhak
Menghukum memiliki kewenangan vang luas dalam penyidikan, Dalam
Pasal 1 point 9 Undang-Undang Peradilan Militer disebutkan bahwa

VAtasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang
mempunyal wewenang untuk menjatithkan hekuman disiplin menurat
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan
penyidikan berdasarkan undang-undang.”

Sementara itu KUHAP sama sekali tidak mengatur mengenai peran
Atasan Yang Berhak Menghukum dalam penyidikan.

Segi positif apabila Atasan vang Berhak Menghukem tidak
diberi ruang dalam bidang penyidikan adalah hilangnya kekhawatiran
skan adanya intervenst kepenfingan satuan dalam proses peradilan
militer. Namun segi negatifnya yakni dikbawatirkan terjadinya
benturan antara satuan tersangka dengan penyidik Polri, karena satuan
merasa dilangkahi dan dilanggar Unity OF Command dalam kehidupan
kemtliteran.
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Unituk mencegah benturan dan hilangnys kekhawatiran akan
infervensi satuan dalam proses perkara, ada baikmya dikajt kembali
masalah Responsibifitas dan akuntabilitas  aparat pencgak hukum
mifiter. Berfungsinya dengan baik stau fidaknya kineqa aparat penegak
hukum bagi anggota miltler, bukan karena ia dari Kalangan sipil atau
militer, tetapi dari bagimana Responsibilitus dan skuniabifitas aparat
penegak hukum tersebut.

Kekhawatiran terhadap kinerja aparat penegak hukum militer
dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan hal yang wajar, karena
aparat penegak hukum militer saat ini dijalankan ¢leh anggots militer
yang memiliki keterkaitan dinas dan komando ferhadap atasan dan
satuannya.  letapi dengan melihat kerawanan penyidikan anggots
militer oleh kalangan sipil, maka akan lebth baik apabila dilakukan
pembeharuan {erhadap  Responsibilitas dan akunigbilitas  aparat
penegak hukum militer tersebut.

Cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan menciptakan
semacarmn lembaga “Praperadilan™, kalangan Imparsial menyebufnya
sebagal Iﬁaka:zisme habeas corpus, dalam pemerikszan pendahuluan
anggota militer yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana
militer maupun tindak pidana umum. Deogan adanya lembaga
Praperadilan ini, dibarspkan public dapat memantau jalannya
pemerikszan pendahuluan.  Sebagal misal, apabila dalam proses
perkara Qditur Militer menyaranken kepada Atasan Yang Berhak
Menghukum  (Ankum} agar tersangka didisiplinkan, padahal
perbuatanoya memenuhi unsur tindak pidana, maka pihak yang
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dirugikan dapat mengajukan perkara praperadilan uniuk mengoreksi
saran oditur tersebut, 6

Dalam bidang penuntutan ade wacana agar Oditur Militer sceara
fumgsional pertanggungiawaban  kinerjanya  diletakkan di  bawah
Keiaksaan Agung.  Hal ini merupakan suaty jalan tengah, dimana
pemeriksaan pendahuluan tetap ditangani oleh personil militer, fetapt
lingkaran komando dalam bidang tugasnya diserahkap kepada iniitusi
sipil sehingga diharapkan ada pengawasan public terhadap para
oditurat dalam menjalankan fungsinya. '

Keteptuan demikian, sama halnya dengan keadsan peradilan
militer saat imi, dimana secara fungsional peradilan militer
bertanggungjawab terhadap Mahkamah Agung dan berada dalam satu
afap dengan Mahkamah Agung.  Ketentuan demikian sejalan dengan
sistem peradilan militer di beberapa Negars maiu seperii Amerika
Serikat dan Inggns, dimana semua perkara berujung peda Lembaga
Pengadilan Tertinggs di Negara tersebut. Di Amerika Senkat semua
perkara, termasuk perkara peradilan militer, diperiksa pada fingkat
akhir oleh United Supreme Court yang merupakan peradiian tertinggi
di Amerika Serikat.'®’

Langkah kedua adalah dengan memperbantukan Polisi Militer i
Kepolisian sebagi penyidik bagi militer yang melakukan tindak pidana
umum, dengan harapan kerawanan-kerawanan yang dikhawatirkan
apabila seorang tersangka yang berstatus militer disidik oleh polisi

tidak akan terjadi. Demikian juga halnya dengan memperbantukan

"2 YLBHI, Mewuju Purifikasi dan ldependersi pearadilan Mititer, Exsotif
Summiary  Imparsial,  www prkara-rakyat orgfdownloadid
Summary Permil, 20 Apri] 2009,

¥4 Fadilah Agus, op.cir,, hal, 71,

“Tiarsen Ruaton, foc. cif. , hal. 38

iliteriemelExeontive
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Polisi Milter,

16

Oditor Militer dan Hakim Militer i Komisi

Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor, untuk memeriksa dan

mengadili apabila ada prajunt yang melakukan tindak pdana korupsi.

Dengan memperhatikan uraian  di atas, pembaharuan aparat

penegak hukum militer dikaitkan dengan ketentuan responsibifitas dan

ckurdabilitasnya maka tersaji table sebagal berikut

Tabel 2.

Tindak Pidana Umum

Menurut ULl Ne. 31
Tahun 1997 Ttg.

Peradilan Maliter.

Aparat Penegak Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan

Pembaharuan

bertanggung jawab secars

Polisi Militer,
Dengan dengan  kemungkinan
pertanggungjawaban pengawasan dan
kepada Satuan Atas,yakni : | koreksi tindakan
POMAD POMALPOMAU | pemeriksaan
pendahuluan oleh
Lembaga Praperadilan
2. | Penuntutan Oditur ~ Militer ~ yang | Oditur Militer Yang

bertanggung  jawab

fungsional di  bawah | secara fungsional
Babinkum TNI Melalui | kepada Kejaksaan
QOditur Jendral TNI Agung RJ

3 Pengadilan Peradilan Militer Pengadilan Uhnum

4 Penpghukuman Tahasan Militer Tahanan Militer
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Aspek Kultural/Budaya Hukum

Reformasi sistern peradilan (penegakan hukum  pidana)
militer, pada hakikeinya merupakan bagian dari ide pembabarcan
hukue {{faw reform).  Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup
“pembaharuan substansi  hukum”  dan “pembabarvan  struktur
hukum”, tetapi juga persbaharuan budaya hukum. '

Oleh sebab ity melakukan pembaharuan peradilan militer dari
aspek subtansial dan struktur saja, tanpa melihat keberadaan aspek
koltural dikhawatirkan hanya akan menciptakan aturap mati yang
hanya bagus di atas kertas, namun banyek menimbulkan kendala dan
kerawanan dalam pelaksanzannya.

Usulan para praktisi hukum seperti Imparsial atau YLBHI
dalam pemperbaharui  peradilan militer hanya menggunakan
pendekatan normative saja, tanpa memiperhatikan  kerawanan-
kerawanan yang mungkin terjadi apabila institusi sipil dihadapkan
kepada institusi militer,

Perubahan drastis yang diusulkan nampaknya merupskan
kehendak untuk mengikuti sistem peradilan yang berlaku di Negara
lain. Pencangkokan hukum dari negara luar tidak bisa begitu saia
dilakukan, karena hukum vang baik di negara loar belum tentu baik
apabila dilakukan di negara yang menerima transplaniasi tersebut,

karena sedikit banyak pasti terdapat perbedaan antara satu negara

dengan negarg lain yang menyangkut, sosial, budaya, agama, sejarah

den lain sebagainya. Kesalahan terbesar pengambil kebijakan adalah

apabila melakukan trasplantasi hukum dan institusi dengan melihat

“Barda Nawawi Arif, op. cif., hal. §
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negara seolah berada dalam titik nol tanpa sejarah, dimana ide dan
nilai dimunculkan dalam kevakoman yang tidak melihat factor
sejarah dan factor sckeliling,'®

Terkait musalah di atas, maka meletakan militer di bawah
penyidikan polisi, dikbawatirkan menimbulkan kerawanan dimana
bukan fidsk mungkin aksn muncul perlawanan cieh tersangka,
bahkan mengikutsertakan kawan-kawannya atas dasar solidaritas.
Lebikh mengkhawatitkan lagi bila perlawanan tersebut dilakukan
dengan menyalahgunakan senjata yang ada padanya'®™

Fungsi keamanan dap fungsi perishanan bagaikan sisi pada
sebuah mata uang, yang dapat dibedakan saty sama lain, tapi
keduanys mempunyat kedudukan yang penting dalam membentuk
suaty keotwhan  Dalam praktek di Indonesia masih belum ada
batasan yang jelas  teotang pelaksenaan fungsi keamanan dan
pertahanan, Kita sering melihat bagaimans Militer dimintal bantuan
untuk fungsi-fungsi keamanan, Sebaliknya kita juga melihat polisi
ditugaskan di Bawah Kendali Operasi (BKO) institusi militer di
daerah konflik. Apabila militer diletakan dibawah penyidikan polisi,
dikhawatirkan ada gangguan terhadap keharmonisan hubungan kedua
belah pihak, seolah-olah fingsi vang satu lebih penting dari yang lain
atan seolah-nlah institusi yang satu berada di bawah kendali institusi
yang lain,

Dari sudut historis, militer di Indonesia tumbubh  dalam
kancah revolusi Perang kmerdekaan melawan tentara pendudukan.
Militer {elabh dengan setia mengawal Indonesia menjadi Negars yang

hikmgkamto Juwana, Wacans RUU Pemdilan Militer, www
dme.dephan. go id/Mhtmlantike2606/desember/21 1206%20wzcana_ o peradilan
militer.him - 12k

' Hikmahante Juwana, tbid.
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merdeka, Tapi di pertengahan jalan militer melihat peluang untuk
tampil ke panggung politik dengan mclihat lemahnya pemerintahan
kaum sipil. Pada akhimya terbangunlan corak pretorian pada militer
Indonesia yang terjaga dan terlembags selama berpuluh-puluh tabun,
sehingga seperti teori Alfred C. Stepan akan sufit militer ditundukan
pada hukum sipil. '*®

Pada saat ini TNI sudab mereformasi untuk menjadi tenlara
professional. Namun demikian tidek menutup kemungkinan corak
practorian masib mengakar pada beberaps prajurit dan elit TNI
mengingat begitu lama corak demikian terbentuk dalam kehidupan
militer Indonesia.  Guna mencegah dampak negatif dari corak
practorian int, maka pembabaruan  intemal TNI agar TNI berubah
dari prajurit pretorian menjadi prajunit professional masth pern
dilakukan agar supremasi sipil, termasuk dalam bidang peradilan
militer, dapat berialan dengan baik. Hal itu tidak dapat dilakukan
secara drastis, perlu masa transisi dan penanaman nilai yang
membutubkn waktu.  Dengan demikian, untuk saat ini, dengan
memperhatikan  hal-hal terurmal di atas, rasanya jalan tengah
pembaharuan peradilan militer merupakan  jalan terbaik, dimana
penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan dengan ketenfuan
pemeriksaan pendahuluan tetap diserahkan pada institusi kemiliteran
(polisi militer dan oditwrat militer) dengan pengawasan dan
pertanggungjawaban kepada institusi penegak hukum kalangan sipil.
Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kerawanan yang mungkin

"’ Trianto Subianto, Swpremasi Hukmm Dan Elsistensi Peraditan

Mitirer, Cetakan 1, (Jakarta : Puslithang Kersnsyarakatan dar Kebudayasn LIPL,
260613, hal, 53
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Ei

tmbul apabila pelaksanaan pemerikszan pendaheluan sepenuhnya
discrahkan kepada institusi sipil.
Perubahan Jenis Tindak Pidana Militer
44.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Wetbeek van
Militaire Strafrech) adalsh produk peninggalan Belanda. Pada saat ini
Wetboek van Militaire Strafrech tentu telah mengalami berbagai perbatkan
melalui proses amandemen di negeri Belanda, sedangkan di Indonesia
masth tetap berlaku dan belum pernah mengadami amandemen atau
perubahan,

Pasca berlakunya Undang-Undang Nemer 34 Tahun 2004 tentang
TNI di mana prajurit dinyatakan tunduk pada kekuasaan peradilan umum
dalam hal melakokan pelanggaran hukum pidana umum, saat im sedang
disusun amandemen terhadap Undang-Undang MNomor 31 Talm 1997
tentang Peradilan Militer  (sebagai hukum formil), maka tidak dapat
ditunda lagi untuk segera melakukan amandemen pula terhadap Kitab
Undang-Undang Hokum Pidana Militer {sebagat hukum militernya).

Oleh karena ifu berdasarkan pertimbangan kebutvhan praktis yattu
tunduknya militer pada persdilan umum dalam hal melskukan tindak
pidana umum, diperlukan perubahan pula mulai dari bukum materiii,
formil dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Momentum
perobahan menuju pembanpunan hukem yang lebib baik ini sebailmya
dipahami secara maksimal oleh seluruh bangsa Indonesia, schingga akan
tercipta Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu (Mmregrated Military
Criminal Justice System).

Tindak pidana yang akan dibahas disini tidak dirinci satu persatu,
tetapy hanya diberi garbaran atau kriteria seperti apa dan bagaimana
proyeksi cakupan tindak pidana dalam peradilan militer di masa depan,
sehagat berikut -
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a.  (Obyek Tindak Pidana

Scbaiknya tindak pidana yang akan menjadi yurisdiksi peradilan
militer, adalah bukan semua tindak pidana  sebagaimana  dilaksanakan
oleh peradilan militer saat ini, tetapi dibatasi hanya berkailan dengan
tugas-tupgas  kemiliteran, sepertt  disampaikan Prof Do Harkristup
Harkrisnowo, yaitu © "Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI
vang berkensan dengan jabatannya dalam kemiliteran.” Termasuk dalam
kategori ini juga tindak-tindak pidana yang akan memberikan dampak
pada kinena TNI, misalnya yang berkenaan dengan informasi atau
pendataan dalam lembaga, dan jupa yang dilakuken terhadap sarana dan
prasacana militer dibandingkan dengan hukum militer.”

Tindak pidana di atas dapat diartikan sebagai tindak pidana umum,
sepertt pencunan senjata, pencurian data militer, pembakaran/perusakan
gedung/instalas militer, juga tindak-tindak pidana khusus, misalnya
korupsi dalam hal pembelian alau utama sistem senjata (alutsista) atau
keperluan-keperiuan militer lainnya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat
militer dan lain sebagainya Tidak termasuk disini apabila tindak pidana
dilakukan tidak ada hubungan dengan tugas kemiliteran, sepertl mencur
uang milik kawannya di dalam markas kesatrian, atau melakokan
perbuatan asusila,

Pendapat lain disampaikan oleh Prof. Muladi berkaitan dengan
yurisdiks] peradilan militer, vaitu hanya mengadili perkara-perkara yang

I vedraitt, www Dispenay. Mil. Com
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khas militer, di mana orang sipil tidak dapat melakukannya seperti desersi
atau insubordinasi,'"

Sedangkan tndak-tindak pidana lain, seperti pencurian data
intelejen, korups: pembelian sarana-sarana militer, meskipun ada keitan
dengan tugas-iugas kemiliteran atau ada kaitan dengan jabatan, tetapi
bukan tindak pidana khas militer, di mana orang sipil juga dapat
meclakukannya, maka ini bukar dikatagorikan menjadi tindak pidana vang
menjadi yurisdiksi peradilan militer,

Sebagaimana pendapat dari kalangan sipil, kalangan militerpun ada
kesamaan fentang pengurangan atau perubahan kewenangan peradilan
militer atau dengan kata lamn ada penyempitan kewenangan, dari
kewenangan scroula yang mengadili semua tindak pidana, baik findak
pidana umum maupun tindak pidana {murni/khas) militer yang pelakunya
militer atau yang disamakan, schagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hanya saja tindak-tindak pidama itn selain berkenaan dengan
Jabatan atau tugas-tugas dalam kemiliteran, termasuk dalam kategori ini
juga tindak pidana yang akan memberikan dampak pada kineria TN, serta
tindak pidana itu dilakukan di markas/kesatrian,

Dengan demikian, obyek tindak pidana yang menjadi kewenangan
peradilan militerdi masa depan, adalah tindak pidapa baik tindak pidana
murni/khas militer maupun tindak pidana usmum yvang berkaitan dengan
tugas-tugas atau jabatan dalam kemiliteran,

b. Locus Delieti

Tindak pidana yang dilakukan di dalam markas/kesatrian atau

pangkalan dikatagorikan sebagai tindak pidana umum, misalnya

T thid
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perzinghan (Pasal 284 KUHP), tetapt dianggap dapat mempengaruhi
mental atau kekompakan pasukan yanp pada akhirmya akan mempengaruhi
kinerja kesatuan, Sebagaimana telah dinyatakan oleh Kadilmiltama
Kotonel CHK. Anthon R. Saragih sebagai berikut :
"Seorang prajurii misalnya, yang melakuken perzinahan dengan istr
sesamya prajurit di dalam asrama, selain dijatubi pidans pokok berupa
penjara juga harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas
militer, karena dilihar dani segl pembinzan apabila perbuatan seperti tu
tidak dipecal dari dinas militer akan merusak pembinaan personel di
kesaluan terutama kekompakan prajurit seria agar menimbulkan efek jera
bagi prajurit lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama.
Keinginan agar scmua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit
TNL di dalam markas tetap menjadi kewenangan peradilan militer,
diperfegas kembali oleh Kadibmiitama, yaitu :

“Tradisi keprajuritan sepertt cepat bersaksi, lo ssprit de corp, berani,
kesetiakawanan dan rela berkorban, menjadikan setiap prajurit {ebih rawan
dalam kecenderungan menolak bukan melawan terhadap orang lain (bukan
prajurit) yang masuk untuk menangan masalab-masalah yang menyangkut
prajurit ataw kesatuannya, lebih rentan lagi karena prajurit memegang
senjata.”

Pendapat yang hampir sama dan lebih rinct disampaikan dari
Departemen Perighanan Rl yaitu spabila ketentuan Pasal 65 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 34 Tzhun 2004 dibedakukan, maka perkara-
perkara vang menjadi kompetensi peradilan militer adalah
a. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUH?M
b. Tindak pidana umum yang dilakukan prajurit dalam dinas militer.
c. Tindak pidana vang dilakukan prajurit dalam markas, kesatrian,

asrama dan kapal/pesawat terbang,
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d. Tindak pidana ummum vang dilskukan prajurit dalam keadaan
darurat militer dan keadaan perang.

Kedua pendapat terakhir dapat dikatakan scbgai pengembangan
dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo, meskipun tidak disebutkan sebaga
locus delicti | tetapi apabila kemudian tindak pidana vang dilakukan oleh
prajurit tersebul {meskipun tindak pidana umum) akan mempengaruhi
kinerja pasukan, maka hal int pada akhirnya akan mempengaruhi kinegia
TNI waga,

Selanjuinya Departemcn Pertahanan berpendapal babwa vang
dimaksud dengan tindak pidama dalam KUHPM adalah  seperts
pemberontakan militer, desersi, insubordinasi, penadahan barang-barang
keperluan perang dan  lain-lain, serta  tindak pidana  seperti itu
dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja TNL

Sedangkan tindak pidana yang dilekukan prajurit dalam dinas
kemiliteran, dapat diartikan sebagai tindak pidana vang dilakukan dalam
pejabat, misalnya pejabat logistik diperintahkan untuk membeli keperluan.
keperluan kemiliteran, werayata kemudian dikorupsi.

Sementara itn Andi Harazah berpendapst lain berkaitan dengan
kewenangan peradilan, yang menjadi kewenangan peradilan militer
meliputi tindakan-tindaken vang dilakukan oleh militer “in action”.
Sebagai contoh seorang militer yang mendapat tugas operasi berdasarkan
surat perintab di daerah konflik. Militer yang dalam tugas operasi
tersetat, sekalipun dalam pakaian sipil dan di tempat wnum (& luer
asrama) melakukan tindak pidana perkosaan terhadap warga sipil, maka
bagi militer tersebut harus diadili di peradilan Militer.

Alasan militer diadili di peradilan militer juga termasuk militer in
action, karena militer yang dalam tugas operasi tersebut harus

mendapatkan sanksi pemidanaan yang lebih berat sebagal tuntutan
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kedisiplinan yang tinggi dalam menjaga keberhasilan tugas operasi,
Berbeda dengan seorang militer dalam masa damai dan tidak sedang
dalam tugas vang melakukan pencurian di pasar misalnya, bagi militer
tersebut harus dipidana di pengadilan umum, hakim yang menyidangkan
perkara dimaksud dapat menerapkan pemberatan pidana melalui Pasal 52
KUHP. 7

¢.  Subyek Tindak Pidana

Pelaku atau subvek findak pidama yang tunduk pada yunsdikst
peradilan militer d1 masa depan, adalah tetap prajurit TNI atau yang
dipersamakan, karena hal ini berkaitan dengen kekbususan atau
keberadaan peradilan militer, vai mengadili perkara-perkara tertentu atau
mengenal golongan rakvat terientu , dan perkara-perkars tertentu adaiah
tindak pidana {(msiliter mauvpun vmum) serta prajurit TNI atau vang
dipersamakan merupakan golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan
umum adalah peradilan bagi rakyat pada wmumnya mengenai perkara
perdata maupun perkarg pidana,

Meskipun kewenangan peradilan militer 81 mass depan berdasarkan
pada tindakannva bukan lagi pads sifat pelaku, tetapi apabila rakyat pada
umumnaya {warga sipil} melakukan lindek pidane &1 dalam
markas/pangkalan/pesawat atau kapal perang (military property)  stan
dengan kata lain yang menjadi korban adalah pihak (kepentingan) militer,
misainya meledakkan atas membakar markas TNI, mencuri data (rabasia)
intelejen militer, mencurl senjata atau alat perang militer, membunuh
prajunit TNI karena ingin mengambil senjatanya, dan lain-lain, maka tetap
merjadi Yurisdiksi Peradilan Militer, dan hal ini sebagai konsekuensi atas
keberadaan peradilan militer s sendiri sebagaimana penielas di atas,

X Andi Hamzah, op. cit. hal. 47
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Dengan demikian perluasan tindak pidana yang akan diatur dalam
KUHPM adalah mengenai tindakannys {objek) dalam tugasfjabatan
kemiliteran, locus delicti di dalam markas/kesatrian. pangkalan, kapal
maupun posawal perang dan tidak pidana yang dilakakan in action.
Schingga akan jelas mana yang merupakan tindak pidana militer (diatur
dalam KUHPM]) dan yang tidak diatur dalam KUHPM merupakan tindak
pidana wmum.

Hal 1 selain untuk menghindari resistenst pihak TNL juga untuk
menfaga jangan sampai pidana yang dijatubken hakim sipil akan
memperiemah TNI, karena hal ini berkaitan dengan pemaharan hakim
sipil, apakah 1a mengerti atau menjiwai kehidupan militer.

Selain itu, hakckat keberadaan peradilan militer adalah sebagai
bagian dari pembinaan personil dan satuan TNI, agar prajurit TNI dapat
melaksanakan tugas pokoknya denpan baik, karena pidana  yang
dijatuhkan kepada prajurit TNI bukan semata-mata dera atau nestapa,
tetapt lebih dari 1ty untuk mendidik dengan memberikan pelatihan takeis
dan tehnis militer yang dipadu dengan pembinaan fisik dan mental
kejuangan selama yang bersangkutan tidek dipecat dani dinag militer,
dengan harapan dapat menjadi militer yang baik dan patah hukum, '
4.4.2. Penyesuaian atau sinkronisasi  dengan berbagal peraturan
perundang-undangan yang ferkait depgan pencrapan ketentuan yang
terdapat dalam KUHPM yang lama, penambahan ketentuan pidana juga
akan berkembang setelah dilakukan sinkronisasi terhadap KUHPM dengan
ketentuan perundang-undangan Internasional seperti konvensi Jenewa,
Konvensi Den Haap dan perjaniian-penisnjian internasional yang telah
diratifikasi oleb Negara Indonesia.

' Heru Cahvone, op.cit, hal. 19
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Pada masa lalu, teori dan prakiek dalam mielakukan pembersiban
sebelum  berkonsolidasi pasca bertempur adalah dengan melakukan
penembakan alau penusukan dengan mengpunskap sangkur yang {elah
terpasang di laras senapan. Prakiek ini twelah dilarang dalam Konvensi
Jenewa. Pembersihana yang boleh dilakukan adalah dengan memeriksa
korban periempuran dengan posist sangkur alau senapan ke atas dan
apabila terdapat musuh yang lerkena tembakan. maka terhadap dirinya
harus diterapkan sebagai (awanan perang {prisoner of war).'”

4.473. Dalam penyusunan RUU Hukum Pidana Militer (KUHPM) perlu
dikaji ulang terlebih dahulu semua kefeniuan pasal demi pasal dalam
KUHPM, disamping itu karena ketentuan KUHPM sangat erat kaitannya
dengan KUHP, yang saat telah disusun konsep RUU KUHP di mana juga
mengatur tindak pidana terkait dengan militer/prajurit, yang terdapat pada
bagian ketiga tindak pidana perang dan konflik bersenjata pada pasal 396
sampat dengan pasal 404 konsep RUU KUHP tahun 2005, Kejzhatan
perang vang dimaksudkan adalah pelanggsran terhadap hukum-hukum
perang, sedanpkan kejshatan pemng menurut bukum humsaniter adaiah
hal-hal yang mendatangkan tanggungjawab kriminal individuat,'*
Pembinaan Sadar Hukum Bagi Prajurit TNI

Prajurit TNI adalah bagian darl suatu masyarakat hukum yang me-
miliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum diingkungan
mercka, Kesadaran hukum & hingkungan TNI tidak dapat diharapkan gkan
tegak jika para Prajurit TNI sebagal pendukung budaya hobum tidak

"M Konvensi Jenewa termtang Perlakwan Tawanan Perang, 1949, Protokol
Tambahan 1.

Y5 1 Nasrulah, "Pembahasan Rancangan RUU KUHP Bab 11, IX, XVI dan
XHXL"  Makalah disampaikan dalan Acmre Sosialisasi RUU  KUHP  yang
diselenggarakan Direkiorat Jenderal Perundang-Undangan Departemen Hukam dan HAM
RI bekeriasame dengan Austrelian Government's Legal Development Fucdlity {LDF),
Jakana, 23-24 Maret 2005,
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memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala
peraturan yang berlakn serta menjadikan hukum sebapai acuan dalam
berperilaku dan bertindak., Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu
terus ditingkatkan schingga terbentuk periluku budaya taat hukum dalam
diri masing-masing individu Prajurit TNL

Prinsip supremasi hukum yang menempatkan hukum di atas segala
tindakan dan penghormatan terhadap bhak asasi manusia harus terus
menerus  disosialisasikan kepada sehwruh Prajurit TNI scecars meluas
sehingga dapat menjadi perilaku budaya baik dalam kedinasan maupun
kehidupan sehari-had. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi
Prajerit TNI perlu dijadikan schagai prioritas kebijakan dalam pembinaan
personel TNI, karena kurangnyz pemahaman hukum di kalangan Prajurit
TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di
samping pengaruh-pengarub lainnya batk yang bersifat internal maupun
eksternal.

Penegakan hukum dalam orgamisasi TNI merupakan funpsi
komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil
keputusan. Menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat
kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para
Prajurit TN yang berada di bawah wewenang komandonya,

Perlu pula diperhatikan behwa konsep pemberian penghargaan dan
penjatuhan sanksi hukuman bharus benar-benar diterapkan berkaitan
dengan  penyelenggaraan  fungsi  penegakan  hukum. Pemberian
penghargaan haruslah ditekankan pada seisp keberhasitan pelaksonaan
kineria sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh
dari penilaian profesionalismme bidang tugasnya. Sebaliknya kepada
Prajurit TNI yang dinilai kurang pofesional, banyak mengalami kegagalan
dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerjs, memaliki kualitas disiplin
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yang rendah schingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka
kepada mereka sangal perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan
sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan
kepada hingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh. Setiap
penjatuhan sanksi hukuman harus memiliki tujnen positf, artinya dapat
memberikan pengarub positip dalam pedode waktu yang panjang terhadap
perilaku Prajurit TNT yang bersangkutan dan raenimbulkan efek cegah
terhadap Prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Rambu-rarabu  sebagai batasan yang perlu  dipedomani dalam
merumuskan kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme Prajurit TNI
haruslah  bersifat dinamis serta peka terhadap perubshan  sosial
Penyelenggaraan  kebijakan di bidang  pepegakan  hukum  harus
dilaksarakan dengan berpedoman kepada arah gerak reformasi. Menjadi
sangat peoting  untuk  diperhatikan  bahwa  upaya  peningkatan
profesionalisme  Praiwrit TNI haruslab  dilaksanakan dengan tetap
menerapkan nilai-nilar dasar kejuangan dan jati dirl TNI sebagai Prajurit
Pejuang Sapta Marga yang menjaga dan mempertahankan kedaulatan
noegara.

Langkah strategis yang harus dilakukan adalah  melalui
pembangunan kesadaran den pencgakan hukum scbapal upaya yang
diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral dan disiplin Prajurit TNL
Konsepsi ini dibarapkan akan dapal mengantisipasi dan menjawab
permasalaban yang timbul, yaitu menurunnya profesionalisme sebagai
akibat mepingkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran hukem yang
dilakukan Prajurit TNL Untuk lebih memberi arah terhadap pelaksanaan
konsepsi tersebut, maka rumusan kebijakan periu diarahkan dengan

priovitas  sasaran  yaitu meningkatnya  kesadaran  hukum  dan

Universitas indonesia
Tinjauan Yuridis..., Peni Saptaning Putri, FH Ul, 2009



¥

lerseienggaranya penegakan hukum vang mantap serta terbemiuknya
budaya patuh hukum di kalangan Prajurit TNL

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alal pertahanan
negara. Untek dapat melaksanakan peran tersebut, setiap Prajurit TN
diharapkan mampu memelihara tingkal profesionalismenya yaitu schagai
bagi-an dari komponen utama kekuatan pertabanan negara dalam rangka
menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatan Republik
Indonesia. Untuk memelihara tingkatl peofesionalisme Prajurit TN agar
selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif
yang dilakvkan adalab dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas
moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.

Konsepsi penyadaran dan penepakan hukum sebagaimiana diuratkan
di atas bertujuan untuk membentuk pestur Prajurit TNI profesional yang
mampu mengembangkan fatanan kehidupan pribadi dan sosial dalam
bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara yang lebih demokratis guna
mewutudkan kemampuan profesional sebagai alat pertahanan negara,

Adapun sasaran yang dibarapkan adalah tercapainya kadar kesadaran
hokum dan pencgakan hukum yang mantap, denmgan indikator adanya
keserasian dan keseimbangan antars funtutan hak dan pelaksanaan
kewajiban di kalangan Prajunit TN, terbentuknya kualitas pribadi Prajurit
TNI yang memiliki budava pateh hukuns sebagai landasan kemampuan
profesionalisme dengan indkator rendshnya angka pelanggaran hukum
baik secara kualitas maupun kuantitas, dan terwujudnya Prajurit TNI vang
profesional memiliki kesadaran hukum yang cukup mantap dilandasi
dengan nilai-nilat kefuangan, dengan indikator tingkat disiplin yang cukup
tinggt di dalam menjalankan pelaksanaan tugss kemiliteran/kedinasan,

Untuk mencapai sasaran sebagaimana diuraikan diatas, disampaikan
beberapa metode yang dapat ditempuh antsra lain sebagai berkut ;
a.  Edukasi. Dilekukan dengan menyelenggarakan pendidikan, baik
bersifat formal maupun informal vang memiliki dampak langsung
terhadap peningkatan profesionalisme prajurit seria membangun kesadaran
hukumn. Adalah satu bentuk penerapan konsep pendidikan vang efekfif
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diantaranya adalah dengan memberikan contoh keteladanan perlaku yang
mencerminkan  kepatuhan dan ketastan terhadap hukuwm dant para
pemimpin  atau  komandan  kepada  prajurit  bawahannya.
b.  Sosialisast. Dilakukan dengan penyuluhan hukum, menyebarluaskan
berbagai  produk  hukum, melakukan pengkajian, peneliian  dan
pengembangan teniang aturan-aturan hukum dan perundang-undangan
serta produk kelvaran lainnya yang ditujukan untuk membangun kesadaran
dan penegakan hukum di kalangan Prajurit TNI dalam rangka mendulamg
peningkatan  kinerja, sumber dava seria  profesionalisme  prajurit.
c. Persuasi. Dilakukan dengan cara pendekatan bersifat sosiologis
untuk mempengaruhi dan menumbubkan kesadaran dan peran serta secara
aktif selupuh Peajurit TN dalam setiap usaba peningkatan profesican!isme.
Wujud dari metode ini hanya dapat difaksanakan apabila terjalin hubungan
komunikast yang cukup akrab antara atasan bawshan serts dilskukan
dengan pemberian contoh dan keteladanan dani para Komandan baik
dalam pola pikir, pola sikap maupun pola tindak dalam kehidupan
kemiliteran.

d. Represi, Dilakukan dengan menjalankan semua aturan yang telah
ditentukan dan memberikan sanksi vang tegas, tepat dan adil kepada setiap
Prajurit TNI yang terbukfi melakukan pelanggaran hukum dengan tanpa
ada pengecualian. Penerspan melode represif diharapkan mampu
menimbulkan efek jera dan keinsyafan serta daya cegah agar tidak terjadi
pelanggaran hukum yang scrupa terhadap Prajurt TNI iainnya '

"™ Anwar Saadi, Joc. coit., hal. 38
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BAB Y

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dikaitkan dengan fomuan dalam
penclitian seria pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik
suniu kesimpulan sebaga benbul.

Norma hukum vang menisdi landasan tingkah iske dan perbuatan
Prajurit TNI diatur secara formal dalam berbagal peraturan perundang-
endangan dan dalam ketentean hukum lainnya. Adanya ateran bukor terulis
ini pada hakikatnya untuk memudahkan dalam memahami tambuo-ramby yeng
membatasi setiap perilaku dan tindakan para Prajurit TNI di lapangan.
Menghadapi tantangan di era supremasi hukum saat ini, tidak ada pilihan lain
bagi para Prajurit TNl wuntuk selalu menempatkan kemampuan
profesionalismenya di alas sandaran legalitas hukum sebagal dasar pombenar
daiem setiap Kinerjanya. Dengan adanva legalitas hukum tersebut, diharaphan
dapat mencegal timbulova akibat samping yaitu teriadinva tindakan
melampaui batas kewenangan yang ditetapkan sebagaimans keientuan hukum
yang ada. Peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun
kesadaran hukuin dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif.

Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisast
THNI tidakiah bersifat sendiri. Keberhasilan kinedga mercka akan sangat
tergantung dari kebijakan para Komandan sesual fungsi dan kewenangannya
yaitu sebagai Ankum dan atau Papera maupun dalam pelaksanasn seknis
operasional penegakan hukum lainnya. Hal ini disebabkan penyelenggaraan
pembinaan kesadaran dan penegakan hukum melekat crat dalam fungsi
persbinaan personel vang menjadi kewenangan setiap Komandan atau

pimpinan yang bertanggungiawab dalam pengambilan keputusan yang juga
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diatur dalam Undang-Undang No 31 Tabun 1997 entang Peasdilan Militer,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mibiter (KUHPM) merupakan
fex specialis dari Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
perbedaannya dalam KUHPM mengatur  tindak pidana yang berlake bagl
militer (subjek militer). Sedangkan hukum pidana umum adalah hukum yang
berlaku bagi masyarakat umuim (warga negara) vang diatur dalam Kitab
Lindang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut KUHPM  tindak pidana yang dilakukan olch milier adalab
tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur
dalarn KUHPM atau tindak pidang yang diatur oleh undang-undang di luar
KUHPM (Pasal 2), hal ini berarti secara yundis menurut KUHPM tindak
pidapa umum yang dilskukan oleh militer juga menupakan tindak pidana
militer,

Yurisdiksi peradilan omum terhadap anggota militer berdasarkan Pasal
65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia belum dipraktekan dalam pelaksanaan peradilan militer.
Prakiek peradilan militer masih mengacue pada Undang-undang Nomor 31
‘Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sesuai dasar Pasal 65 ayat {3} dan Pasal
74 avyat (1) dan (2} Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Penerapan
vurisdiksi peradilan umum terhadap anggola militer masth merupakan wacana
vang berkembang mengingat adanya perbedaan pendapat antara pemerintab
denpan kalangan legislatif,

Kesulitan penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI terhadap
anggota militer yang melakukan tindak pidana umum meliputi kesulitan pada
aspek substantif hukum, aspek struktur hukum dan aspek culture atau budaya
hukum :

a, Kesulitan pada aspek substantive hukum meliputi hal-hal sebagai
berikut :
{1} Terdapat aturan hukum yang saling bertentangan, yakni:
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{a). Adanya ketentuan pasal 2 KUHPM yang pada intinya menyatakan
bahwa terhadsp lindak pidana yang lidak diatur datam KUHPM yang
difakukan oleh Anggota Militer merupakan ywrisdiksi pecadilan militer.

(b) Adanya hentub-beniuk tindak pidana yang diatur secara bersamaan
baik dalam KUHPM maupun KUHP.

{c) Adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997
Tentang Disiplin Prajurit TN yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang
diatur dalam undang-undang pidanz yang hukumannya kurang dard 3 bulan
dapat didisplinkan,

{2} Ketentuan vurisdikst vang diatur di dalam pasal 63 avac (2} Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2004 Teniang Tentsra Nasional Indonesia yang
menggunakan pendekatan jurisdiciion aover offenses tidak dapat diterapkan
secara murni, kar¢na kemungkinan terjadinya benturan antar yurisdiksi
dalam praktek peradilan | yakni dalam hal ini apabila anggota militer
melzkukan tindak pidana umum dan tindak pidana militer dalam waktu
yang bersamasan dan ada keterkaitan satu sama lain.

b.  Kesulitan pada aspek struktur hukom adalah belum adanya peraturan
yang secara jelas dan legas mengatur siapa yang berhak mclakukan
pemeriksaan pendahuluan terhadap anggota militer yang melakukan tindak
pidana umum. Fungsi Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira
Penyerah Perkara schagal atasan tersangka yang memiliki  kewenangan
komando terhadap tersangka tidak diatur dalam KUHAP sebagai hukum
acara peradilan umum, sehingga dikhawatirkan menjadi factor benturan

dalam pelaksanaan proscs mengadili.

c. Kesulitan pada aspek kultural atau budaya hukum vakni dikhawatirkan
timbulnya kerawanan-kerawanan berupa gangguan dalam  pelaksanaan

peradilan karena faktor budaya militer dan sejarsh militer di Indonesia.
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Untuk dapat mengadili prajurit TN yang melakokan tindak pidana
umurn dalam peradilan umum barus diatur terlebih dahalu -
I.  Aspek Substantif

Hukum pidana materiil entang pelanggaran hukum pidana oleh
prajurit TNI, selama ini diatur dalam KUHPM. KUHP hanya mengatur
subjek orang (warga negara) pada umumnya, tidak mengatue subjek militer,
Artinya norma hukom pidans materiil yang saat ini beriaku bagi prajurit
TN yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum pidana
umum} scbagaimana dimsksud Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI,
digtur dalam KUHPM. Hal ini berarti peradilan militerlah yang menerapkan
ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM.
2. Aspek Struktur

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaar Kehakiman
Pasal 24 hanya mengatur peredilan koeksitas, tidak mengatur peradilan
individual terhadap prajorit TNL Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer Pasal 198 mengatur tentang peradifan koneksitas
dan pada Passl 9 jo Pasal 2 KUHPM mengatur tentang peradilan individual,
Bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana eillter maupun
hukum pidana umum secara pribadifindividual,
3. Aspek Kulturat

Pembaharuan hukum fidak hanys mencakup pembabacuan substansi
hukum {Jlegal substance reforss) tetapi juga pembaharuan budaya hukum
(legal cultural reform). Oleh karcna #u pembaharuas sisten hukum pidana
militer, haros juga diseriai dengan pembaharuan budaya hukum militer,
yang antara lain mencakup pembaharuan aspek budaya perilaku hukum dan
kesadaran hukum yang terkait dengan "budaya militer” dan pembaharuan
aspek pendidikan/fmu hukum militer.

Jenis tindak pidana militer yang akan datang disusun dalam KUHPM,

dengan adanya ketentuan khususnya mengenai penundokan militer yang
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melakukan tndak pidana umum maeka perlu diator hukum  substantif
(KUHPM) yang mengatur secara jelas lentang tindak pidana militer.
Mengenai subjek yaitu prajurit (individu dan koneksilas), objeknya yang
berkaitan dengan tugas/jabatan militer, dolus delicti termasuk termasuk di
kesatrian, markas. kapal perang dan pesawat tempur yang berkaitan dengan
tugas kemilticran serta tindak pidana yang dilakukan in action, dengan
demikian jelas mana yang merupakan tindak pidana militer dan yang tidak
diatur merupakan tindak pidana vmum,

5.2. Saram.
i Pembaharuan paradigma peradilan bagi anggota militer, dengan adanya
ketentuan penundukan anggota militer yang melakukan tindak pidana umum
kepada peradilan umum, schaiknya dilakekan secara menyeluruh dengan
melihat aspek substantif, struktur dan kultur,
2. Dalam pembaharpan sistem pemeriksaan  pendahuloan, sebaiknya
pemeriksaan pendahuluan terhadap anggola militer tetap diserahkan kepada
institusi  kemiliteran  dengan  melekatkan  kontro!  sipil  terhadap
pelaksanaannya, dalam hal ini mungkin Polisi Militer dapat diperbantukan di
Kepolisian. Hal tersebut merupakan jalan fengah vang diharapkso dapat
menjaga  fransparasi  pelaksanaan  pemeriksaan  pendashuluan  sekalipus
menghindarkan kerawanan vyang mungkin terjadi  bila  pemeriksaan
pendabulvan disershkan peleksanasnnya kepada mstitusi sipil. Selain itu
urtuk menjags kemandirian Sistem Peradilan Pidana dan sinkronisasi dalam
hal penuntutan serta kualitas para oditur makz perfu menempatkan odituc
militer dalam satu atap dengan Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum
di lingkungan TNI masuk atan ferlibat dalam lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Pengadilan Tipikor dalam hal apabila ada prajurit yang
miclakukan tindak pidana korupsi,
3 Sehubungan dengan kewenangan peradilan militer yang hanya skan
berwenang mengadili pelenggaran terhadap hukum pidana militer, maka
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untuk dapat menindaklanjuti perkembangan ini KUHPM disarankan untuk
dirubah. selain itu karena keterkaitan crat antara hukuem pidana formil dengan
hukum pidana materii]l maka pembahasan RUU Peradilan Militer seharusnya
berbarengan/berpasangan dalam safu paket dengan Rancangan Undang-
Undang KUHPM. Apabila diakokan terpisah  dikhawalirkan  dapat

memmbutkan masalah yuridis.
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